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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah
memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga kamidapat menyelenggarakan
program One Santri One Book ini. Program ini merupakan wujud nyata dari
komitmen kami untuk mengangkat potensi intelektual dan spiritual para
santri, serta mendorong semangat literasi di kalangan generasi muda.

Kami ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada
Pertamina Foundation yang telah menjadi mitra dan sponsor utama dalam
mewujudkan program ini. Dukungan dan kontribusi mereka telah
memberikan dorongan besar bagi kami untuk terus berkarya dan
menginspirasi lebih banyak lagi individu dalam mencintai dunia literasi.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada para pihak yang turut
sertamendukungjalannya programini, terutamakepada para pengurus dan
kyai dari Pesantren Ummul Quro Al-Islami Bogor, Qotrunnada Depok, serta
Daarul Uluum Lido. Kerjasama dan semangat yang tulus dari pesantren-
pesantren tersebut telah menjadi pilar utama keberhasilan program ini.

Karya-karya yang terangkum dalam buku ini adalah hasil dari
perjalanan intelektual dan spiritual para santri, yang penuh dengan dedikasi
dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Semoga setiap halaman yang
tersaji dapat menjadi sumber inspirasi, pengetahuan, dan kebaikan bagi
pembaca, baik dari kalangan santri maupun masyarakat umum.

Terakhir, kami berharap agar program One Santri One Book inidapat
terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi
masyarakat, serta menjadi tonggak kebangkitan literasi di Indonesia.

Wassalamu'alaikum

Tim Santrinulis



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji sukur atas kehadirat Allah SWT. berkat limpahan rahmat,
taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ini
sebagaimana mestinya. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada
junjungan umat Islam Baginda Nabi Muhammad SAW. suri tauladan dan
inspirator dalam menjalankan kehidpuan sehari-hari.

Buku yang berjudul “KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
HAKIM (Studi Komparatif Kitab Adabu Al-Qddi dengan Kode Etik Hakim
di Indonesia)” penulis susun dalam rangka memberikan kontribusi bagi
khazanah keilmuan khsusunya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan
kode etik hakim. Penulis ingin mempersembahkan buku ini untuk kedua
orang tua tercinta Ayahanda Almarhum Sumitra dan Ibunda Payni yang
semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan maghfiroh-Nya kepada
Ayahanda dan memberikan panjang umur dan sehat wal afiyat kepada
Ibunda tercinta, istri tercinta Yossi Deviani Ramadhan dan anak Mateen
Achmad Al-Mudzhaffar, serta guru-guru penulis. Begitu juga kepada
keenam saudara penulis yang selalu memberikan support dan semangat
kepada penulis agar terus semangat dan tidak mudah menyerah untuk
menyelesaikan buku ini.

Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi
Yudisial Rl Nomor: 047/KMA/SKB/1V/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009. Tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan kitab Adabu al-QddiKarya al-
Mawardi, merupakan ketetapan yang mengatur nilai-nilai moral, kaidah-
kaidah penuntun serta aturan perilaku yang seharusnya dan seyogianya
dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya
dalam menegakkan keadilan bagi rakyat banyak.

Tujuan studi komparasi dalam buku ini adalah untuk menjawab
pertanyaan tentang: 1) Bagaimana mengkomparasikan kode etik dan
pedoman perilaku hakim dengan kitab Adabu al-Qdadr?, 2) Apakah kode etik
hakim dalam kitab Adabu al-Qddi masih relevan untuk diterapkan pada
kondisi saat ini?, 3) Jika dua konsep ini dibandingkan, di manakah
persamaan dan perbedaan di antara keduanya? dan manakah yang lebih
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baik dan relevan untuk diterapkan pada saat ini?. Buku ini menggunakan
jenis penelitian kualitatif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan
adalah bersifat komparasi. Adapun sember-sumber data yang digunakan
dalam studi komparasi ini adalah: sumber primer, yaitu Keputusan
bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan kitab Adabu al-Qd4dri Karya al-
Mawardi, sumber skunder, yaitu kitab, “al-Hawi al-Kabir”, Nizamu al-Qadéi
fT Syariati al-Isldm”, sumber tersier, yaitu berupa kamus hukum dan
ensiklopedia.

Dari hasil studi komparasi diperoleh kesimpulan: Pertama, kedua
konsep sesuai dengan teori keadilan Hans Kelsen dengan konsep “keadilan
dan legalitas”. Dalam konteks etika, kedua konsep sesuai dengan teori etika
idealisme etis. Ada tiga konsep untuk mewujudkan hakim dan lembaga
kehakiman yang berwibawa, yaitu: menerapkan kode etik dan pedoman
perilaku hakim secara totalitas; mengubah paradigma lama ke paradigma
baru; mengharmonisasikan keadilan berdasarkan ketentuan undang-
undang, keadilan berdasarkan moralitas dan keadilan berdasarkan keinginan
masyarakat. Kedua, tidak semua konsep kode etik al-Mawardirelevan untuk
diterapkan pada situasi dan kondisi saat ini, tapi ada beberapa konsep al-
Mawardi yang bisa menjadi solusi untuk problem yang terjadi dalam dunia
kehakiman Indonesia. Ketiga, persamaan antara dua konsep adalah pada
perkara menjaga etika dan integritas moral dari seorang hakim agar
terwujudnya hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa sehingga cita-
cita lembaga peradilan tercapai, dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
lebih relevan dan sesuai dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika merupakan sebuah kajian filsafat moral,® yang
persoalannya seputar pantas, kurang pantas, atau bahkan tidak pantas
dari sebuah perilaku, yang kemudian menjadikannya identik dengan
hukum. Antara etika dan hukum ini, keterkaitannya selalu seputar nilai-
nilai dan norma-norma (kaidah hukum) yang dianut dalam suatu
lingkungan sosial.

Sebab keterkaitan itu, bahwa segala upaya penegakkan
terhadap suatu penyimpangan di masyarakat tidak hanya berlandaskan
hukum, namun juga harus memiliki landasan etika dan moral.? Berpijak
pada ajaran hukumyang berbasis pada moral tersebut, maka pada upaya
perwujudan keadilan yang dilakukan dalam rangka hukum harus
menjadikan moral sebagai spirit (ruh) dalam penerapannya. Sebaliknya,
jika hukum yang kosong dari ruh moral maka hukum akan tetap berada
pada persimpangan antara rumusan keadilan dan kepentingan
kekuasaan.?

Oleh karena itu apabila ada pelanggaran hak dan/atau
kewajiban dimasyarakat, indikasi paling umum yang bisa dibentuk adalah
pelanggaran hak dan/atau kewajiban tersebut memiliki moral yang
menyimpang. Setelah itu memperkarakannya ke pengadilan merupakan
langkah yang akan (sering) diambil masyarakat pencari keadilan dengan
melalui perantara hakim dalam suatu proses peradilan tertentu. Karena
peradilan dianggap merupakan pilar terakhir dalam upaya perwujudan
keadilan.

7.

1 Ahmad Amin dan Farid Ma'ruf, Etika (llmu Akhlak), (Jakarta: Bulan bintang,
1977), hal. 19. Baca juga K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal.

2 E. Sumaryono, Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,

(Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 59.

3 Satjipto Raharjo, Hukum dan Perilaku, (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 59.
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Selain untuk menjamin (mewujudkan) keadilan, diketahui
bahwa tujuan hukum lainnya untuk menjamin kepastian hukum.*
Kepastian hukum tersebut sering dimaksudkan dengan penggunaan
hukum dalam bentuk seperangkat aturan-aturan atau undang-undang.
Yang bila suatu undang-undang tertentu telah terbentuk, maka telah
terjamin pula kepastian hukum.>
Dari sisi ini hukum sering disamakan dengan undang-undang atau
instrumeninstrumen lainnya.

Sebab terlalu memprioritaskan kepastian hukum, akibatnya
tujuan hukum lainnya, yaitu keadilan dan kemanfaatan, sering dicederai
dan diacuhkan. Penegakkan kepastian hukum harusnya tetap pada
prioritas tujuan hukum, yang mana memprioritaskan keadilan terlebih
dahulu lalu kemanfaatan kemudian baru kepastian hukum.®

Dalam upaya perwujudan keadilan, masyarakat akan selalu
bersinggungan dengan tuntutan-tuntutan, karena dalam kehidupan
bermasyarakat akan dijumpaiorang-orang dan kelompok-kelompok yang
membawa kepentingan dan keinginan yang beragam. Di sini bekerjanya
hukum dalam mewujudkan keadilan merupakan kerja merespon
tuntutantuntutan yang beragam tersebut, yang menurut sistemkerjanya,
digerakkan oleh tiga (3) unsur secara umum, yaitu substansi (undang-
undang, peraturanperaturan), struktur (pembuat hukum, pelaksana
hukum, penegak hukum), dan kultur (kebiasaan, adat istiadat, cara
berpikir).” Dalam oprasi aktualnya, sistem hukum ini merupakan suatu
organisme kompleks di mana ketiga unsur tersebut berinteraksi.® Hal ini
juga berkenaan dengan moralitas, yang menurut Shidarta, merupakan
suatu kompleksitas dalam kehidupan manusia.’®

4 C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

1986), hal. 40.

5 Satjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia

dan Hukum, (Jakarta: Kompas, 2007), hal. 77.

6 Achmad Ali, Mengembara di Belantara Hukum, (Ujungpandang: Universitas

Hasanuddinpress, 1990), hal. 94.

7 Lawrence Meir friedmann, Sistem Hukum, Perspektif IImu Sosial, alih bahasa M.
Khozim, (Jakarta: Nusamedia, 2017), hal. 15-17.
8 Lawrence Meir friedman, Sistem Hukum, Perspektif lImu Sosial,...hal. 17 ° Shidarta,

Moralitas Profesi Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 79.
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Dari ketiga unsur hukum tersebut, struktur hukum memiliki
perananyang sentral. Oleh karenaitu, orang-orangyang menjadibagian
dari struktur hukum tersebut seperti hakim, bertanggung jawab juga
terhadap tegaknya keluhuran nilai kemanusiaan yang merupakan
persyaratan tegaknya martabat dan integritas negara.

Sistem hukum yang berkembang tersebut nampaknya sejalan
dengan ungkapan bahwa “hakim merupaka personifikasi dari hukum itu
sendiri (la baouche de la loi)”.° Hal ini dapat diartikan dengan maksud
bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh hakim, baik itu di dalam atau
di luar persidangan, merupakan hasil refleksinyaterhadap hukum. Bukan
sekedar putusan yang ditetapkan, namun juga memandang perilakunya
sebagai
keutuhan dari hukum itu sendiri. Bagaimana hakim menjadi (being)
hukum, sebelum menerapkan hukum.

Namun bagaimanapun profesi hakim ini tetap rawan terhadap
upaya intervensi yang mengancam independensi kekuasaan kehakiman
itu sendiri. Sebagaipelaksana utama fungsi peradilan, terbuktibeberapa
oknum hakim pernah terlibat pada kasus yang melemahkan indep endensi
kekuasaan kehakiman. Keterlibatan hakim dalam kasus-kasus ini (juducial
corruption) menjadi salah satu alasan menurunnya kepercayaan
masyarakat terhadap peradilan.

Untuk mengontrol sekaligus sebagai upaya pencegahan
terhadap keberlanjutan praktik-praktik mafia peradilan tersebut, sebuah
pedoman perilaku profesi hakim dibentuk pada tahun 2009. Pedoman
(Kode Etik) profesiini dibentuk berdasarkan perintah undang-undang,®
yang ditetapkan dalam surat keputusan bersama (SKB) oleh Ketua
Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor:
047/KMA/SKB/IV/2009—Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim (selanjutnya ditulis KEPPH).

Dilihat darisubstansinya, KEPPHtergolong sebagaiaturan moral
yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai (moral) yang baik dan menjadi
panduan keutamaan moral bagi profesi hakim. Hal itu dalam rangka
mewujudkan suatu peradilan yang mandiri, netral (imparsial/tidak

9 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 167.
10 pasal 81B Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

12



berpihak), kompeten, transparan, dan berwibawa yang diharapkan
mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian
hukum, dan keadilan.!! Baik dalam menjalankan tugas profesinya di
pengadilan, juga dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar
kedinasan.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
yangjuga berlaku universal diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan
perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3)
Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegrasi
Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8)
Berdisiplin  Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap
Profesional.!?

Kesepuluh prinsip di atas menjadiunsur yang tidak terpisahkan
dengan upaya perwujudan keadilan di Indonesia, karena memiliki
pengaruh dalam menentukan moral profesihakim. Sehingga KEPPH, yang
dilandasi dari sepuluh prinsip moral tersebut, menjadi bagian dari
kenyataan sistem hukum nasional yang sedang dibangun bersama-sama.

Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam
upaya perwujudan keadilan dapat ditemukan semacam disorientasiyang
berakibat pada jatuhnyawibawa hukum. Salah satu penyebabnyaadalah
perilaku oknum hakim yang terlibat dalam praktik-praktik mafia
peradilan, seperti memperdagangkan perkara (juducial corruption).

Dari kasus yang terjadi, jumlah laporan masyarakat yang
diterima oleh Komisi Yudisial pada tahun 2018 adalah sebanyak 2.970
laporan yang terdiri dari 1.722 laporan masyarakat yang disampaikan
kepada Komisi Yudisial, dengan rincian sebagai berikut: laporan langsung
329; laporan via pos 1109; laporan viaonline 188; informasi96; dan 1.248
surat tembusan.?3

Apabila berdasarkan dari jenis perkara, Badan Peradilan dan
Pengadilan, serta Lokasi Aduan, laporan masyarakat yang masuk ke

11 pembukaan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua
Komisi  Yudisial (KY) Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 —Nomor:
02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Alinea 1.
12 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: 2009), hal. 5.
13 Laporan Tahun 2018 Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal. 40.
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Komisi Yudisial tahun 2018 adalah sebagai berikut: Pidana 507; Perdata
783; TUN 120; Agama 83; Militer 2; Tipikor 76; PHI 49; Niaga 18; Syariah
0; Pidanadan Perdata 7; Pajal 3; Lingkungan 6; Pemilu9; dan lain-lain 59;
total keseluruhan menjadi 1.722.14

Adapun berdasarkan Badan Peradilan terbanyak adalah
Peradilan Umum dengan jumlah 1248; lokasi terbanyak sumber aduan
adalah DKI Jakarta dengan jumlah 312; setelahnyalJawa Timur 212 dan
Jawa Barat
159.1°

Komisi Yudisial merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada
42 hakim terlaporyang didominasi sanksiringan, yaitu terhadap 31 hakim
terlapor. Sanksi ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran oleh hakim
terlapor agar dapat menjaga kemuliaan profesinya.

Untuk rincian sanksi ringan, KY memberikan teguran lisan
terhadap 5 orang hakim, teguran tertulis terhadap 8 orang hakim, dan
pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 18 hakim.

Untuk sanksi sedang yang direkomendasikan KY dijatuhi
terhadap 7 hakim terlapor. Denganrincian, yaitu penundaan kenaikan gaji
berkala paling
lama 1 tahun terhadap 3 orang hakim, penundaan kenaikan pangkat
paling lama 1 tahun terhadap 1 orang, dan nonpalu paling lama 6 bulan
terhadap 3 orang. Untuk sanksi berat, KY memberikan pemberhentian
dengan hormat terhadap 2 orang dan pemberhentian dengan tidak
hormat terhadap 2 orang.

Adapun kualifikasi perbuatan hakim yang dinyatakan terbukti
melanggar KEPPH didominasi tidak profesional (28 orang), tidak
berperilaku adil (7 orang), tidak menjaga martabat hakim (6 orang), dan
selingkuh (1 orang).'®

Sebagai contoh, Wahyu Wiriadinata menyebutkan beberapa
kasus pelanggaran yang dilakukan oleh hakim di berbagai daerah.
Beberapa nama yang terjerat kasus pelanggaran kode etik hakim adalah

14 Laporan Tahun 2018 Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal. 41.

15 Laporan Tahun 2018 Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal. 42-43.
16 Lampiran Komisi Yudisial, Nomor: 14/Siaran Pers/AL/LI.04.01/5/2019 (Jakarta, 14 Mei

2019).
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Syarifudin Hakim Pengawas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Imas
Dianasari Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industri di Pengadilan
Negeri Bandung, Kartini Juliana Mandalena Marpaung dan Heri
Kusbandono keduanya sebagai Hakim di Semarang, Sutjahjo Padmo
Wasono Ketua Pengadilan NegeriSemarang merangkap Ketua Pengadilan
Tipikor Semarang, Pragsonon Hakim karir Pengadilan Negeri Semarang
yang bersertifikat Hakim Tipikor, Asmadinata Hakim Ad Hoc Pengadilan
Korupsidi Semarang, Lilik Nuraini Hakim di Semarang sebelum pindah ke
Pengadilan NegeriTondano, Heru Kusbandono Hakim Ad Hoc Pengadilan
Korupsi Pontianak dari jalur pengacara, kasus Hakim vyang
menyalahgunakan narkotika yaitu dengan memakai dan pesta narkotika.
Hal ini dilakukan seorang Hakim Pengadilan Negeri di Bekasi berinisial
PW.Y7

Kasus-kasus di atas yang melibatkan hakim sebagai tersangka
perkara korupsi dan penyalahgunaan narkoba, hanya sebagian kecil dari
sekian banyak kasus korupsidan tindak pidana lainnya serta pelanggaran
kode etik hakim yang dilakukan oleh hakim. Padahal Undang-undang No
22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah ada sejak tahun 2004.1#

Taufigurrahman dalam tulisannya mengatakan bahwa praktik
mafia hukum (judicial corruption) semakin mewabah hingga
menggerogotirasa keadilan masyarakat. Hal itu kemudian memberikan
dampak pada menurunnya penghormatan dan kepercayaan tehadap
institusi hukum bahkan terhadap hukum itu sendiri.

Dari permasalahan tersebut, dapat ditemukan adanya
ketidaksesuaian dalam penerapan hukum yang tujuannya untuk
mewujudkan keadilan. Hakim yang seharusnya menjamin terwujudnya
keadilan dengan melaksanakan aturan hukum, dalam kenyataannya
menjadi oknum penyebab terhambatnya upaya dalam mewujudkan
keadilan itu.

Berangkat dari permasalahan di atas, sudah seharusnya ada
solusi yang harus ditemukan agar ketidaksesuaian itu berkurang bahkan
hilang dari dunia peradilan, sehingga hukum yang tujuannya untuk

17 Wahyu Wiriadinata, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43, No.4, (Yogyakarta:
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oktober-Desember 2013), hal. 125.
18 Wahyu Wiriadinata, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43,...hal. 126.
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mewujudkan keadilan dapat tercipta dan berjalan sebagaimana
mestinya.

Oleh karena itu, mengingat sangat pentingnya kode etik hakim
untuk perwujudan keadilan, perlu adanya peraturan dan pedoman yang
menjadilandasan perilaku dan etika hakim. Untuk menguatkan posisi dan
memahamilebih dalam peraturan etika dan pedoman perilaku hakim ini,
maka perlu melalakukan kajian terkait peraturanini. Maka dari itu, dalam
hal ini penulis melakukan kajian dalam bentuk komparasi antara konsep
kode etik hakim di Indonesia dengan konsep kode etik hakim al-Mawardi
dalam kitabnya Adabu al-Qddi dengan harapan adanya solusi dari
masalah yang dihadapi dunia kehakiman di Indonesia dan menjadi
rujukan dalam rangka perwujudan seorang hakim dan lembaga peradilan
yang berwibawa sehingga tujuan hukum dapat tercapai yaitu keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam dunia Islam peradilah atau kehakiman merupakan salah
satu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga para
ulama selalu mencantumkan pembahasan tentang kehakiman dalam
kitab-kitab mereka, bahkan dari mereka ada yang sengaja
memfokuskannya. Dari ulama yang memfokuskan dirinya dalam hal ini
adalah al-Mawardi dalam karyanya yang dinamakan Adabu al-Qddi.
Beliau memaparkan secara gamblang dan komprehensif segala sesuatu
yang bersangkutan dengan kehakiman, syaratsyarat hakim, kode etik
hakim dan lain-lain.

Al-Mawardi'® adalah seorang ulama, politikus, Hakim, ahli
dalam bidang Fikih, Ushul Fikih, IImu Kalam, Tafsir, Hadist, Nahwu, juga
sebagipendidik dan Sastarawan. Sebelum al-Mawardi muncul, belum ada
yang mengarang kitab Kode Etik Hakim dalam mazhab Syéafi‘iyyah seperti
beliau.

Al-Mawardi juga sebagai ulama yang terkenal dikalangan ahli
figih, sejarahwan dan para intelek, khusunya para orientalis barat yang
telah mendedikasikan banyak waktu mereka untuk mempelajari karya-

19 Ab( Al-Hasan al-Mawardi ‘Al bin Muhammad. Seorang Qadi di zamannya, ulama peneliti
yang mempunyai banyak buku-buku karangan yang bermanfaat. Lahir di Basrah tahun 364
H/974 M. dan wafat di Baghdad tahun 450 H./1058 M. Lihat Zarakli, AIA‘aldm, (Dar al-‘llmi
lilmalayin), Jilid. 4, hal. 327.
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karya al-Mawardi, salah satunya adalah karya al-Mawardiyang berjudul
al-Ahkdm al-Sultdniyyah.Tidak hanyaitu, Mereka juga memproklamirkan
bahwa karya al-Mawardi ini sebagai karya terbaik yang pernah ada
membahas aspek peradaban dan peraturan perundang-undangan.?® A-
Ahkdm al-Sulténiyyah merupakan ringkasan dari kitab Adabu al-Qddr.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa kitab Adabu al-Qd4diadalah
kitab yang paling meluas pembahasannya mengenai fikih Syafi‘iyyah,
karena kita tidak menemukan penjelasan yang lebih gamblang di kitab
lain kecuali di kitab ini, khususnya masalah kehakiman.

Adapun metode al-Mawardi dalam penulisan kitab ini, beliau
sangat berpedoman kepada karya-karya Imam Syafi7, dengan mengutip
perkataan Imam SyafiT secara langsungdari teksnyayangsudah disaring
oleh Imam al-Muzanidari perkataan Imam Syafi‘idikitab al-Umm dan dari
kitab-kitab lainnya. Selain menggunakan Al-Qur’an, Hadist, Ijma dan
Qiyas, al-Mawardi juga menggunakan beberapa kaidah-kaidah fikhiyyah
sebagaipisau analisis dalam menelitipermasalahanyangada di kitabnya,
juga menyebutkan masalah-masalah yang termasuk dalam kaidah-kaidah
tersebut.

Kitab Adabu al-Qdditerdiri dari dua jilid yang diambil dari kitab
al-Hawr al-Kabir FT al-Fighi al-SydfiT. Sebagaimana kitab ini merupakan
bagian dari kitab al-Hdwi, maka pengarang mengikuti metodenya dalam
menyusun kitab ini, sebagaimanatelah disebutkan bahwa al-Hdwradalah
kitab syarah untuk Mukhtasar al-Muzani yang dikumpulkan dari
perkatanperkataan Imam Syéafi, maka dari itu penyusunan bab-bab
dalam kitab ini seperti dalam kitab Mukhtasar al-Muzani.?*

Mungkin ada orang yang mengira bahwa pengarang hanya
membiarkan kitab ini tanpa menambah pembahsan-pembahsan dan bab-
bab yang ada, akan tetapi pada kenyataannya pengarang merubah
masalah yang ringkas menjadi judul-judul pembahsan yang meluas.

Sebagai contoh ketika pengarang menjelaskan sifat-sifat
seorang hakim dan hal-hal yang harus dia penuhi, pengarang
menyebutkan bahwa termasuk dari sifat-sifat hakim adalah mampu

20 N&fi' Qasim, Al-lhdd' fi Tahqiq Adabi al-Qdadi Muhyi Hildl, (Baghdad: Allrsyad, 1971), hal.

21 Muhyi Hilal, Mugaddimah Adabu al-Qddi, (Baghdad: Al-Irsyad, 1971), hal. 69.
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berijtihad meninggalkan taqlid jika taqlid tersebut tidak bisa diterima atau
rusak, maka hakim harus meneliti sumber-sumber Syariat dan keempat
sembernya: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma® dan Qiyas, lalu memaparkan
cabang-cabang dan permasalahan-permasalah yang ada kaitannya,
sehingga pembahsan ini saja mencapai 200 halaman.

Ketika pengarang membicarakan tentang masalah kesaksian
dan syarat-syarat diterimanya kesaksian tersebut, beliau langsung
membicarakan hal-hal yang dapat membatalkan kesaksian atau
mengurangi kualitasnya karena sebab kebiasaan, perbuatan, keyakinan,
orang-orang yang dikuasi nafsu, para pemain catur, yang suka bermain
burung gagak, para peminum jenis-jenis minuman beralkohol, pembuat
minuman, pemain dadu, pendengar musik dll.

Pengarang ketika menjelaskan suatu masalah tidak ragu untuk
membahas hukumnya menurut syara dan  menjelaskan tentang
perbedaan ulamadalam masalah tersebut,sebagaimana beliau juga tidak
segan-segan untuk mencantumkan di tengah-tengah pembahasannya
akan sastra-sastra yang dia senangi, sampai syair cintapun tidak luput.
Maka dari sinilah kitab beliau dinamakan "al-Hdwi" yang artinya
mencakup berbagai jenis ilmu dan pembahasan.??

Dari sini kita dapat pahami, bahwa konsep kode etik hakim yang
dibuatoleh al-Mawardilebih spesifik kepada hukum Islam daripada kode
etik dan pedoman perilaku hakim yang diputuskan oleh Mahkamah Agung
dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hal itu disebabkan karena al-
Mawardi hidup 1034 tahun yang lalu dan sistem pemerintahan di
Baghdad pada saat itu masih berbentuk khildfah Isldmiyyah yang
menerapkan syariat Islam dalam pemerintahannya. Sedangkan bentuk
pemerintahan Indonesiaadalah demokrasiyang berlandaskan Pancasila.

Al-Mawardidalam kitabnya Adabu al-Qddimenyebutkan bahwa
setelah syarat-syarat menjadi hakim telah terpenuhi, maka seorang hakim
harus mematuhi kode etik yang menjadi pedoman dalam menjalankan
tugasnya sebagaiaktor utama dalam menegakkan hukum dan keadilan di
tengah-tengah masyarakat. Beliau membagi menjaditiga bagian, yaitu:23

22 Al-Mawardi ‘Al bin Muhammad, Adabu al-Qddi. Tahgiq Muhyi Hilal alSarhan, (Baghdad:
al-Irsyad, 1971), lJilid. 1, hal. 65-66.
23 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi...Jilid. 2, hal. 232.
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1. Etika terhadap dirinya sendiri, mencakup:
a. Pakaian yang dikenakan Hakim.
b. Tempat duduk Hakim.
C. Karakteristik Hakim.
d. Keadaan Hakim ketika hari persidangan.
2. Etika Hakim terhadap para saksi.
3. Etika Hakim terhadap kedua belah pihak yang bertikai.

Selain bagian di atas, al-Mawardi juga menjelaskan tentang
etika seorang hakim dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam urusan
pribadinya atau hubungannya dengan orang lain. Sebagai contoh bahwa
seorang hakim tidak boleh membeli kebutuhan pribadinya sendiri, tidak
boleh menerima hadiah, memberikan hukum ketika hadir dalam acara-
acara, menjenguk orang sakit, taziah orang meninggal dan lain
sebagainya.?

Indonesia adalah Negara yang berasaskan Pancasila sebagai
sistem negara, namun dalam permasalahan yang ada di kehakiman,
Indonesia mengadopsi hukum Islam sebagai sumber pokok dalam
memecahkan sebuah masalah. Tidak luput juga tentang kode etik dan
pedoman perilaku seorang hakim pasti didominasi oleh hukum-hukum
yang berlandasakan syariat Islam walaupun tidak sepenuhnya.

Al-Mawardiselain seorang ulama terkemuka mazhab Syafi‘iyyah
juga seorang hakim pada masanya. Menulis sebuah kitab membahas
tentang kode etik seorang hakim dengan sekalayang lebih spesifik sesuai
dengan masanya yang pada saat itu sistem pemerintahannya adalah
khilafah Isldmiyyah. Sudah pasti nuansa keislaman dalam kitab beliau
lebih kental.

Berangkat dari penjabaran di atas, penulis ingin mengkaiji
tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim di Indonesia dan konsep
kode etik hakim al-Mawardi dalam kitabnya Adabu al-Qddidengan cara
komparasi. Mengaitkan satu samallain sertamencarilandasan hukumnya
dari sumber pokok ajaran Islam, tidak luput pula penulis akan mengkaji
penerapannya dalam realita kehiduap saat ini serta konsekuensi
hukumnya.

24 Al-Mawardi ‘Al bin Muhammad, Adabu al-Qddi, ... Jilid: 1, hal. 237, 241 dan 345.
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Untuk membahas permasalahan di atas, maka penulis
menyusunnya dalam sebuah buku yang berjudul “KODE ETIK DAN
PEDOMAN PERILAKU HAKIM (Studi Komparatif Kitab Adabu Al-Qadi
dengan Kode Etik Hakim di Indonesia)”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah
Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang,
maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Mengapa al-Mawardi menulis kitab Adabu al-Qdadr?

Bagaiman posisi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam
hukum positif Indonesia?

3. Bagaimana penerapan Undang-undang ini baik praktik ataupun
sanksi dalam ranah kehakiman di Indonesia?

4. Apa motifasi al-Mawardi untuk menulis kitab Adabu al-Qadi?

5. Apakonsepyangdigunakan al-Mawardi dalam menulis kitab Adabu
al-Qadi?

6. Bagaimana Situasi dan kondisi pengadilan di zaman al-Mawardi
sehingga perlu adanya kitab Adabu al-Qadi?

7. Hal-hal apa saja yang diatur dalam kitab Adabu al-Qadi?

8. Hal-hal apa saja dalam kitab Adabu al-Qddiyang masih relevan dan
berkesesuaian dengan kode etik hakim di Indonesia?

9. Hal-hal apa saja dalam kitab Adabu al-Qddi yang tidak relevan
dengan kode etik hakim di Indonesia?

10. Hal-hal apa saja yang diatur dalam kitab Adabu al-Qddidan masih
relevan untuk diterapkan dalam kode etik di Indonesia namun tidak
diatur dalam kode etik itu sendiri?

11. Apakah Filsafat moralnya atau dasar-dasarnya dalam kitab Adabu
alQadidan kode etik hakim di Indonesia?

2. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus, maka masalah
dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan berikut ini:
1. Bagaimana mengkomparasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim dengan kitab Adabu al-Qdd.
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2.

Relevansikode etik hakim yang ditulis oleh al-Mawardidalam kitab
Adabu al-Qadiuntuk diterapkan pada kondisi saat ini.

. Persamaan dan perbedaan antara dua konsep kode etik hakim

(keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi
Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY.IV/2009.
DanAdabu al-Qédisertarelevansikeduanya untuk diterapkanpada
saat ini.

3. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara

tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicapai
jawabannya. Dengan demikian, maka pada sekelumit pemaparan yang
tertuang dalam uraian latar belakang di atas secara spesifik kajian

dalam buku iniyaitu:

1.

Bagaimana mengkomparasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim dengan kitab Adabu al-Qddi?

. Apakah kode etik hakim yang ditulis oleh al-Mawardi dalam kitab

Adabu al-Qddimasih relevan untuk diterapkan pada kondisi saat
ini?

. Jika dibandingkan dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah

Agung Rl dan Ketua Komisi VYudisial Rl  Nomor
047/KMA/SKB/IV/200902/SKB/P.KY.IV/2009. tentang Kode etik
dan pedoman perilaku hakim, di manakah persamaan di antara
keduanya? Dan manakah yang lebih baik dan relevan untuk
diterapkan pada saat ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis berupaya

mengarahkan buku ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis.
Untuk mencapaihal ini perlu dirumuskan suatu tujuan jelas yang menjadi
latar belakang dan motifasi penulis dalam mengkaji dan membahas

permasalahan di atas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan buku ini

adalah:
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1. Untuk mengetahuilebih jauh konsep Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim di Indonesia dan konsep kode etik hakim al-Mawardi dalam
kitab Adabu al-Qadi.

2. Untuk mengetahuisejauh mana penerapan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim di Indonesia dan kode etik hakim al-Mawardi dalam
kitabnya Adabu al-Qddiserta relevansi keduanya di saat ini.

3. Untuk mengetahuiposisikode etik dalam hukum positif di Indonesia.

Ada beberapa hal yang penulis harapkan pada buku ini.

Dari beberapa uraian di atas diharapkan dapat memaparkan pandangan

al-Mawardi secara komprehensif terhadap Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim di Indonesia, serta memaparkan korelasi dan relevansi

keduanya padasaatini, sertamemandangkeduateoriitu darisegi hukum,

jugadapat memberikan kontribusiilmiah dalam upaya pembaharuan dan
penerapannya di Lembaga Kehakiman Republik Indonesia.
Di antara kegunaan pembahasan dalam buku ini adalah:

1. Sebagai sumbangsih kajian dalam diskursus kehakiman, khususnya
yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku seorang Hakim..

2. Untuk menjelaskan secara ilmiah dan sebagai kontribusi terhadap
khazanah ilmu pengetahuan dalam masalah Kode Etik Hakim dan
landasan epistemologinya.

D. Review Kajian Terdahulu

Kajian yang khusus membahas tentang kode etik Hakim,
memang sudah banyak dilakukan. Beberapakaryatulis tersebut misalnya
karya Akhmad Bisri Mustaqgim. Judul Disertasi yang beliau angkat adalah
“Kode Etik Hakim Di Pengadilan Studi Problematika Penegakan Hukum
dan Keadilan di Indonesia”, sebuah permasalahan yang relatif baru bagi
sebuah disiplin ilmu serta akrab dengan profesi hakim sehingga ujian
terbuka tersebut cukup menarik bagi kalangan hakim.

KaryaSutrisno, yang berjudul “Etika Profesi Hukum” dalam buku
ini penulis menjelaskan bahwa seorang hakim harus beretika karena
pelaksanaan profesihukum sangat dipengaruhioleh faktor-faktor di luar
profesinya, namun sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan
tugasnya. Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat maupun
teknologi sangat mempengaruhi cara kerjanya para profesional. Oleh

22



sebab itu, para profesional dituntut untuk selalu belajar dan
mengembangkan dirinya, baik untuk kepentingan organisasi maupun
kualitas keprofesionalitasannya. Dengan hakim yang beretika dan
menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan etika
profesi, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan martabat
hukum di mata mereka akan terjaga. Apabila seorang hakim tidak
beretika dan bermoral, maka tidak saja mempengaruhi kepercayaan
masyarakat terhadap profesi hukum, tetapi juga mempengaruhi
integritas organisasi dan para penyandang profesiitu sendiri.

Karya lain adalah buku tulisan Sukarno Aburaera, Muhadar, dan
Maskun, yang berjudul “Filsafat Hukum” (Teori dan Praktik) dalam buku
ini para menulis menegaskan bahwa hubungan antara sikap etis dan
hukum telah meletakkan dasar-dasar atau fondasibagiditerjemahkannya
hukum dalam konteks yang lebih umum. Sikap etis akan menjembatani
manusia yang memiliki ego untuk tidak selalu memikirkan dirinya sendiri,
melainkan menyadari akan kedudukan dan adanya kepentingan orang
lain. Etika mengatur hidup dalam hubungan baiknya sebagai bagian
komunitas masyarakat maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara.
Konstruksi etika sepeti ini sangat sederhana dalam melihat ketentuan
etika dan hukum. Hukum yang dimaksud di sini tentunya hukum positif
yang diwujudkan dari perwujudan norma-norma (etik) dalam bentuk
peraturan-peraturan yang kongkret yang berlaku pada suatu masyarakat
tertentu. Oleh karenaitu, legalitas dan moralitas pada dasarnya sangatlah
sulit untuk dipisahkan karena keduanya sesungguhnya merupakan
gambaran dua kutub positif dan negatif yang saling membutuhkan. Akan
tetapi, keduanyatetap dapat dibedakan khususnya dalam konteks bahwa
tindakan seseorang yang mematuhi aturan karena sifat legislasinya
aturan tersebut dan yang mematuhi aturan itu karena aturan tersebut
bersifat moral atau etis.

Karya lain adalah buku tulisan Muhamad Erwin, yang berjudul
“Filsafat Hukum” (Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia
dalam Dimensi Ide dan Aplikasi). Dalam buku ini penulis menyatakan
bahwa hakim sebagaiaktor utamayang memiliki sifat mandiri, netral dan
kompeten seiring digambarkan sebagai pemberi keadilan. Melalui
putusannya, seorang hakim dapat mencabut kebebasan seseorang dan
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menyatakan penghilangan hak hidup seseorang, mengalihkan hak
kepemilikan, menyatakan sah atau tidaknya keputusan badan/pejabat
tata usaha negara. Sebagai penegak hukum yang wajib memutuskan
perkara secara adil, maka para hakim dituntut merawat citra dirinya
dengan etika dan kode etik yang dimilikinya. Etika profesihakim dan kode
etik hakim merupakan suatu bentuk penuangan secara konkret etika,
moral dan agama kepada pedoman bagi perilaku hakim. Etika profesi
hakim dan kode etik tidak hanya mengajarkan apa yang patut diketahui
(pengetahuan) oleh hakim atau apa yang hakim dapat lakukan (teknik)
tapi juga memberitahu tentang bagaimana seharusnya (ought to be)
seorang hakim berkepribadian. Dan pada akhirnya tujuan yang hendak
ditemui oleh seorang hakim adalah putusan yang adil. Suatu keadilan
yang berupa keadilan ilahi karena hakim memutuskannya dengan
menggunakan filosofi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang
Maha Esa”.

Karya lain adalah buku karangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang
berjudul “At-Turuqg Al-hukmiyyah Fi al-Siyasati al-Syar‘iyyah” ini adalah
sebuah buku yang membahas kehakiman syariat dan membahas juga
prinsipprinsip kehakiman dalam Islam dan realisasi metode-metodenya
yang sesuai dengan keadaan mayarakat dengan berasaskan keadilan.

Karya lain adalah buku yang ditulis Wildan Suyuthi Mustofa,
berjudul “Kode Etik Hakim”.?> Dalam bukunya penulis menitik beratkan
pada masalah Sejauh mana prinsip peradilan ini berjalan dengan baik,
tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian institusi peradilan tersebut
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam menegakkan
sistem hukum dan keadilan maupun dari aturan perundang-undangan
yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan
kehakiman. Oleh karenaitu, perluadanya pengaturan mengenaikode etik
dalam profesi hukum yang dituangkan dalam aturan yang bersifat
normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan hukum (hukum positif). Kajian
dan pembahasan bukuini antara lain mencakupiempat topik utama: (1)
Etika, Profesi dan Kode Etik (2) Etika Profesidan Kode Etik Hakim dan
Hukum Positif (3) Kewajiban, Sanksi, dan Sumpah Hakim dan (4) Hakim

25 Wildan Suyuthi Mustoha, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kaki Langit Kencana, 2013).
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dalam Perspektif Agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu,
Buddha).

Karya lain adalah buku tulisan Sidharta, yang berjudul
“Moralitas Profesi Hukum”. Dalam buku ini kiranya penulis tidak secara
spesifik membahas tentangkode etik hakim, namun penulis memaparkan
secara umum bagaimana cara memahami suatu kerangka berpikir
bagaimana rumusan-rumusan kode etik Profesi hukum harus
diabstraksikan, sehingga argumentasi untuk mempertahankan atau
menolak suatu orientasi nilai dapat dikemukakan secaralugas dan jernih.
Dalam buku ini, penulis mencoba menjelaskan mengenai sikap
penyandang profesi hukum yang seharusnya.

Karya lain adalah tulisan milik Siti Zulaikha yang berjudul “Etika
Profesi Hakim Perspektif Hukum Islam”. Di sini penulis membahas etika
hakim dari sudut pandang Islam secara universal dan mengaitkannya
dengan dalil-dalil yang berlaku.

Jurnal milik Aunur Rohim Faqih, dengan judul “Kode etik dan
Pedoman Perilaku Hakim”, tidak jauh beda dari tulisan sebelumnya,
bahwa penulis melihat kode etik hakim dengan kacamata Islam.

Dari karya-karya di atas, kita mendapatkan bahwa mayoritas
buku yang ada hanya membahas sebatas kode etik hakim secara spesifik
atau perspektif Islam. Sampai saat ini penulis belum menemukan tulisan
yang membahas kode etik dan pedoman perilaku hakim perspe ktif Imam
al-Mawardidan dikomparasikan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
hakim di Indonesia, kemudain dilihat dari sudut pandang hukum positif
Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif yaitu
untuk mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang
suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan
terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam setting yang diteliti,
kontekstual, dan menyeluruh. Peneliti bukan mengumpulkan data
sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan
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tahap demitahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung
dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik.2®
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menilai hukum yang ada kemudian dianalisis hingga
mencapai sebuah kesimpulan.?’ Setelah data mengenai pendapat
tentang konsep kode etik terkumpul, maka akan dideskripsikan dan
dianalisa untuk mencapai kesimpulan yang bersifat menilai.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perbandingan comparative approach.Studiperbandingan
hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu

Negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu

tertentu dengan dengan hukum dari waktu yang lain. Pendekatan ini

digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan dalil-dalil,
baik dari Al-Qurian, Hadits, keputusan perundang-undangan,
pendapat ahli danrealita yang berkaitan dengan konsep Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim.

4. Sumber Data
Karena penelitian ini merupakan studi terhadap putusan
bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Komisi Yudisial RI tentang

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan pemikiran seorang

tokoh, serta relevansi, hubungan dan fenomena yang terjadi terkait

masalah tersebut, maka data-data yang dipergunakan lebih
merupakan data pustaka dan wawancara. Ada dua macam data yang
dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah putusan
bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Komisi Yudisial Rl tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim  Nomor
047/KMA/SKB/1V/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009. Semua Peraturan
Undang-undang yang berhubungan dengan Kehakiman, Peradilan
Agama dan Peradilan Negeri, surat edaran MA tentang peraturan

26 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 328.
27 Sudarwan Danin, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setra, 2002), hal. 64.
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kode etik dan pedoman Perilaku hakim, serta wawancaralangsung
dengan ketua MK, MA pengadilan dan Hakim serta orang-orang
yang berkecimpung dalam dunia kehakiman dan peradilan serta
kitab al-Mawardi Adabu al-Qdad.

b. Sumber Hukum Sekunder, dalam hal ini yang terkait dengan
kehakiman adalah karya al-Mawardial-Hdwial-Kabir dan al-Ahkém
al-Sultdéniyyah, al-Turuq al-hukmiyyah fT al-Siyasati al-Syar'iyyah
karya lbnu Qayyim al-Jauzi, serta kitab-kitab, buku-buku dan
referensiyang lainnya.

C. Sumber Hukum Tersier, yakni Kamus Hukum dan Politik yang
penulis gunakan.

5. Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik telaah pustaka
dan interview atau wawancara. Pemilihan kepustakaan dan interview
dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas
pengarangnya dan kredibilitas terhadap bidang yang dikaji dan
diampu.
6. Tehnik Pengolahan Data
Data yangdiperoleh darihasil penelitian dan pengumpulan data
ini disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran
luas dan jelas mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan
Kitab Adabu al-Qddikarya al-Mawardi.
7. Analisis Data
Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode
komparasi Comparative Approach, dari semua data yang telah
dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai
relevansi kedua hal yang dikomparasikan, benar atau salah apa yang
seharusnya menurut hukumterhadap fakta atau peristiwa hukum dari
hasil penelitian.?®

28 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penulisan Hukum, (Yogyakarta:
Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2007), hal. 222.
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan buku initerdiridari lima bab yang masing-
masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu
kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan gambaran secara
global dengan memuat: latar belakang masalah, identifikasi masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
tinjauan kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isibuku secara global
namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab kedua pemaparan mengenailandasan teorikeadilan, etika,
moral, dan hukum, hubungan antara moral dan hukum serta konsep
untuk mewujudkan hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa

Bab ketiga mendeskripsikan konsep kode etik hakim menurut
al-Mawardi dimulai dengan setting historis kehidupan dan mazhabnya,
latar belakang pendidikannya, peran al-Mawardidalam dunia kehakiman,
situasi dan kondisi pada zaman al-Mawardi, gambaran umum kitab Adabu
al-Qddi, ijtihad-ijtihad al-Mawardi dalam dunia kehakiman, fungsi dan
tugas hakim, syarat dan teknis pengengkatan hakim, pelanggaran kode
etik dan sanksinya.

Bab keempat memaparkan konsep kode etik dan pedoman
perilaku hakim di Indonesia (KEPPH).

Bab kelima merupakan kajian dan komparasi KEPPH dengan
konsep kode etik al-Mawardi dalam kitab Adabu al-Qadi.

Bab keenam Bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan
dan saran saran.
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BAB Il

PENEGAKKAN KEADILAN DAN ETIKA HAKIM

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten,
transparan, akuntabeldan berwibawa, yang mampu menegakkanwibawa
hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan
conditio sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negarayang
berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan
hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.
Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran
nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas
Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses
peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani,
memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan
profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat
banyak.?°

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh
hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran
dan keadilan tanpa pandangbulu dengan tidak membeda-bedakan orang
seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang
sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas
hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi,
sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi
Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan
kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib
dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan
secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

23 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial RI
Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009. Tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2014), hal. 2.
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Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas,
perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara
internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.
Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk
memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi
pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga
memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah
satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim,
adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan
tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas
dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku
hakim.

A. Teori Keadilan

Keadilan adalah kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan
kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh
pihak lain itu, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang
sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami
rintangan atau paksaan. Keadilan juga memberi dan menerima yang
selaras dengan hak dan kewajiban.3°

Ada berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat
yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang
kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Termasuk teori-teori Hukum
Alam, sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan
keadilan sebagai mahkota hukum.

Teori Hukum Alam mengutamakan pencarian keadilan “the
search for justice”.?* Diantara teori-teoriitu dapat disebut: teori hukum
dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and

30 Veithzal Rivai Zainal, Filsafat Hukum: Etika, Moral, Akhlak, dan Nilai, (Jakarta:
Universitas Trisakti, 2014), hal. 226.

31 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cet. VI, (Yogyakarta: Kanisius,
1995), hal. 196
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State,?? teori keadilan Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics,*?
dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya A Theory of Justice.?*

1. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State,
berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat
dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan
cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian di
dalamnya.®* Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat
positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan
aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun
tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap
individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai
pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan
yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian
setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi
sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakniterpenuhinya
kebutuhankebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat
hukum, dianggap sebagaikebutuhan-kebutuhan yang patut dipenubhi,
seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-
kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini
dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional yang
merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor
emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.3®

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa
keadilan mutlak berasal dari alam, yaknilahir dari hakikat suatu benda
atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

32 Hans Kelsen, General Theory of law and State, alih Bahasa Anders Wedberg, (Clark: The
Lowbook Exchange Ltd, 1999). hal. 23

33 Aristoteles, Nicomachean Ethics, Alih Bahasa W. D. Ross, (Kitchener: Batoche Books,
1999). hal. 30.

34 Jhon Rawl, A Theory of Justice, (Cambridge: Harvard University Press, 1999),

hal.15.

35 Hans Kelsen, General Theory of law and State,....hal. 7.

36 Hans Kelsen, General Theory of Law and State,...hal. 7.
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Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum
alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan
hubunganhubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang
lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam,
dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.3’

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen vyang
menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum
alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan
dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:
“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam
menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan
dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide
model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya
tentang dunia ide.
Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi
menjadidua bidang yang berbeda: yang pertama adalah
dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera
yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak
tampak.”8
Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans
Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang
bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui
pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan
yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan.
Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui
suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan
mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai
suatu kompromimenuju suatu perdamaian bagisemua kepentingan.®®
Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan
keadilan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial

37 Hans Kelsen, General Theory of Law and State,...hal. 7.
38 Hans Kelsen, General Theory of Law and State,...hal. 14.
39 Hans Kelsen, General Theory of Law and State,...hal. 16.
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tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan
legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar
diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil”
jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain
yang serupa.*® Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan
dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa
peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law
unbrella) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai
tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat
terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam
peraturan hukum tersebut.**

2. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam
karyanya Nichomachean Ethics, Politics, dan Rethoric. Spesifik dilihat
dalam buku Nichomachean Ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi
keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mestidianggap
sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa
ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.*?

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu
pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles
membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional.
Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah
yang sama. Inilah yang dapat dipahamibahwa semua orang atau setiap
warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional
memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan
kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi
kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan
“commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan

40 Hans Kelsen, General Theory of Law and State,...hal. 16.
41 Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundangan-undangan.
42 Carl Joachim Friedrich, The Philosophy Of Law In Historical Perspective, (Chicago:

University Of Chicago, 1958), hal. 239.
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kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief
memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa
membedabedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan
peranan tukar menukar barang dan jasa.** Dari pembagian macam
keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan
perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada
distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama
bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan
“pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak
Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain
berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil
boleh jadi merupakan distribusiyang sesuaidengan nilai kebaikannya,
yakni nilainya bagi masyarakat.*

3. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf
Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi A Theory of Justice,
Politcal Liberalism, dan The Law of Peoples, yang memberikan
pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai
keadilan.*

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-
egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah
kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social
institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak
dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap
orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat
lemah pencari keadilan.*®

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai
prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep

43 . J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1996), hal. 11-
12.

44 Carl Joachim Friedrich, The Philosophy Of Law In Historical Perspective,...hal. 239.

45 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, (Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1,
April 2009), hal. 135.

46 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls,...hal. 139-140.
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ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (original position) dan
“selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).*’

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan
sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada
pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara
satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat
melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls
sebagaisuatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium
reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan
(freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar
masyarakat (basic structure of society).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan
oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya
seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap
posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya
konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.
Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh
prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice
as fairness”. *®

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli”
terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip
persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat
universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan
sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan
yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama
(freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty),
kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (freedom of
speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai
prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada
prinsip persamaan kesempatan (equal oppotunity principle).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap
keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi

47 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls,...hal. 139-140.
48 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls,...hal. 139-140.
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kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu,
pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan
dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomiyang
terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal
balik.*°

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya

struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan
prospek mendapat hal-halutama kesejahteraan, pendapatan, otoritas
diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang
beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua
hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi
ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan
institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk
mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-
adilan yang dialami kaum lemah.

Dari uraian diatas penulis dapat simpulkan bahwateorikeadilan
menjadilandasan utamayang harus diwujudkan melalui hukum yang ada.
Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang
bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa
keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda
atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Dua
hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: Pertama
tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita
irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat
berwujud suatu kepentingankepentingan yang pada akhirnya
menimbulkan suatu konflik kepentingan. Kedua Pengertian “Keadilan”
bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jikaia benar-
benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak
adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus
lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan
dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa

49 John Rawls, A Theory of Justice, (London: Oxford University press, 1973), hal.

36



peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law
unbrella) bagi peraturan-peraturan hukumnasional lainnya sesuai tingkat
dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap
materimateri yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum
tersebut.

Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum.
Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan
kesamarataan. Membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak
proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang
menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah
dilakukannya. Arietoteles juga membedakan dua macam keadilan,
keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief
ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut
prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada
setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.

John Rawls mempunyaidua prinsip keadilan. Pertama adalah
prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest
equal liberty).Prinsip ini mencakup kebebasan berpolitik, berbicara,
berkeyakinan, menjadidirisendiri, dan hak untuk mempertahankan milik
pribadi. Kedua prinsip ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip
perbedaan (the differen principle) dan prinsip persamaan yang adil atas
kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Dengan teori
keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan
keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua
prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang
sama atas kebebasan dasaryang paling luas seluas kebebasan yangsama
bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial
ekonomiyang terjadisehingga dapat memberikeuntungan yangbersifat
timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang
berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawl
terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang
utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas
kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan
ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing
individu.
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B. Teori Etika

Teori etika adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan
dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang
menentukan hakim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara
moral diperintahkan atau dilarang. Penelitian etika selalu menempatkan
tekanan khusus terhadap definisi konsep-konsep etika, justifikasi atau
penilaian terhadap keputusan moral, sekaligus membedakan antara
perbuatan atau keputusan yang baik dan yang buruk.>° Secara garis besar
terdapat tiga kelompokteori etika, yaitu idealisme etis, deontologis etis,
dan teologisme etis.

1. Idealisme Etis

Istilah “idealisme” biasanya muncul dalam wacana cabang
filsafat ontologi. Dalam konteks itu, idealisme dipandang sebagai
paham yang meyakinihakikat sesuatu adalah ide atau gagasan, bukan
materi. Dalam perkembangannya, idealisme juga diyakini memiliki
implikasi-implikasi secara etis, sehingga lahir pandangan tentang
idealisme etis.>!

Idealisme etis memandang manusia sebagai makhluk etis, yang
memiliki kesadaran moralitas. Manusia adalah makhluk yang
senantiasa memberikan penilaian terhadap sikap dan perilaku. Nilai-
nilai yang dianggap baik itu kemudian dijadikan norma untuk
menuntun sikap dan perilaku manusia.>?

Ditinjau dari segi etika, bentuk idealisme ini mempunyai kritik-
kritik paling sedikit. Hal ini dapat dimengerti, karena paham ini
bertolak darigejala moralitas dan benar-benar memandangnya seperti
apa yang kita lihat. Lebih lanjut, bahwa apabila kita memandang
keseluruhan etika idealisme yang ada, maka idealisme etislah yang
paling memenuhi syarat dalam menghadapi gejala moralitas.

50 Majid Fakhry, Ethical Theoris In Islam, Vol. 8, (Leiden: Brill, 1994), hal. xv.

51J. Sudarminta, Epistimologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan, (Yogyakarta:
Kanisius, 2002), hal. 176-177.

52 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum,...hal. 58.
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Kekurangan paham ini terletak pada pandangannya yang terlalu
optimistis, melebih-lebihkan ide di atas kenyataan, dan meremehkan
kekuatan-kekuatan penentang yang ada dalam kenyataan. Khusus
pada kenyataan yang berwujud manusia.>?

Kata idealisme etis dipakai antara lain oleh Sorley>* dan
Messer.>* Filsuf Inggris William Ritchie Sorley (1855-1935) yang dikenal
dengan philosophy of spitir-nya, menekankan arti manusia makhluk
berdimensi jasmani dan rohani. Dalam hal ini rohani (spirit)
merupakan ultimate reality yang paling menentukan daripada rasio
dan pengalaman. Semua benda, termasuk yang tidak bernyawa
sekalipun, menurut Sorley, memiliki semacam kehidupan sepiritual.?®
Pandangantersebut mendorongnya pada pemikiran tentangidealisme
etisyang khas (berbedadenganidealisme hegelian). Dari pemikiran H.
De Vostersebut, ditambah dengan pandangan Sorley, maka dibanyak
tempat idealisme etis sering diangkat untuk mewakili berbagai
pemikiran idealisme.

2. Deontologisme Etis

Teori etika deontologis (deontologisme etis) berpendapat
bahwa baik buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu
sendiri, bukan akibatnya. Suatu perilaku baik apabila perilaku itu
sesuai dengan normanorma yang sudah ada. Secara substansi, aliran
ini berpandangan bahwa perilaku bermoral itu mesti melibatkan
kesadaran diri pelaku, yakni menekankan sifat perilaku manusia.
Manusia dikatakan melakukan sesuatu itu tidak semata-mata karena
tindakan tersebut dipikirkan baik atau buruk, bukan pula karena
adanya sesuatu dampak perbuatan tersebut, bukan pula perbuatan
tersebut akan membawa dampak bagisebanyak mungkin orang, tetapi
kita melakukan perbuatan tersebut kerena nilai perbuatan tersebut.>®

53 H. De Vos, Pengantar Etika,...hal. 209.
54 William Ritchie Sorley, On The Ethics of Naturalism, (California: Brown Press,
2008) hal. 15
55 Loren Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 1996), hal. 302. 28 Lihat
“Theological and Philosophical Biography and Glossary,”
http://www.100mgsfree4. com/dictionary/theology/tdics.htm, 1 juni 2006.
56 Clause Dierksmeier, Kant on Virtue, (Journal Business Ethics, 2013), hal. 3.
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Teori deontologis ini (dalam kutub yang ekstrim) sering juga
disebut etika peraturan, sebagai lawan dari pengertian etika situasi.
Menurutteoriini, manusiaitu baik selamaia tidak melanggar norma-
norma yang berlaku, termasuk didalamnya norma agama. Sebagai
contoh, orang membunuh dianggap buruk bukan karena perilaku
membunuh itu secara objektif buruk, tetapi karena perilaku itu
dilarang oleh norma-norma yang ada.®’

Kelemahan cara pandang etika peraturan yang ekstrim itu
ditanggapi oleh etika situasi, yang menyatakan bahwa setiap manusia
adalah unik. Untuk itu tidak boleh ada norma yang bersifat
menggeneralisasikan semuanya. Apa yang terjadi saat ini tentu beda
dengan apa yang akan terjadi besok, sekalipun pelaku, tempat, dan
situasinya diusahakan dibuat sama.>®

3. Teologisme Etis

Jika teori deontologis menekankan pada perilaku, sebaliknya
teori teologis lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu perilaku baik
jika buah dari perilaku itu lebih banyak untung dari pada ruginya.
Untung-rugi dilihat dari indikator kepentingan manusia. Suatu
perbuatan yang memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan
sesuatu yangbermakan, menurut aliran ini tidak pantas disebut baik. >°
Teori ini memunculkan dua pandangan, yaitu (1) Egoisme; dan (2)
Utilitarianisme (Utilisme).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwal Istilah “idealisme”

biasanya muncul dalam wacana cabang filsafat ontologi. Dalam konteks
itu, idealisme dipandang sebagai paham yang meyakini hakikat sesuatu

57 Menurut Frans Magnis-Suseno, etika peraturan tersebut menyingkirkan salah satu
pengertian moral yang paling hakiki, yaitu paham tanggung jawab. Dalam etika peraturan
paham tanggung jawab tidak muncul, karena yang dipertanyakan adalah “apakah orang itu
taat terhadap peraturan atau tidak?”. Lihat Frans Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-
Masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 103.

58 penolakan etika situasi terhadap norma-norma yang berlaku yang berlaku umum seolah-
olah membuat manusia hanya makhluk individual, bukan lagi makhluk sosial. Etika situasi
melupakan bahwa dalam hal-hal tertentu himbawan agar manusia bertindak bebas,
bertanggung jawab, dan mengikuti suara hatinya justru kurang relevan.

59 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 2000,) hal. 67.
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adalah ide atau gagasan, bukan materi. Dalam perkembangannya,
idealisme juga diyakini memiliki implikasi-implikasi secara etis, sehingga
lahir pandangan tentang idealisme etis. Teori etika adalah gambaran
rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang
benar serta prinsip-prinsip yang menentukan hakim bahwa perbuatan
dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang.

Idealisme etis memandang manusia sebagai makhluk etis, yang
memiliki kesadaran moralitas. Manusia adalah makhluk yang senantiasa
memberikan penilaian terhadap sikap dan perilaku. Nilai-nilai yang
dianggap baik itu kemudian dijadikan norma untuk menuntun sikap dan
perilaku manusia. Paham ini bertolak dari gejala moralitas dan benar-
benar memandangnya seperti apa yang kita lihat. Idealisme etis yang
paling memenuhi syarat dalam menghadapi gejala moralitas. Dari
pemikiran H. De Vos tersebut, ditambah dengan pandangan Sorley, maka
dibanyak tempat idealisme etis sering diangkat untuk mewakili berbagai
pemikiran idealisme.

Teori etika deontologis (deontologisme etis) berpendapat
bahwa baik buruknya suatu perilaku diniali dari sudut tindakan itu sendiri,
bukan akibatnya. Suatu perilaku baik apabila perilaku itu sesuai dengan
normanorma yang sudah ada. Secara substansi, aliran ini berpandangan
bahwa perilaku bermoral itu mesti melibatkan kesadaran diri pelaku,
yakni menekankan sifat perilaku manusia. Teori deontologis ini (dalam
kutub yang ekstrim) sering juga disebut etika peraturan, sebagai lawan
dari pengertian etika situasi. Menurut teoriini, manusia itu baik selama ia
tidak melanggar norma-normayang berlaku, termasukdidalamnya norma
agama.

Jika teori deontologis menekankan pada perilaku, sebaliknya
teori teologis lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu perilaku baik jika
buah dari perilaku itu lebih banyak untung daripada ruginya. Untung-rugi
dilihat dari indikator kepentingan manusia. Suatu perbuatan yang
memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang
bermakan, menurut aliran ini tidak pantas disebut baik. Teori ini
memunculkan dua pandangan, yaitu (1) Egoisme; dan (2) Utilitarianisme
(Utilisme).
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Secara gari besar, teori etika merupakan gambaran rasional
tentang hakikat dan dasar perbuatan serta keputusan yang benar tentang
prinsipprinsip yang menentukan bahwa suatu perbuatan secara moral
diperintahkan atau dilarang.

C. Moral

1. Hakikat Moral

Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores yaitu
jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus
umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan
baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.®® Selanjutnya moral
dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk
menentukan batas-batas darisifat, perangai, kehendak, pendapat atau
perbuatan yang secara layak dapat ditakar benar, salah, baik atau
buruk. Berdasarkan kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa
moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan
terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk,
benar atau salah. Jika pengertian etika dan moral tersebut
dihubungkan satu dengan lainnya, kita dapat mengatakan bahwa
antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama
membahas tentang perbuatan manusia selanjutnya ditentukan
posisinya apakah baik atau buruk.®!

Jika moral diartikan sebagai (sesuatu) yang menyangkut
mengenai baik-buruknya manusia sebagai manusia, maka moralitas
adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang atau
sebuah masyarakat.®? Jadimoralitas adalah kompleksitas moral dalam
kehidupan manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial.

60 https://kbbi.web.id/moral
61 Veithzal Rivai Zainal, Filsafat Hukum: Etika, Moral, Akhlak, dan Nilai,...hal. 218-219.

62 Frans Magnis-Suseno, Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: Gramedia Pusat
Utama, 1991), hal. 9.
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2. Hubungan Hukum dan Moral

Pembahasan tentang hubungan antara hukum dengan moral
adalah salah satu topik penting dalam kajian filsafat hukum. Dalam
kajian hukum Barat, antara hukum dan moral memang mempunyai
kaitan erat, tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. Hukum
mengikat semua orang sebagai warga negara, tetapi moralitas hanya
mengikat orang sebagai individu.®® Dikatakan dalam teori pemisahan
antara hukum dan moralitas bahwa hukum adalah suatu hal dan
moralitas adalah hal lain, atau dengan kata lain: “hukum dan moralitas
tidak selalu sisi lain dari matauangyangsama”. Initidak berartibahwa
hakim atau jaksa hanya memberikan perhatian terhadap hukum dan
tidak memberikan perhatian terhadap moralitas. Sebenarnya hukum
yang baik berasal dari moralitas yang baik, dan moralitas yang baik
melahirkan hukum yang baik pula.®* Hukum merupakan batasan dan
aturan dari pada moral tersebut agar tidak melenceng dari prinsip
Negara.

Masih dalam konteks hubungan antara hukum dan moral, ada
sisi pandangan yang berbeda antara kehidupan masyarakat yang
sederhana dengan masyarakat yang memiliki tarap kehidupan yang
telah maju dalam menempatkan konsep moral. Pada masyarakat yang
masih sederhana, norma susila atau moral telah memadai untuk
menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota
masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat.
Kesusilaan memberikan peraturanperaturan kepada seseorang supaya
menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan
yang timbul dari norma kesusilaan itu bersandarkan kepada
kebebasan pribadi seseorang. Hati nuraninya akan menyatakan
perbuatan mana yang baik atau buruk dan menentukannya untuk
dilakukan atau tidak.®®

Akan tetapi masyarakat yang sudah maju kaidah adat tersebut
tidak lagi mencukupi. Hal ini dilatarbelakangi karena persandaran

63 Rifyal Ka’bah, Menegakkan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004),
hal.142.
64 Rifyal Ka‘bah, Menegakkan Syariat Islam di Indonesia,...hal. 143-144.
65 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 255.
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moral adalah kebebasan pribadi. Semakin besar wilayah kebebasan
semakin besar pula pertanggungjawaban moralnya, demikian
menurut Komaruddin Hidayat.®® Lanjutnya, dalam tindakan manusia
baik cara berfikirnya maupun sifatnya tidaklah sama, sehingga dalam
implementasinyapun banyak sekali usaha yang baik mendapat
tantangan dan hambatan. Untuk menghindari cara pandang yang liar
diperlukan aturan lain yang tidak disandarkan pada kebebasan pribadi
tetapi juga mengekangnya dalam bentuk paksaan dan sanksi. Inilah
yang disebut dengan hukum.®’

Jika dalam kesusilaan yang dimuat adalah anjuran yang berupa
pujian dan celaan, dalam kaidah hukum yang dimuat adalah perintah
dan larangan yang diperkuat dengan ancaman, paksaan dan sanksi
bagi orang yang mengabaikannya, meski coraknya berbeda, maupun
bentuk-bentuk yang dilarang dalam hukum adalah bentuk-bentuk
yang dipuji dan dicela dalam kesusilaan sehingga hakikatnya patokan
hukum tersebut berurat pada kesusilaan.®

Unsur ancaman dan paksaan dalam hukum merupakan sebuah
keharusan. Sebab tanpa adanya unsur ini hukum akan menjadi
mandul, alias tidak bermakna dan bahkan cenderung tidak ada
gunanya. Oleh karena itu masing-masing kelompok atau masyarakat
akan memberikan suatu bentuk atau berbagai kemungkinan bentuk
unsur tersebut. Masyarakat yang satu akan memberi bentuk yang
berbeda dengan masyarakat yang lain. Dengan demikian, setiap
tatanan sosial akan membericara-caradan jalannyasendiriyang cocok
untuk memaksa anggota-anggota masyarakat berbuat seperti yang
dikehendakinya.®®

Dari sini timbul pertanyaan apakah hukum itu bersatu dengan
moral atau justru terpisah dan berdiri sendiri?. Para pakar hukum

66 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, (Jakarta: Tintamasa, 1974), hal. 8081.

67 Komaruddin Hidayat, Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan
Modern, dalam Budhy Munawar-Rachman, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 510

68 Paham ini melahirkan suatu pandangan terhadap manusia sebagai sosok manusia
berakal dan dewasa, suatu pandangan positif bahwa manusia memang pantas mendapatkan
julukan ahsanutaqwim, puncak ciptaan Tuhan meskipn keunggulan kualitas manusia itu masih
harus diperjuangkan dan disempurnakan sendiri oleh manusia.

69 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 27-28.
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berbeda dalam menanggapi hal ini. Hazairin dalam bukunya
DemokrasiPancasila menyatakan, bahwahukum tanpa moral adalah
kezaliman, sedang moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang
menjurus kepada perikebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh
kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan
kemanusiaan.”® Lebih lanjut, M. Maslehuddin menerangkan bahwa
hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa
bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki akar substansial
pada keadilan moralitas pada akhirnya akan terpental.”®

Selain tokoh-tokoh Islam diatas tokoh filsafat Barat juga seperti
Kant dan Friedmann menurut M. Maslehuddin juga berpandangan
sama bahwa hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas
bukanlah hukum.”? Dalam suatu masyarakat ada hubungan erat antara
moralitas sosial dan perintah hukum. pengaruh moralitas sosial atas
perintah hukum pada umunya tergantung pada karakter masyarakat.
Masyarakat yang liberal dan plural akan lebih mudah merefleksikan
berbagai nilai etika daripada masyarakat otoriter. Dalam masyarakat
yang terikat dengan kebiasaan, ada transformasi berangsur-angsur
tingkah laku sosial menjadi kebiasaan hukum dan dari kebiasaan
menjadi rumusan legislatif.”®

Sementara pendapat yang menyatakan hukum itu terpisah
dengan moral adalah sebagaimanayang dinyatakan oleh Hans Kelsen.
Menurutnya hukum itu harus dibersihkan darianasir-anasiryang tidak
yuridis, etis, sosiologis, politis dan sebagainya.”* Demikian pula John
Austin dalam pokok-pokok ajarannya yang memisahkan secara tegas
antara moral di satu pihak dan hukum di lain pihak. Dengan

70 Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 28

71 M. Maslehuddin, Philosophy of Islamic Law and The Orientalists, (Lahore: Islamic
Publication Ltd., 1987), hal. 278.

72 Fathurachman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos wacana Iimu, 1997), hal.
151.

73 M. Maslehuddin, Philosophy of Islamic law and The Orientalists,...hal. 278.

74 Hans Kelsen, General Theory of law and State,...hal. 91.
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menempatkan penilaian baik dan buruk berada di luar bidang
hukum.”®
Aliran imperatif Austin menganggap hukum sebagai perintah
penguasa. Menurut hukum positif, suatu aturan umum tentang
tingkah laku yang ditentukan oleh petinggi politik untuk kelompok
yangterendah. Tujuan Austin adalah untuk memisahkan secara kejam
hukum positif dari aturan-aturan sosial semisal kebiasaan dan
moralitas, penekanannya terletak pada perintah mencapai tujuan ini.
Konsep perintah secara tidak langsung menyatakan ancaman bagi
pelaksanaan sanksijika perintah itu tidak dipatuhi.”® Dengan demikian
dapat dinyatakan bahwa hukum menjelaskan keharusan (oughtness).
Tanpa hukum seseorang hanya memiliki suatu hubungan antara jalan
ke tujuan yang oleh Kant disebut imperative hipotesis.”” Kalau
seseorang ingin bermoral, maka dia dapat menggunakan norma
moralitas untuk mencapai keinginan tersebut. Terdapat hukum yang
membebankan suatu keharusan mutlak, suatu imperative kategoris;
seseorang harus bermoral, senang atau tidak senang maka dia harus
menyesuaikan perbuatan-perbuatan anda dengan norma moralitas.”®
Karena itu, hukum dan moral harus berdampingan, karena moral
adalah pokok hukum, tidak pernah ada pemisahan total hukum dari
moralitas, demikian pendapat Friedmann.”®
Pada umumnya, hubungan dan perbedaan antara hukum dan moral
dapat dijelaskan sebagai berikut:8°
a. Hukum membutuhkanmoral. Quid leges sine moribus? (Apa artinya
UU tanpa moralitas?). Kualitas hukum juga diukur dari mutu
moralnya. Sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum,?! agar

75 Jhon Austin, The Province of Jurisprudence Determined, (Cambridge: Cambridge
University Press, 2001), hal. 151

76 Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2007), hal. 60.

77 Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,...hal. 59-60.

78 M. Maslehuddin, Philosophy of Islamic law and The Orientalists,...hal. 19.

79 Laurence M. Friedmann, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York:
Rusell Sage Foundation), hal. 26.

80 Hyronimus  Rhiti, Filsafat Hukum  Edisi Lengkap (Dari Klasik  Ke
Posmodernisme), (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hal.271.

81 K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal.41.
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“semakin terwujud secara lebih pasti dalam perilaku konkret”.
Menghormatihak milik orang lain misalnya, adalah sebuah prinsip
moral. Prinsip ini diperkuat dalam hukum yang melindungi hak
milik.
. Hukum itu lebih dikodifikasikan dan dengan demikian lebih pasti
dan objektif daripada moralitas yang tidak tertulis.
. Hukum mengatur perbuatan lahiriah (legalitas), sementara moral
lebih menyangkut sikap batin manusia.
. Moralitas adalah “isi minimum dari hukum”. Hukum dan moralitas
hanya berbeda dari sisi formal, tetapi tidak ada perbedaan
mendasar dari segi substansi. Baik norma hukum maupun norma
moral, kedua sama-sama mengatur perilaku manusia.®?
. Sanksiyang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang
berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat
dipaksakan, pelanggar akan terkena hukuman. Tapi norma etis
tidak bisa dipaksakan, sebab paksaan hanya menyentuh bagian
luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-
satunya sanksi di bidang moralitas hanya hati yang tidak tenang.
. Tujuan hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan
bernegara, sedangkan moralmengatur kehidupanmanusia sebagai
manusia.
. Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum termasuk dalam
tatanan normatif lahiriah manusia, di luar motivasibatin. Moralitas
hanya berkaitan dengan suara hati atau sikap batin manusia.
Hukum mengikat secara moral kalau diyakini dalam hati.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa moral

adalah istilah yang digunakan untuk memberilan batasan terhadap

aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau
salah. Antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama
membahas tentang perbuatan manusia selanjutnya ditentukan posisinya

apakah baik atau buruk. Moralitas adalah keseluruhan norma, nilai, dan
sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Jadi moralitas adalah

kompleksitas moral dalam kehidupan manusia sebagai makhlukindividual

82 Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum, (Jakarta: Kanisius, 2009), hal.153.
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dan makhluk sosial. antara hukum dan moral sangat berhubungan dan
tidak dapat dipisahkan. Hukum meliputi semua aspek tindakan manusia
dan secara luas berurusan dengantujuan, sebagaiman juga ia berurusan
dengan ritual dan masalah-masalah sosial dan kriminal. Hukum pada
dasarnya normatif dan dirancang untuk pendidikan moral. Karena
memang sebagian besar isinya lebih banyak mengenai etika dan moral.
Hukum sebenarnya moral yang telah diangkat kepada tingkat legalitas
bagi masyarakat, sehingga menjadilah hukum itu sebagai standard of
morality. Moral harus tetap menjadi jiwa dan menjadi pendorong
dilaksanakannya hukum, agar hukum ditaati atas dasar kesadaran yang
tumbuh daridalam, bukan karena takut hukuman atau diawasiorang lain.

Pembahasan tentang hubungan antara hukum dengan moral
adalah salah satu topik penting dalam kajian filsafat hukum Barat. Antara
hukum dan moral memang mempunyai kaitan erat, tetapi hukum tidak
sama dengan moralitas. Hukum mengikat semua orang sebagai warga
negara, tetapi moralitas hanya mengikat orang sebagai individu. Hukum
merupakan batasan dan aturan dari pada moral tersebut agar tidak
melenceng dari prinsip Negara. Di dunia Barat, semenjak zaman Plato
hubungan antara hukum dan moral telah diperbincangkan dan mungkin
hingga saat ini orang belum bisa sepakat tentang satu kesimpulan
mengenai hubungan tersebut. Sebenarnya, pembahasan soal tersebut
dalam tradisi Barat adalah dalam rangka mencari landasan yang kokoh
bagi berlakunya suatu hukum.

Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau
moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan
tingkah laku anggota masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam
masyarakat. Akan tetapi masyarakat yang sudah maju kaidah adat
tersebut tidak lagi mencukupi. Hal ini dilatarbelakangi karena
persandaran moral adalah kebebasan pribadi. Semakin besar wilayah
kebebasan semakin besar pula pertanggungjawaban moralnya.

Dalam tindakan manusia baik cara berfikirnya maupun sifatnya
tidaklah sama, sehingga dalam implementasinyapun banyak sekaliusaha
yang baik mendapat tantangan dan hambatan. Untuk menghindari cara
pandang yang liar diperlukan aturan lain yang tidak disandarkan pada
kebebasan pribaditetapi juga mengekangnya dalam bentuk paksaan dan
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sanksi. Inilah yang disebut dengan hukum. Jika dalam kesusilaan yang
dimuat adalaah anjuran yang berupa pujian dan celaan, dalam kaidah
hukum yang dimuat adalah perintah dan larangan yang diperkuat dengan
ancaman, paksaan dan sanksi bagi orang yang mengabaikannya, meski
coraknya berbeda, maupun bentuk-bentuk yang dilarang dalam hukum
adalah bentukbentuk yang dipuji dan dicela dalam kesusilaan sehingga
hakikatnya patokan hukum tersebut berurat pada kesusilaan.

Ada dua teori dalam konteks hubungan antara hukum dan
moral, teori hukum itu bersatu dengan moral dan teori hukum itu
berpisah dengan moral. Tokoh teori prtama Hazairin, Imanuel Kant, dan
Friedmann. Tokoh teori kedua adalah Hans Kelsen dan Jhon Austin.

Berikutini penjelasantentang hubungan dan perbedaan antara
hukum dan moral: Hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum juga
diukur dari mutu moralnya. Sebaliknya, moraljuga membutuhkan hukum,
agar “semakin terwujud secara lebih pasti dalam perilaku konkret”;
Hukum itu lebih dikodifikasikan dan dengan demikian lebih pasti dan
objektif daripada moralitas yang tidak tertulis; Hukum mengatur
perbuatan lahiriah (legalitas), sementara moral lebih menyangkut sikap
batin manusia; Moralitas adalah “isi minimum dari hukum”. Hukum dan
moralitas hanya berbeda dari sisi formal, tetapi tidak ada perbedaan
mendasar dari segi substansi. Baik norma hukum maupun norma moral,
kedua sama-sama mengatur perilaku manusia; Hukum untuk sebagian
besar dapat dipaksakan, pelanggar akan terkena hukuman. Tapi norma
etis tidak bisa dipaksakan, sebab paksaan hanya menyentuh bagian luar,
sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi
di bidang moralitas hanya hati yang tidak tenang; Tujuan hukum
mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan
moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia; Immanuel Kant
berpendapat bahwa hukum termasuk dalam tatanan normatif lahiriah
manusia, di luar motivasi batin. Moralitas hanya berkaitan dengan suara
hati atau sikap batin manusia. Hukum mengikat secara moral kalau
diyakini dalam hati.

Dari beberapa pandangan diatas, penulis lebih cenderung pada
pendapatyang mengakuiadanya hubungan simbiotik antara hukum dan
moral. Bagaikan roh dan jasad, di mana antara keduanya saling
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membutuhkan untuk memberi makna dalam ke hidupan di dunia. Begitu
juga Islam menganut paham yang menyatakan Bahwa hukum bersatu
dengan moral, karena ruang lingkup hukum Islam mencakup semua
bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia.
Moralitas yang bersumber dari agama adalah bagian integral dari
manusia. Manusia dapat menetapkan moralitasnya sendiri tanpa agama,
tetapi dengan mudah ia akan menggunakannya untuk kepentingannya
sendiri sehingga ukuran moral dapat berubah-ubah. Moralitas agama
tidak demikian, ia berasal dari Tuhan, berhubungan dengan akal sehat,
hati nurani dan keyakinan kepad Allah. Karena itu, integritas yang baik
tidak mungkin diharapkan di luar agama.

D. Mewujudkan Seorang Hakim dan Lembaga Peradilan yang Berwibawa

1. Kedudukan Hakim dalam Sistem Hukum di Indonesia

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari
keadilan dalam proses peradilan. Sebagaisalah satu elemen kekuasaan
kehakiman yang menerima, memerikasa dan memutus perkara, hakim
dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.>®
Hakim menajadi aspek penting dalam dunia kehakiman yang
merupakan sebagian tugas bagi negara karena berkaitan erat dengan
kepentingan umum, maka sudah seharusnya seseorang yang menjadi
hakim adalah dia yang cocok dan mampu mengemban amanat ini
sehingga dapat melaksanakan tugasnya. Tujuan adanya hakim adalah
untuk menyelesaikan perselisihan dan memperingati orang yang
berbuat zalim dan menolong orang yang terzalimi serta memberikan
hak kepada pemiliknya.®3

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,8*

83 Abdul Karim Zaidan, Nizdm al-Qaddi FT Syariati al-Islédm, (Amman: Maktabah

al-Basyair, 1989), hal. 23.
84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 11
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberi penegasan yang sama: “Hakim
pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman”.
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Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989),%> yakni
pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
mengadili (Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).2°
Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena
kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian
tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan
keadilan.®’

Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak
(yustiabel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan
kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian
berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya
sepenuhnya memilikitanggung jawab yang besar dan harus menyadari
tanggung jawabnya itu, sebeb keputusan hakim dapat membawa
akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiabel dan/atau
orang-orang lain yang terkena oleh jangkaun keputusan tersebut.
Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan
penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para
yustiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya. Karena
itu tentu sangat terkutuk sekaliapabila hakim dalam mengambil suatu
keputusan atas suatu konflik yang dihadapkan kepadanya berdasar
pengaruh-pengaruh yang datang dari luar sehingga cita-cita dan tugas
mulia sebagai hakim terlupakan dan keadilan terabaikan.

Hakim di Indonesia khususnya dan di negara-negara lain pada
umumnya adalah seseorang yang menjadi wakil pemimpin negara
atau presiden dalam menyelesaikan bertikaian dan menetapkan
hukum di tengah-tengah masyarakat, karena pemimpin memiliki
katerbatasan untuk melakukan hak tersebut dalam ruang lingkup

85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah
diiubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

86 Dalam Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ditegaskan: “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,
memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak
di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

87 Wildan Suyuthi Mustofa, kode etik, Etika profesi dan Tanggung Jawab Hakim, (Jakarta:
Mahakamah Agung RI, 2004), hal. 2.
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suatu negara. Sehingga menjadi hakim merupakan jabatan yang
istimewa dan strategis di samping tanggung jawabnya juga besar
layaknya seorang pemimpin.

Untuk mewujudkan hakim yang berwibawa dan berkualitas,
maka seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan di dalam
negarayang berdasrkan Pancasila dituntut agar hakim harus mengakui
dan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya
masing-masing, yang kemudian harus memiliki kejujuran, tak
terpengaruh, tidak pamrih dan tabah, adil, tak berprasangka, selalu
mencari keadilan, kebenaran, memutus perkara atas keyakinan dan
sanggup bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian juga hakim harus memiliki karakter, bijaksana,
berilmu dan penuh pengabdian kepada tugasnya serta sopan. Sifat
mana sesuai lambang hakim vyaitu: KARTIKA, bintang vyang
melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa; CAKRA, senjataampuh dari
dewa keadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan
ketidakadilan yang berarti adil; CANDRA, bulanyang menerangisegala
tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti
bijaksana dan berwibawa. Selanjutnya SARI, bunga yang semerbak
mewangi mengharumi berkelakuan tidak tercela; dan terakhir TIRTA,
air yang membersihkan segala kotoran di dunia yang berarti hakim itu
harus jujur. Sifat-sifat tersebut lebih diperinci lagi dalam bidang
kedinasan maupun di luar kedinasan. Akhirnya juga dituntut bahwa
sikap hakim yaitu memiliki jiwa kepemimpinan (leadership), dan
memberi suri tauladan serta menguasai manajemen walaupun hanya
secara global.

2. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Bersih dan Kewibawa

Sebagian masyarakat yang kerap kali mengindikasikan bahwa
berbagai kasus penyuapan (korupsi) tidak lagi hanya terjadi dijajaran
eksekutif dan legislatif, namun sudah masuk ke Lembaga Peradilan kita
dan ini sungguh sangat merisaukan. Hal ini menggambarkan
timbangan keadilan tidak lagi hanya bocor, bahkan sudah tergadaikan.
Semula hal demikian itu terjadi hanya di lingkungan penyidik,
kemudian penuntut, namun saatini telah mencapaijantung tegaknya
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keadilan, yaitu peradilan. Wajah peradilan sudah semakin jauh dan
jatuh ke titik nadir, sehingga mengikis harapan tentang keadilan.
Peradilan yang semestinya menjadi penyelesai akhir dari segala
masalah bangsa dan setiap anak bangsa, namun faktanya Lembaga
Peradilan telah jatuh, bukan saja tidak mampu menyelesaikan
masalah, namun merupakan bagian dari masalah, bahkan sudah
dianggap sebagai sumber masalah.®

Banyak yang beranggapan bahwa sistem peradilan sudah jatuh
menjadi “pasar hukum”. Pesimisme dan ketidakpercayaan masyarakat
akan harapan memperoleh keadilan dari Lembaga Peradilan semakin
besar. Masyarakat galau, mereka tak tahu dan tak mampu berbuat
apa-apa. Ini semua menguras harapan dan cita rakyat akan keadilan.
Padahal hanya
karena dan demi tujuan keadilan bangsa Indonesia diperjuangkan
dengan keringat dan cucuran airmata para pahlawan yang telah
mendahului kita. Ini sangat menyakitkan bagi orang yang
berkecimpung di dunia hukum dan menjadi tantangan untuk kita
jawab bersama. Pertanyaan besar bagi insan hukum Indonesia adalah
bagaimana mengembalikan harapan rakyat akan keadilan di negara
ini. Jawabannya adalah jati diri dan visi insan hukum Indonesia.
Menurutnya, tanpa ada visi yang demikian tak ada gunanya lagi
keberadaan peradilan, penegak hukum dan lembaga pendidikan
hukum, tak ada lagi manfaat bagi rakyat Indonesia.

Akan tetapi, kenyataannya bahwa masih banyak penegak
hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) yang baik, walaupun banyak juga
penegak hukum yang sikap tindaknya tidak baik. Agar sikap tindak
yangtidak baik tersebut tidak terus menjalar dan menjadi “virus” yang
menggerogotipara penegakhukumlainnya, terutama polisi, jaksa,dan
hakim, negara telah membentuk berbagai komisi yaitu Komisi
Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial, termasuk komisi-
komisi lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

88 Dudu Duswara Machmudin, Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai
Peradilan Yang Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jurnal Konstitusi, Volume 10,
Nomor 1, Maret 2013), hal. 36.
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Eksistensi Komisi Yudisial yang diberi kewenangan guna
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim sesuai dengan substansi Pasal 24B Ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangatlah tepat
dandibutuhkan gunaturut serta membangun dan menciptakan badan
peradilan yang bersih dan terpercaya. Hanya hakim-hakim yang baik,
bermoral, dan benarlah yang mampu berperan mengangkat dan
mewujudkan badan-badan peradilan yang bersih dan berwibawa serta
terpercaya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Namun sebaliknya, apabila badanbadan peradilan tersebut (mulai
tingkat pertama, banding, sampai dengan tingkat kasasi) “terisi”
hakim-hakim “nakal” dan koruptif serta manipulatif, maka sudah
dapatdipastikan badan peradilan akan kehilangan kepercayaan publik
(public trust). Pada akhirnya badan peradilan yang didambakan
sebagai benteng terakhir keadilan yang mandiri, netral (tidak
memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa hanyalah
merupakan sebuah angan angan belaka (dalam konteks ini pesimisme
dan kegalauan seperti terurai di atas, benar adanya).

Padahal seyogyanya pengadilan yang mempunyai kriteria di
atas, dan yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman
hukum, kepastian hukum, dan keadilan merupakan syarat mutlak
(conditio sine qua non) bagi sebuah negara yang berdasarkan atas
hukum seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah
Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi dari
semua lingkungan yang berada di bawahnya, seyogyanya diisi oleh
Para Hakim yang berperan sebagai pembaharu hukum untuk
mewujudkan pengadilan yang bersih.

3. Konsep untuk Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Berwibawa
Sebagai pembaru hukum untuk menciptakan pengadilan yang
bersih sertadiharapkan dapat Mengembalikan Kewibawaan Lembaga
Peradilan, tentu ada relevansinya dengan harmonisasi ketiga keadilan
tersebut, sebab lazimnya sampai saat ini para hakim seringkali hanya
bertindak sebagai “mulut/corong undang-undang” atau “La bouche
qui prononces d’ la lois”. Dari kelaziman itu seringkali terbit putusan
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yang bernuansa keadilan berdasarkan undang-undang (legal justice)
semata. Seiring dengan itu kerapkali muncul keluhan masyarakat
bahwa putusan itu bersifat, “legalistik dan formalistik yang tidak sesuai
dengan keadilan masyarakat”. Dalam suasana demikian muncul
keinginan penerapan keadilan masyarakat (social justice), bahkan
sering pula muncul keinginan bahwa putusan hakim itu harus
berdasarkan moral dan agama tertentu (moral justice).

Ada tiga konsep untuk membentuk hakim dan lembaga
kehakiman yang berwibawa. Pertama, bahwa seluruh hakim harus
menegakkan dan menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim
secaratotalitas; Kedua, bahwa seluruh hakim harus mampu mengubah
paradigma lama ke paradigma baru; Ketiga, bahwa seluruh hakim
harus berupaya mengharmonisasikankeadilan berdasarkanketentuan
undang-undang (legaljustice), keadilan berda-sarkan moralitas (moral
justice) dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat (social
justice).

Dalam konteks inilah Hakim diharapkan dapat memadukan
ketiga konsep keadilan agar terjadi harmonisasi antara
pertanggungjawaban secara hukum (legal justice) dan kepuasan
masyarakat (social justice) yang bertitik tolak pada moralitas yang
berstandartentangbaik dan buruk (moraljustice). Sudah tentu hal ini
tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun sebagai pembaru
hukum, Hakim harus berusaha mampu dan berani membuat
terobosan yang tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan
masyarakat serta moral itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut; pertama, peran Hakim sebagai pembaru hukum untuk
mewujudkan pengadilan yang bersih itu akan tercapai dan berguna

manakala hakim mampu menerapkan kode etik dan pedoman perilaku
hakim secara totalitas. Apabila hal ini dilakukan secara konsekuen,
konsisten, dan totalitas maka diharapkan dapat mengembalikan
Kewibawaan lembaga yang pada akhirnya merupakan revitalisasi sistem
peradilan Indonesia untuk membangun kembali harapan rakyat akan
keadilan. Kedua, semuanya akan dapat dicapai dengan baik dan benar
ketika semua hakim dapat mengubah paradigma lama ke paradigma baru

55



yaitu, “Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.
Ketiga, dengan memadukan dan mengharmonisasikan ketiga konsep
kedilan (legal, moral, dan social justice), insya Allah hakim di semua
tingkat yang punya visi modern dan reformis benar-benar akan dapat
berperan menjadi pembaru hukum yang “anti status quo” dalam
mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa serta bermartabat.
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BAB Il

KONSEP KODE ETIK HAKIM AL-MAWARDI

A. Biografi al-Mawardi

1. Riwayat Hidup al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah AbQ al-Hasan ‘Ali bin Habib al-
Mawardi al-Bisri al-Syafi'l (364-450 H/974-1058 M), dilahirkan di
Basrah, Irag.®® Nama al-Mawardi dinisbatkan kepada penjual air
mawar yang merupakan profesinya juga, karena berasal dari kata md
“air” dan ward “mawar”, dan banyak juga para ulamayang dinisbatkan
dengan nama ini.’° Al-Mawardi lahir dan menjalani hidup semasa
kecilnya di Basrah, al-Mawardisudah giat belajar dari usia belia hingga
masa remajanyayang menajadi modal besar baginya dalam menjalani
kehidupan, karena telah menghabiskan sebagian masa-masa
pentingnya untuk belajar.

Tidak diragukan lagi, bahwa Basrah pada saat itu adalah salah
satu kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan yang menghasilkan
para ulama dan pemikir-pemikir handal. Al-Mawardi dapat
memanfaatkan keadaan tersebut hingga bisa belajar berbagai jenis
keilmuan dari ahlinya, salah satu ulama besar dan terkenal yang al-
Mawardi belajar darinya adalah AbQO al-Qasim al-Saimari yang
merupakan rujukan ulama-ulama fikih Syafitiyyah di Basrah.?
Kemudian al-Mawardi pergi ke Baghdad untuk melanjutkan
pendidikan dan memperbanyak pengalaman. Di Baghdad alMawardi
sering ikut dalam halagah-halagah ilmiyah serta menjadi salah satu

89 Ab( al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad, Wafiyatu al-A‘aydn, (Beirut: Dar Sadir: 1990),
Jilid .3, hal. 282. Lihat juga al-WAdfi bi al-Wafiyyat, Jilid. 12, hal. 154. al-‘Ibar Jilid. 3, hal. 222,
Ibnu al-Subki, Tabaqdtu al-Sydfi'lyyah al-Kubrd, Jilid. 5, hal. 247, Tabdqatu alMufassirin, hal.
25, Tabdqgatu Ibnu al-Saldh, hal. 71.

% Al-Sam‘ani Ab(G Sa'id ‘Abdu al-Karim, al-Ansdb, (Leiden: Brill, 1912), hal. 504. 3 AbQ al-
‘Abbas Ahmad bin Muhammad, Wafiyatu al-A‘ayan,...Jilid .2, hal. 444.
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murid bagi ulama-ulama fikih disana seperti Isfrayini dan lain-lain.
Dalam proses pembelajaran di Baghdad, al-Mawardi sangat antusias
dan peka terhadap fakta sosial yang terjadi di masyarakat, seperti
perbedaan pemikiran dan politik yang terjadi, hal itu terimplikasi dan
nampak jelas dalam pola pikir dan ijtihad-ijtihad beliau.

Setelah belajar bertahun-tahun dan menyelesaikan studinya,
alMawardi terpilih menjadigadi/hakim di beberapawilayah.* Setelah
berkeliling di pelbagai daerah al-Mawardi kembali ke Baghdad
kemudian mengajardi sana beberapatahun, meriwayatkan beberapa
Hadist, menafsirkan Al-Qur’an dan menulis karya-karyanya, kemudian
alMawardi dijuluki sebagai agdd al-quddt pada tahun 429 H.°? Al
Mawadi juga pernah terpilih menjadi duta besar kekhalifahan bagi
dinasti Buwaihi dan dinasti Seljuk,®® al-Mawardi menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari kekhalifahan, dia sering ikut serta dalam
mencari jalan keluar dari krisis yang terjadi. Tidak hanya itu, al-
Mawardi juga tidak enggan ikut serta dalam acara-acara pestaseperti
kehadirannya dalam pesta pernikahan Khalifah al-Qaim biamrillah
dengan anak wanita Dalid saudara dari Thogrolbek pada tahun 448 H.
atau 2 tahun sebelum al-Mawardi wafat.**

Al-Mawarditelah mewariskan loncatan besar dalam bidang ilmu
fikih yang tercakup dalam ensiklopedia fikih al-Hdwr al-Kabir.
AlMawardi juga memiliki kepribadian istimewa yang memiliki
pengaruh besar dalam fikih Syafi‘iyyah, dari aspek penghimpunan,
penjelasan, interprentasi, pertimbangan yang lebih kuat, ijtihad dan
perkembangannya.

Kita dapat mengetahui kepribadiannya yang berbeda dan
istimewa dari yang lain dalam bidangfikih adalah dengan menjelaskan

91 Tasyikubra Zadah Ahmad bin Mustafa, Miftdhu al-Sa‘ddah, (Haidar abad: Cet. |,
1328/1329 H.) Jilid. 2, hal. 192.

92 YaqQt al-Hamawfi Ab( ‘Abdillah al-RGmfT, Mu‘jamu al-Udabd, (Mesir:

Hindiyyah, 1923), Jilid. 15, hal. 52.

93 Al-Dzahabi Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, al-‘Ibar fi Akhbdri man Ghabar,
(Kuwait: Tahqiq Fuad Sayid, 1961), Jilid. 3, hal. 183. Lihat juga Al-kamil, Jilid. 9, hal. 617.

94 Al-Khatib al-Tibrizy Muhammad bin ‘Abdillah, al-Akmdl fi Asmdi al-Rijal, (Damaskus: al-
Maktab al-Islamf, 1962), Jilid. 9, hal. 522. Lihat juga Ibnu al-Jauzy ‘Abdurrahman bin ‘Ali, al-
Muntazam fi Tardjimi al-Mulik wa al-Umam, (Haidar abad: Cet. I, 1359 H.), Jilid. 8, hal. 170.
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tandatandanya dari perkataan al-Mawardi sendiri ketika sedang
membicarakan suatu masalah dalam kitab Adabu al-QddTiyaitu tentang
hakim yang memutuskan perkara dengan mazhab lain dan bukan
dengan mazhab yang dianut hakim. Akan tetapi, harus digarisbawahi
juga bahwa permasalahan ini masih menjadi perdebatan di kalangan
ulama-ulama Syafi‘iyyah.%

Al-Mawardi berkata: “Jika kekuasaan kehakiman telah
diserahkan kepada seseorang yang telah memenuhi tujuh syarat,
maka dia harus memutuskan hukum dengan ijtihadnya sendiri,
walaupun dia meyakini satu mazhab dari beberapa mazhab yang ada
pada saat itu. Sepertiseorang hakim yang bermazhab Syafi‘iyyah atau
mazahab Hanafiyah, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat imam
mazhab yang dia yakini, akan tetapi harus berijtihad sendiri, walaupun
bertolak belakang dengan mazhab yang dia anut. Apabila hakim
tersebut bermazhab Syafi‘iyyah, sedangkan ijtihadnya dalam masalah
yang sedang dihadapi menjurus kepada pendapat Abu Hanifah atau
sebaliknya, makaboleh melakukan hal tersebut, dalam kata lain boleh
mengambil pendapat Abu Hanifah walaupun hakim bermazhab
Syafi‘iyyah dan sebaliknya”.%®

Orientasial-Mawardiini menunjukan kita bahwa seorang hakim
mempunyai otoritas untuk berijtihad dalam suatu perkara dan
mengambil pendapat mazhab manapun yang sesuaidenganijtihadnya
selagi masih dalam ruang lingkup empat mazhab fikih (Hanafiyyah,
Malikiyyah,

Syafi‘iyyah, dan Hanabilah).

Selama 86 tahun al-Mawardi menghabiskan waktunya dengan
kesungguhan hidup, rasa semangat, serta karya-karyayang fenomenal
padahal kehidupannya penuh dengan peristiwa-peristiwa yang luar
biasa terjadi kepadanya. Al-Mawardi wafat pada usia 86 tahun
bertepatan pada hari selasadi bulan Rabi‘ul Awal 450 H. /27 Juni 1058

9 Al-Ramli Muhammad bin Syihdbuddin, Nihdyatu al-Muhtdj ilé Syarhi alMinhdj, (Kairo:
Mustafa al-Baby, 1938) Jilid. 8, hal. 230. Lihat juga Al-Syirdzi Ibrahim bin

‘Ali, al-Muhadzab fiFighi al-Imédm al-Sydfi'i, (Kairo: Mustafa al-Baby, 1959) Jilid. 2, hal. 292.

9 Al-Mawardi ‘Alf bin Muhammad Adabu al-Qddi. Tahqgiq Muhyi Hildl al-Sarhan, (Baghdad:
al-Irsyad, 1971), Jilid. 1, hal. 466., al-Ahkdm al-Sultdniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, T. th.), hal. 67.
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M.%7 Al-Mawardidimakamkan di tempat yang bernama Bdb Harb yang
terletak di Baghdad pada hari rabu bulan Rabiul Akhir.°® Banyak para
ulama yang menshalatkan jenazahnya, salah satunya adalah al-Khatib
al-Baghdadi di masjid jami yang terletak di pusat kota.®® Jenazahnya
juga dihadiri oleh orang-orang yang hadir ketikaImam al-Tabari wafat
dari para ulama dan penguasa serta orang-orang penting dalam
pemerintahan, karena alMawardiwafat sebelas hari setelah wafatnya
Imam al-Tabari.?%°

2. Karya-Karya al-Mawardi

Semasa hidupnya al-Mawardi telah menghasilkan karya-karya
tulisan yang fenomenal dengan jumlah yang tidak sedikit dan dari
perbagai bidang keilmuan yang berbeda, bahkan karya-karya al-
Mawardi bisa dikatan sebagai ensiklopedia keilmuan pada zamannya
karenasangat komprehensif dan bermacam-macam. Hal itu bukanlah
sesuatuyanganeh, karena keadaansepertiitu memang sudah menjadi
ciri khas para ulama pada masa itu, contohnya seperti lbnu Sina (428
H), Ibnu Maskaweh (421 H), al-BirGnT (441 H) dan lain-lain. Mereka
adalah para ulama dan pemikir serta pengarang buku-buku dari
perbagai bidang keilmuan, sepertiitulah pola pikir masyarakat pada
saat itu.1%!

Sebagai landasan, para ahli sejarah yang menulis biografi
alMawardi menyebutkan bahwa al-Mawardi memiliki buku-buku
dalam berbagai jenis ilmu yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa
perkataan ulama tentangkarya-karya al-Mawardi, Yaq(t berkata: “al-

97 Untuk lebih spesifikasi lagi dalam hal tanggal lahir lihat Brukiman, Al-Aslu, Jilid. 1, hal.
286. Lihat juga Kahalah ‘Umar Rida, Mu'‘jamu al-Mu‘allifin, (Damaskus: AlTurki, 1957), Jilid. 7,
hal. 189. Al-ZiriklT Khairuddin bin Muhammad, al-A‘aldm, (Beirut: Dar al-‘limTlil Maldyin, 2002),
Jilid. 5, hal. 146.

98 |bnu Salah ‘Ustman bin ‘Abdu al-Rahman, Tabaqdtu al-fuqaha al-Sydfi’iyyah,

(Beirut: Dar al-Basyair al-Islamf, t. thn), hal. 71

99 Al-Khatib al-Baghdadi Ahmad bin ‘Alf, Tdrikh Baghddd, (Kairo: Al-Sa‘adah, 1931), Jilid. 12,
hal. 102-103.

100 Al-Safady Khalil bin Aibik, al-WafT bi al-Widfiyat, (Beirut: Dar lhyai al-Turast, 2000), Jilid.
12, hal. 154.

101 Muhyi Hilal al-Sarhan, Mugaddimah Tahqgiq Adabu al-Qddi, (Baghdad: Al-

Irsyad, 1971), jilid. 1, hal. 43.
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Mawardi mempunyai karya-karya dari perbagai jenis kelimuan”.12
Ibnu Subki: “alMawardi memiliki bakat yang sempurna di semua
bidang keilmuan”.t® alkhatib: “al-Mawardi punya beberapa karya
dalam bidang ilmu usul fikih dan cabang-cabangnya, serta dalam jenis
keilmuan yang lain”.103

Dalam menulis buku-bukunya, al-Mawardi banyak mengadopsi
dan mengambil pendapat dari karya-karyanya Imam Syafi'i dan
menjadikannya sebagai rujukan utama. Al-Mawardi mengutip
perkataan Imam Syafi‘iyang ada dalam kitab al-Mukhtasaryangtelah
dinukil oleh al-Muzani dari perkataan Imam Syafi‘i langsung dari kitab
al-Umm dan kitab-kitab lain.

Setelah al-Mawardi merasa cukup dengan mengutip
perkatanperkataan Imam Syafi‘iyang berkaitan dengan masalah yang
sedang ia teliti, kemudian al-Mawardi merujuk kepada perkataan-
perkataan ashdb al-Mazhab mencari pendapat yang dapat
membantunya dalam menghukumi masalah. Di sini al-Mawardi
menggunakan metode yang biasanya dipakai dalam tafsir dan fikih,
yaitu menyebutkan pendapatpendapat yang memiliki kemungkinan
menurut ashdb Syafi'i. Seperti halnya al-Mawardi sering menukil dari
al-Muzani, Ibnu Sa'id al-Istakhri, Abu al-‘Abbas bin Suraij, Abu Hamid
al-Isfrayini, Abu ‘Ali bin Abi Hurairah, Abulshaq al-MarGzi, Abu ‘Al al-
Khairan, al-Hasan bin ‘Alf al-Karabsi dan Abu Bakr al-Qaffal.*%4

Dalam menulis karya-karyanya, al-Mawardi selalu menyajikan
dalildalil dari setiap pendapat dan memilih mana yang lebih kuat,
sebagaimana dia juga menyajikan sesuatu yang bisa menjadi bahan
keritikan dari pihak lain sekaligus menyangkalnya saat itu juga.%®

Maka dari itu, karya-karya al-Mawardi banyak memuat
pendapatpendapat dari mazhab yang tidak digunakan seperti nukilan

102 Y3qat al-Hamawy Ab( ‘Abdillah al-Ramy, Mu‘jamu al-Udabd,..Jilid. 15, hal. 54. 16 |bnu
al-Subky ‘Abdu al-Wahhab bin ‘Ali, Tabaqdtu al-Syafi'iyyah al-kubrd, (Kairo: ‘Tsa al-Halabi,
1965), Jilid. 5, hal. 268.

103 Al-Khatib al-Baghdadi Ahmad bin ‘Ali, Tdrikh Baghddd,...Jilid. 12, hal. 102103.

104 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi, .. Jilid. 2, hal. 180, Jilid. 2,

hal. 96, Jilid. 2. Hal. 75, Jilid. 2, hal. 103.

105 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi, .. Jilid. 1, hal. 306, Jilid. 1,

hal. 310, Jilid. 2, hal. 75, Jilid. 2, hal. 103.
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al-Mawardidari lbnu AbTLaila, al-Auza‘i, al-Tsauri, al-Nakha'7, lbnu Jarir
al-Tabari dan lain-lain. Jika dari semua metode ini al-Mawardi belum
menemukan jawaban yang berkaitan dengan masalah, maka al-
Mawardi berijtihad dan menghukumi masalah tersebut yang paling
sesuai dengan mazhab.1%®

Jika masih juga belum menemukan apa yang dia cari, maka
alMawardi menggunakan metode lain dengan cara mencari dari
sumber otentik yang dapat membantunya untuk mendapatkan
hukum syar'i, yaitu menggunakan sumber hukum yang sama dengan
apa yang digunakan Imam Syafi‘i dalam kitabnya al-Risdlah, secara
garis besar yaitu: Al-Qur’an,%” Sunnah,% |jma?® dan Qiyas.*°

Al-Mawardi juga mengingkari -sebagaimana Imam Syafi'i-
penggunaan al-Istihsdn dan menjelaskan secaraterperincimasalah ini
sebagaimana dia menjelaskan sumber-sumber hukum cabang yang
lain seperti al-‘Urf, al-Istishdb dan Syard’iu* man Qabland. Dalam
semua hal ini, al-Mawardi tidak keluar dari aturan yang sudah
ditetapkan oleh Imam Syafi‘i dalam Usul fikih.

Walaupun begitu, al-Mawardi juga banyak menggunakan
kaidahkaidah fikih yang dia jadikan landasan dalam kitab Adabu al-
Qddi aspek inilah yang menjadikan kitab Adabu al-Qd4di sangat
membantu bagi para ahli fikih dan mujtahid.

Karya-karya al-Mawardi bisa dibagi menjadi tiga bagian
sebagaimana yang disebutkan Mustafa al-Saga: Pertama, karya-
karyanya di bidang ilmu agama. Kedua, karya-karyanya di bidang
politik dan ilmu sosial. Ketiga, karya-karyanya di bidang bahasa dan
sastra.

a. Karya-Karya Al-Mawardi di Bidang limu Agama.
1) Al-Nukatu wa al-‘Uyin.***

106 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi, .. Jilid. 1, hal. 313.

107 Al-Mawardi telah berbicara banyak hal tentang Al-Qur’an dan perkara yang
berkaitan dengan itu secara terperinci di halaman 277 dst, Jilid 1.

108 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi, .. Jilid. 1, hal. 368.

109 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi, .. Jilid. 1, hal. 450.

110 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi, .. Jilid. 1. hal. 488.

111 H3ji Khaltfah Mustafa bin ‘Abdillah, Kasyfu al-Zundn ‘an Usémi al-Kutub wa
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Tafsir Al-Qur’an ini masih berbentuk manuskrip yang tersimpan
di berbagai perpustakaan dunia.

2) Al-Hawr al-Kabir.
Ensiklopedia besar ini membahas fikih Syafi‘iyyah, dalam
beberapa manuskrip kitab ini mencapai 30 jilid. Ibnu Khalwan
berkata: “tidaklah seseorang menelaah kitab ini kecualidia akan
mendapatkan pengetahuan yang luas dan sempurna dari al-
Mawardi dalam bermazhab”.1?? Kitab ini diibaratkan sebagai
syarah Mukhtasar al-Muzani (264 H) meringkas dari perktaan
Imam Syafi‘i dalam kitab-kitabnya yang bermacam-macam.

3) Al-igné" fifigh al-Syéfi'i.
Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Al-Hawr al-Kabir, al-
Mawardi mampu meringkasnya menjadi40lembar saja. Ibnu al-
Jaizi berkata: “al-Mawardi berkata: saya telah memaparkan
keseluruhan ilmu fikih pada 4.000 lembar halaman dan saya
meringkasnya menjadi 40 lembar, yang dimaksudnya 4.000
lembar adalah kitab Al-HdwialKabir dan yang 40 lembaradalah
Al-lgné* fifigh al-Sydfi'i’ 113

4) Kitab fial-Buyd'.
Ini adalah salah satu dari beberapa kitab al-Mawardi yang
menghilang, para ahli sejarah juga tidak pernah menyebutkan
kitab ini dalam buku-buku mereka, akan tetapi al-Mawardi
sendiri yang menyebutkannya.

5) Kitab A*alému al-Nubuwwah.
Ini adalah kitab al-Mawardi yang membahas akan tanda-tanda
kenabian, yang mana hal itu termasuk dari kebutuhan ilmu
akidah. Dalam kitab ini al-Mawardi menjelaskan perkara yang
dapat mengukuhkan martabat kenabian dalam diri seseorang
sehingga dapat menghilangkan keraguan yang dapat menipu

al-fundn, (Istanbul: t. per, 1360 H.) Jilid. 1, hal. 458.

112 Jbnu Khalikan Ahmad bin Mubhammad, Wafiydtu al-A'aydn fi Anbdi Abndi
alZamdn,..Jilid. 2, hal. 444.

113 Jbnu al-Jauzy ‘Abdurrahman bin ‘Ali, al-Muntazam fi Tardjimi al-Mulik wa
alUmam,..Jilid. 8, hal. 199.

114 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Dunia wa al-Din, (Kairo: Mustafa
al-Babi, 1955), Jilid. 65, hal. 66.
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dan kecurigaan para penentang. Kitab ini secara spesifik
menggambarkan kepada kita tentang apa yang terjadi di
masyarakat berkaitan dengan berdebatan yang sengit antar
golongan. Maka dari itu, kitab ini menjadi pedoman untuk
menjatuhkan argumen-argumen kelompok vyang hanya
mengunakan akal saja.

b. Karya-Karya al-Mawardi di Bidang Politik dan llmu Sosial.

1) Al-Ahkédm al-SultGniyyah.

Ini adalah Kitab karya al-Mawardi yang terjenal di kalangan ahli
sejarah kontemporer dan para orienalis, karena kitab ini mencakup
hal-hal penting, sekiranya tidak ada satupun ahli sejarah
kontemporer dari kalangan umat Islam menulis sesuatu kecuali
merujuk kepada kitab ini dan penukil pendapat-pendapat
alMawardi. Kitab ini disusun untuk tujuan manajemen sebuah
lembaga atau negara yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin,
mentri, hakim, kepala kepolisian, komandan tentarg,
pegawaipegawai pemerintahan dan perwakilan-perwakilannya,
sampai urusan sosial saja dibahas dalam bab terakhir dalam kitab
ini. Dengan demikian kitab inimenjadikaryayangluar biasa sebagai
mana yang dikatakan Ibnu Qadin.'**

2) Qawdnin al-Wuzdrah wa Sidsatu al-Malik.

Kitab yang berisi pasal-pasal yang menakjubkan tentang etika
seorang mentriberkaitan dengan gambaran dan hukum-hukumnya
sertahak dan kewajiban seorang mentriterhadap pemimpinannya,
bangsanya dan dirinya sendiri. Kitab ini disusun sesuai dengan
metode yang digunakan al-Mawardi di kitab Al-Ahkém al-
Sultaniyyah.'*®  Ustadz AbG  al-Wafa al-Maragi  telah
mengatagorikan kitab ini ke dalam golongan kitab-kitab yang tidak
sampai ke tangan para ulama setelahnya. Sedangkan ahli sejarah
asal India Khuda Bakhsy menggolongkan kitab ini dan kitab

115 |bnu Q&dT Ab( Bakr bin Ahmad, Tabagdtu al-Sydfi‘iyyah, (Beirut: Dar alNasyr, T. th.) hal.
136.
116 ‘Abdu al-Aziz al-Khanzi, Mugaddimath Adab al-Wazir, (Kairo: Dar al-‘Us(r, 1929),
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sebelumnya ke dalam kitab-kitab al-Mawardi terpopuler yang

disusun pada masa dinasti bani Suljuk.*’

3) Tashilu al-Nazhar wa Ta'jil al-Zhafar

Kitab ini berisi tentang politik dan jenis-jenis pemerintahan, namun

masih dalam bentuk manuskrip dan belum dicetak sampai

sekarang.

4) Nasihatu al-Muluk

Kitab ini sampai sekarang belum dicetak dan masih dalam bentuk

manuskrip yang berada di perpustaan nasional dikota Paris Prancis

di kumpulan dokumen nomor 2447 terletak di halaman 63 tahun
1007 H.118

c. Karya-Karya al-Mawardi di Bidang Bahasa dan Sastra.

1) Kitab Fial-Nahwi
Ini adalah salah satu kitab al-Mawardi yang menghilang dan
tidak sampai kepada generasi setelahnya. YaqUt berkata: “saya
melihat kitab Nahwu yang dikarang al-Mawaradi bentuknya
sepertikitab alidah atau lebih besar”.!'® Kemudian Mustafa al
Saqa berkata: “alidah adalah kitab yang tidak besar dan tidak
kecil pula karya Abi ‘Ali al-FarisT (W. 377 H)”.1?° “saya tidak
mengetahui tentang kitab ini kecuali saya hanya mendengar
saja bahwa al-Mawardi telah menyusun kitab di bidang ilmu
nahwu” 12!

2) Al-Amstdl wa al-Hikam
Ini adalah kitab yang terdiri dari 10 pasal. Kitab Ini adalah
sebagaibuktiakan kekuatan hafalan al-Mawardiyang luar biasa,
karena kitab ini penuh dengan banyak sekali perkataan-

117 Al-Mawardi hanya merasakan kehidupan 3 tahun setelah masuknya kekalifahan Suljuk
ke Baghdad, karena mereka masuk ke Baghdad pada tahun 447 H. dan al-Mawardi wafat tahun
450 H. mungkin yang dimaksud penulis ini adalah waktu kemunculan kekhalifahan Suljuk yang
lebih dahulu dari sejarahini. Lihat Adam Mez, al-Haddrah allslémiyyah fi al-Qarni al-Rébi* al-
Hijri, (Kairo: Lajnatu al-Ta’lif, 1957), hal. 126.

118 | jhat de Slane: M. LC. Baron: Bibliotheeque Nasionale Department Des Manuscrits
Catalogue Des Manuscrits Arab (Paris 1l P.428).

119 Yaqat al-Hamawy Ab( ‘Abdillah al-ROmfi, Mu’jamu al-Udabd,..Jilid. 15, hal.

120 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Dunia wa al-Din,...hal. 11.

121 Al-Safadi Khalil bin Aibik, al-Waff bi al-Wifiyét,..Jilid. 12, hal. 154.
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perkataan berfaidah dan sajak-sajak, ditambah lagi dengan
pesan-pesan bijak dan hadisthadist. Kitab ini belum dicetak dan
masih dalam bentuk manuskrip yangterdapat di kota Leiden.*??
3) Adabu al-Dunia wa al-Din

Kitab yang membahas tentang etik-etika yang menjadikan
sesorang lebih baik perangainya, baik dalam menjalankan
perintah agamanya atau kehidupannya di dunia, serta aturan
tentang tingkah laku, hal ini sangat baik apabila diterapkan
dalam individu setiap orang atau masyarakat. Kitab ini
menyinggung tentang etika dari aspek ilmiyahnya dan tidak
membahas asal usulnyadari aspek teori sepertiyang dilakukan
oleh para ahli filsafat. Mungkin akan terbesit di benak setiap
orang bahwakitab ini membahas tentang nasehatdan petunjuk
agama, ‘Alawi berkata: “dan pembahsan-pembahasan dalam
kitab ini menafikan anggapan itu”.?3

3. Guru-Guru al-Mawardi
Di bidang ilmu fikih: Al-Saimari, AbG al-Qasim ‘Abdul Wahid bin
Husain, wafat setalah tahun 386 H.'?* Al-Isfrayini, AbG Hamid bin Abi
Tahir Muhammad bin Ahmad, W. 406 H.'?> AIl-Bafi, Abdullah bin
Muhammad al-Bukhéri W. 398 H.12¢
Di bidang ilmu hadist: Al-Hasan bin ‘Ali bin Muhammad al-
Jabali.??” Muhammad bin ‘Adiy bin Zahr al-Munqari.2® Muhammad bin

122 | jhat De Goeje & Houtsma: Catalogus Codicom Arabicorum Bibiliotheca Academiae
Lugdun Batava, (Brill: 1888) Jilid. 1, hal. 216.

123 Hadi al-‘Alawi, Mdwardi wa Kitdb Adab al-Dunia wa al-Din, (Majalah al‘UlGm, 1966),
hal. 34.

124 Al-‘Abbadi Muhammad bin Ahmad, Tabaqgdtu Al-‘Abbddi, (Leiden: Brill, 1964), hal. 113.

125 Al-Syirazi Ibrahim bin ‘Ali, Tabagédtu al-Fugahd, (Baghdad: Per. Baghdad, 1356 H.), hal.
103.

126 YaqUt al-Hamawi Ab( ‘Abdillah al-RUmT, Mu'jamu al-Buldén, (Leipzig: Tahqiq Ferdinan,
1866), Jilid. 1, hal. 475.

127 Al-Khatib al-Tibrizi Muhammad bin ‘Abdillah, al-Akmdl fi Asmdi al-Rijal...hal. 264.

128 Al-Sam'ani Ab( Sa'ld ‘Abdu al-Karim, al-Ansdb,...hal. 121.
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Ma’la al-Azdi.??° Jakfar bin Muhammad al-Fadl al-Baghdadi yang
terkenal dengan julukan al-Maristani, wafat setelah tahun 384 H.3°

4. Murid-Murid al-Mawardi
Al-Khatib al-Baghdadi, AbG Bakr Ahmad bin ‘Ali bin Stabit,
pengarang kitab Tdrikh al-Baghddd, W. 463 H.'3! |bnu Khairln, AbQ
Fadl Ahmad bin Hasan bin Khair(in al-Baghdadi, W. 488 H.'32 Abdul
Malik bin Ibrahim bin Ahmad Ab( Fadl al-Hamadzani yang terkenal
dengan nama al-Maqdisi. W. 489 H.!*3* Muhammad bin Ahmad bin
Abdul BaqgT bin Hasan bin Muhammad al-Mausili. W. 494 H.134

5. Perawi Hadist yang Meriwayatkan dari al-Mawardi'3®
‘Ali bin Sa'ld bin Abdurrahman al-Abdari (W. 493 H.) Mahdi bin
‘Ali al-IsfrayinT al-Qadi (AbQ Abdillah). AbG Mansur Abdul Wahid bin
AbdulKarim al-QusyairT (W. 482 H.) Abdul Wahid bin Abdul Karim (W.
494 H.)

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis sudah cukup
menggambarkan siap sosok al-Mawardi sebenarnya. Basrah kota
pencetak para ulama, di situlah al-Mawardi lahir dan di besarkan, maka
tidak heran sosok al-Mawardi tumbuh sebagai ulama yang serba bisa
menguasai banyak bidang ilmu kelslaman, politik, budaya dan sastra.
Ditambah lagi al-Mawardi menghabiskan masa tuanya di kota Baghdad
yang pada saat itu adalah kota besar tujuan para pelancong, baik yang

129 |bnu al-"Astir ‘AlT bin Muhammad, al-Lubdb fi Tahdzibi al-Ansdb, (Kairo: alQudsi, 1357
H.), Jilid. 1, hal. 36.

130 |bnu al-Jazari Muhammad bin Muhammad, Gdyatu al-Nihdyah fi Tabaqdt alQurrd,
(Maktabah lbnu Taimiyyah, 1351 H.), Jilid. 1, hal. 197.

131 |bnu ‘Asakir ‘Alf bin al-Hasan, Tabyin Kadzibi al-Muftary, (Damaskus: alTaufig, 1347 H.),
hal. 268.

132 |bnu Kastir Isma'il bin ‘Umar, al-Biddyah wa al-Nihdyah, (Beirut: Dar lhyai Turats, t. th.),
Jilid. 11, hal. 149.

133 Al-Safadi Khalil bin Aibik, Nukatu al-Humydn, (Kairo: al-Jamaliyyah, 1911),

hal. 54.

134 |bnu al-Subki ‘Abdu al-Wahhab bin ‘Ali, Tabagdtu al-Sydfi'iyyah al-

kubrd,...Jilid. 4, hal. 102.

135 |bnu al-Subki ‘Abdu al-Wahhab bin ‘Ali, Tabagdtu al-Sydfiiyyah al-

kubrdg,...Jilid. 5, hal. 257.
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ingin menuntut ilmu atau semata untuk berniaga. Dengan situasi dan
kondisi yang sepertiitu, membentuk al-Mawardi menjadiseorang ulama
besar pada saat itu hingga namanya masih sering disebutkan sampaisaat
ini, sehingga al-Mawardi dijuluki sebagai Qddri al-Quddt (hakimnya para
hakim).

Al-Mawardi masuk dalam golongan ulama khalaf dalam bidang
ilmu fikih, dan masuk dalam golongan ulama salaf dalam bidang ilmu
teologiatau akidah. Hal ini disebabkan al-Mawardilahir dan hidup setelah
abad ketiga hijriyah dan wafat sebelum tahun kelima hijriyah. Ini adalah
pendapat mayoritas ulama salah satunya Imam al-Baijlri dalam kitab
Hasyiah Jauharh al-Tauhid, beliau berpendapat bahwa yang dinamakan
ulama salaf dalam bidangilmu fikih adalah mereka para ulamayang hidup
dan wafat sebelum habisnya tahun ketiga hijriyah, seperi Imam Abu
Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin hambal
daln lain-lain. Sedanglan yang dinamakan ulama khalaf dalam bidang fikih
adalah mereka para ulamayang hidup setelah abad ketiga hijriyah seperti
Imam Haromain, al-Gazali, anNawawi, al-Ramli dan lain-lain termasuk al-
Mawardi sendiri. Adapun yang dinamakan ulama salaf dalam bidang
akidah adalah mereka para ulama yang hidup sebelum tahun kelima
hijriyah seperti Abu Hasan al-Asy‘ari an Imam Abu MansQr al-Maturidi.
sedangkan khalafnya adalah yang hidup setelah tahun kelima hijriyah.

Al-Mawardi adalah ulama yang memfokuskan dirinya pada
bidang fikih, sosial dan kehakiman. Hal ini tergambar pada buku-buku
karangan alMawardi khusunya al-Hdwi al-Kabir dan Adabu al-Qddiyang
merupakan ensklopedia dalam bidang fikih dan kehakiman. Di samping
itu kitapun tidak menutup mata bahwa al-Mawardijuga menguasibidang
ilmu lain seperti sastra, bahasa dan hadist.

B. Situasidan Kondisi Kekuasaan Kehakiman Pada Masa al-

Mawardi atau Pada Abad ke 5 Hijriyah.

Kitab Adabu Al-Q4ddi memberikan kita gambaran keadaan
kekuasaan kehakiman vyang berkaitan dengan perkembangan,
pembentukan secara administrarif serta metode mengajukan tuntutan
dan tindakan pencegahan yang mereka laksanakan pada saat itu.
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Padazaman dahulu ketika Nabi dan para al-Khuldfa al-Résyidin
masih hidup dan berkuasa dalam pemerintahan, kekuasaan kehakiman
lebih mudah dan tidak rumit seperti sekarang ini. Sedangkan pada abad
ke 5 Hijriyah kekuasaan kehakiman telah banyak berubah dan perubahan
itu terjadi secara bertahap.

Kita akan melihat pada abad ke 5 Hijriyah sudah ada orang
pilihan yang ditugaskan untuk mengawasi kinerja para hakim, yang
dinamakan Qddri al-Qudét.**¢ Pada masa itu pula kekuasaan kehakiman
terbagi menjadi 2 kekuasaan untuk meninjau suatu masalah,
sebagaimana al-Mawardi menyebutnya ada Qada ‘dm dan Qada khdés.

Qada ‘dm mempunyai kekuasaan yang mencakup segala
sesuatu yang menjadi tugas hakim secara khusus dalam meninjau suatu
perkaraseperti: menetapkan hak bagi pemiliknya ketika ada perselisihan;
memberikan hak tersebut kepadayang berhak memiliki; meninjau segala
jenis akad yang berkaitan dengan pernikahan; jual beli dan hak
kepemilikan terhadap orang lanjut usia dan orang-orang yang tidak
diperkenankan menggunakan hartanya karena alasan syari; hukum
tentang nafkah kerabat dekat dan para istri; meninjau perkarawakaf dan
wasiat; melaksanakan hudud serta menjadi pemimpin pada suatu
perkumpulan dan pada hari-hari besar apabila tidak ada pemimpin dari
kalangan mereka.

Qada khds seperti halnya melakukan peninjauan pada perkara
hutang pihutang; menghukumi dengan landasan pengakuan walaupun
tanpa bukti atau penjelasan; atau pada jumlah pembagian harta.
Sehingga pada saat itu terdapat yang namanya hakim masjid yang boleh
memberikan hukum pada perkara yang nilainya di bawah 200 dirham dan
20 dinar.

Kemudian di saat itu juga Wildyatu al-Mazdlim*3” dan Wildyatu
alHisbah®*® berpisah dari kekuasaan kehakiman menjadi lembaga
independen dan dengan pengurus sendiri, bahkan di sana ada petugas
khususyang bertugas mengembalikan kepadayang berhak sesuatu yang

136 Al-Mawardi ‘Ali bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 403.
137 Al-Mawardi ‘Alf bin Muhammad, al-Ahkdm al-Sulténiyyah,...hal. 77.
138 Al-Mawardi ‘Alf bin Muhammad, al-Ahkdm al-Sulténiyyah,...hal. 240
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berhubungan dengan hudud dan mereka menamakannya Wuldtu al-
Ma'dwin'3® yang bekerja sesuai dengan perintah hakim.

Sebagaimana hakim pada saat itu juga mempunyaitutor dan
arsiparsip*® yang menjadiacuan format gugatan dan hukumyang berada
di kantor hakim, ditambah lagi dengan undang-undang dan intruksi-
intruksi dalam bertugas, apabila seorang hakim melanggar atau keluar
dari aturan-aturan yang berlaku, maka hakim tersebut patut dicurigai
akan berbuat curang.>®

Hakim juga memiliki juru bicara,*® sekertaris,'*! petugas yang
membagikan hak,*? sipir,'** ajudan!** dan saksi-saksi yang membantu

141

hakim.®* Akan tetapi al-Mawardi meniadakan itu semua bagi dirinya.
Hakim juga memiliki tempat khusus yang terbuka'*® selain di dalam
masjid, karena hal tersebut hukumnya makruh.*® Seorang hakim harus
berpakian yang berbeda dengan orang lain, begitu juga para saksi.**’

Kekuasaan kehakiman pada abad ke 5 hijriyah telah banyak
berubah dan sangat berbeda dari abad-abad pertamakemunculanIslam,
walaupun dalam hal ini prinsip keadilan dan sikap tidak berpihak tidak
terlepas dari kekuasaan kehakiman, akan tetapi perubahan pola hidup
sosial menjadikan kekuasaan kehakiman menjadi sebuah manifestasi
yang berubah secara bertahap, yang tadinya jabatan ini dilaksanakan
hanya sekedar mengharap sedikit upah dan pahala, tapi pada akhirnya
menjadi sebuah jabatan dan tugas yang diperebutkan banyak orang,
bahkan mereka menuntut upah yang diambil dari baitul mal sesuai
dengan waktu yang digunakan.!*®

139 Al-mu‘édwin jamak dari kata ma‘dnah yang artinya penolong. Lihat Ibnu alManzar
Muhammad bin Mukrim, Lisdnu al-‘Arab, (Beirut: Dar Sadir, 1414 H.), Jilid. 13, hal. 299.

140 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 1, hal. 220. dan Jilid. 2, hal. 73.

141 Al-Mawardi ‘Alf bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 58.

142 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 170.

143 Al-Syirazy Ibrahim bin ‘Ali, al-Muhadzab fi Fighi al-lmém al-Sydfi'T,..Jilid. 2, hal. 295.

144 Al-Mawardi ‘Ali bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 1, hal. 199. 61 Al-
Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 56.

145 Al-Mawardi ‘Alf bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 1, hal. 196.

146 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddr,...Jilid. 1, hal. 205.

147 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddri,...Jilid. 2, hal. 245.

148 |pnu Miskawaih Ahmad bin Muhammad, Tajdrubu al-Umam, (Mesir: alTamaddun,
1914-1915), hal. 128.
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Kekuasaan kehakiman merupakan jebatan yang mulia, akan
tetapi telah berubah menjadi profesi yang menguntungkan sehingga
menghasilkan banyak uang.'*® Maka dari itu manusia berlomba-lomba
untuk mendapatkan jabatan tersebut, sehingga al-Mawardi menulis
sebuah pembahasan yang panjang berkaitan dengan penghasilan para
hakim.'*® Apakah diperbolehkan mengambilupah dari profesi tersebut?,
jikalau boleh makaapakah upah itu diambil dari baitul mal atau dari para
penggugat dan tergugat?. Apabila biaya persidangan diambil dari para
penggugat dan tergugat, maka hal itu merupakan aib yang akan kembali
kepada seluruh umat Islam, walaupun ada sebagian hakim yang
menggunakan cara ini pada zaman al-Mawardi, maka itu harus
dihilangkan.°?

Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa hal tersebut
mencerminkan kepada kita tentang bagaimana keadaan jabatan seorang
hakim pada zaman al-Mawardiyang semakin merosot sedikit demisedikit
karena dipengaruhi keadaan politik dan sosial. Maka dari itu al-Mawardi
berusaha untuk memperbaikinya dengan cara menyusun panduan-
panduan dalam sebuah kode etik dan menkonsepnya dengan hukum-
hukumyang lebih tegas tapi penuh kehati-hatian, menutup kemungkinan
akan terjadinya kemudharatan, terlebih khusus pada aspek pemalsuan
terhadap catatan-catatan para hakim.

Para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya sering terjadi
pemalsuan terhadapa catatan-catatan para raja agar mereka saling
menjatuhkan satu sama lain,*? dari sini kita dapat pahami rahasia
penitikberatan al-Mawardi dan kehati-hatiannya dalam masalah ini. Maka
dari itu, hakim tidak boleh melakukan sesuatu dengan berlandasan
catatan-catatannya kecuali dia ingat apa yang dicatat, letak catatannya
dan ingat juga kejadiannya. Jika dia tidak ingat hal-hal tersebut, maka
hakim dilarang menjustifikasimasalah dengan catatannyatersebut!>3 dan

145 Adam Mez, al-Haddrah al-Isldmiyyah fi al-Qarni al-Rébi* al-Hijri,..Jilid. 1,
hal. 388.
150 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddr,...Jilid. 2, hal. 294.
151 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddr,...Jilid. 2, hal. 300.
152 Ab( al-Fida ‘Imaduddin Isma'll, al-Mukhtasar fi Akhbdri al-Basyar, (Bairut: Dar Kutub,
t.th.), Jilid 4. Hal. 11.
153 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qadi,...Jilid. 2, hal. 78.
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hal-hal lain yang bersumber dari catatannya itu, agar lebih berhati-hati
dan hawatir terjadi pemalsuan.

Dari uraian di atas, kita dapat ketahui bahwa kekuasaan
kehakiman pada zaman al-Mawardi telah berubah mengikuti
perkembangan zaman baik dari segi politik, budaya, kultur dan wilayah.
Pada awal kemuculan Islam, kekuasaan kehakima langsung diampu oleh
Rasulullah SAW. bukan hanya seorang Nabi dan Rasul, beliau jugaadalah
seorang kepala Negara dan hakim. Jabatan ini beliau emban dan jalani
dalam satu waktu yang bersmaan. Sehinggatidak ada permasalahan yang
tidak terpecahkan, karena langsung bersumber dan ditetapkan oleh
Rasulullah SAW.

Seiring berjalannya waktu, Rasulullah SAW. wafat sehingga
kekuasaan kepemimpinan diserahkan kepada sahabat-sahabatnya yang
terkenal dengan julukan al-Khulafé al-Rdsyidin. Di masa kepemimpinan
para sahabat Nabi ini, Islam semakin berkembang dan wilayah
kekuasannyapun semakin meluas, sehingga tidak mungkin lagi seorang
pemimpin Negara merangkap menjadi hakim untuk satu Negara
kekuasaan. Maka diperlukannya kaki tangan pemimpin dalam bidang
peradilan adalah hakim, untuk meringankan tugas pemimpin dan
melayanimasyarakat di seluruh daerah kekuasaan Islam. Oleh karenaitu,
Umar bin khattab mengutus Muadz bin Jabal ke yaman untuk menjadi
hakim di sana, sebagaimana beliau juga mengutus ‘Amr bin ‘As ke Mesir
untuk menjadi hakim kepanjangan dari khalifah.

Hingga tibalah masa al-Mawardi pada abad ke 5 Hijriyah,
kekuasaan kehakiman telah berubah sehingga ada yang namanya gadd
‘dm dan qadd khds serta berpisahnya 2 lembaga kehakiman menjadi
lembaga yang independenyaitu Wildyatu al-Mazdlim dan Wildyatu al-
Hisbah. Ini dilakukan semata-mata untuk pembagian tugas agar lebih
terorganisir.

Hal serupapun telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesian saat
ini, pascaamandemen muncullembaga kehakiman baru yaitu Mahkamah
Konstitusi dan Komisi Yudisial. Serta terbaginya lembaga kehakiman di
tingkat pertama yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan
Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing punya
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fungsi dan tugas berbeda. Hal ini dilakukan untuk mencukupikebutuhan
hidup masyarakat dan Negara yang semakin berkembang.

Pada abad ke 5 hijriyah juga muncul petugas-petugas baru yang
bertugas membantu hakim dalam melakukan acara persidangan agar
berjalan dengan lancar dan sesuai aturan sehingga hail putusannya juga
tepat. Mereka adalah sekertaris, petugas yang membagikan hak, sipir dan
ajudan.

C. Konsep al-Mawardi dalam Menulis Kitab Adabu Al-Qadi

Adapun konsep al-Mawardidalam menulis Kitab Adabu al-Qédi
tertuang secara komperhensif ke dalam dua jilid besar. Para akademisi
kontemporersilih berganti untuk membuat penelitian terhadap kitab ini.
Salah satunya adalah Muhyi Hilal al-Sarahan yang telah membuat
penelitian terhadap kitab ini dan diterbitkan di percetakan Al-Irsyad yang
terletak di kota Baghdad pada tahun 1971. Kitab Adabu al-Qddiyang
diteliti oleh MuhyfHilal al-Sarahan inilah yang digunakan penulis dalam
penyusunan buku ini. Adapun Jilid pertama berjumlah 740 halaman,
sedangkan jilid kedua berjumlah 800 halaman, sehingga jumlah
keseluruhan dari dua jilid ini adalah 1540 halaman.

Secara umum al-Mawardi menulis kitab ini dengan metode bab
perbab, kemudian membagi permasalah-permasalah terkait yang ada di
setiap bab menjadi pasal-pasal yang lebih spesifikasi. Tidak hanya
membahas permasalahan yang terkait tentang dunia kehakiman, al-
Mawardi juga mengangkat pembahasan yang berkaiatan dengan usul
fikih yang merupakan syarat mutlak harus dikuasi oleh seorang hakim.

Pada jilid pertama al-Mawardi memaparkan permasalahan
dalam (9) Sembilan bab, yang mana setiap babnya terdapat pasal-pasal
yang berkaitan. Secara keseluruhan dari Sembilan bab yang ada di jilid
pertama ini, terdapat (41) empat puluh satu pasal yang menjadi sub bab
dari tiap-tiap babnya. Adapun pada jilid kedua, al-Mawardi memaparkan
permasalahan dalam (16) bab. Seperti halnya pada bab pertama, al-
Mawardi juga membuat pasal-pasal dari setiap bab agar setiap
permasalahan yang ada bisa dijelelaskan lebih spesifikasi lagi. Jumlah
keseluruhan pasal dari bab-bab yang ada di jilid kedua ini jumlahnya
adalah (43) empat puluh tiga pasal. Bila dikalkulasikan keseluruhan kitab
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Adabu al-Qddikarya al-Mawardiini terdiri dari 2 (dua) jilid, 25 (dua puluh
lima) bab, dan 84 pasal.

Al-Mawardi memulai pembahasannya pada jilid pertama
dengan memaparkan landasan hukum kekuasaankehakiman, baik dariAl-
Qur’an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Mawardi memberijudul hukmu al-
gadd. Kemudian melanjutkan dengan pembahasan unsur-unsur yang
harus dipenuhi sebelum pengangkatan seorang hakim, syuritu wildyati
al-gadd. Untuk konsep kode etik bagihakim pemulaada di bab min ddabi
al-gadé. Setelah itu, al-Mawardimembahas pada bab selanjutnya tentang
permasalahan sah atau tidaknya pengangkatan atau pelantikan seorang
hakim, al-taqlidu wa fasdduhu. Hakim harus mampu menggali hukum dari
sumber utama hukum syariat, maka al-Mawardi pada bab ini memberi
judulwujdbu al-nazar fiusalial-syar'i. Kemudian al-Mawardi menjelaskan
satu-persatu landasan hukum syariat, al-kitdb, al-sunnah, al-ijmé', dan aF
giyds. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan masalah al-ijtihdd
(menggali hukum) dan alistinbdt (menemukan hukum). Bab tentang
syarat sahnya menjadi hakim diberi judul oleh al-Mawardi syurit jawdzi
wildyati al-qadi. Al-istihsén bukan merupakan landasan hukum yang
digunakan mazhab Syafitiyyah, maka dari itu al-Mawardi juga
menyinggung masalah ini dengan judul ibtdlu al-istihsdn. Al-Mawardi
menutup pembahasannya pada jilid pertama ini dengan permasalahan
pembatalan hukum oleh hakim dalam peroses persidangan naqdu al-
hukm ‘inda al-qada.

Masuk padajilid kedua, al-Mawardimemulaitulisannya dengan
membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian dan karakteristik
seorangsaksial-syuhid, hdlatual-syuhiidfial-‘addlah wa al-jarh. Setelah
membahas tentang sekertaris hakim kdtibu al-g4di, al-Mawardi
melanjutkan pembahasannya dengan permasalahan surat menyurat
antar hakim kitdbu qadin ild géddin dan pembagian barang sengketa al-
gassd@mah. Selanjutnya alMawardi memaparkat etika hakim yang harus
dijalankan oleh seorang hakim terhadap dua orang yang bertikai dan para
saksi mata md ‘ald al-qadifi alkhusiim wa al-syuhid. Dalam bab ini, al-
Mawardi memaparkan beberapa etika hakim baik terhadap dirinya
sendiri dddbuhum fianfusihim yang mencakup pakain hakim malbasu al-
qudat, tempat duduk hakim majlisu alqgadr, karakteristik hakim simatu al-
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qadri, dan etika dalam proses persidangan yaumajulisihilial-hukmi. Etika
hakim terhadap para saksi dddbuhum ma‘a al-syuhid dan etika hakim
terhadap dua orang yang bertikai dddbuhum ma‘a al-khusiim. Kemudian
hukum pemberian hadiah hukmu al-hadiyyati bisGratin ‘dmmah. Nafkah
hakim rizqu al-qddi. Menjatuhkan hukuman terhadaporang yang tidak
hadir al-gaddu ‘ala al-gdib. Pada akhir-akhir jilid dua ini, alMawardi
menjelaskan masalah pemecatan atau pengunduran diri hakim ‘azlu al-
qddi. Secara umum, pada jilid kedua ini al-Mawardi lebih banyak
membahas tentang metode melaksanakan persidangan yang menuruut
terminologi Indonesia Adalah hukum acara. Al-Mawardi menutup jilid
keduaini sekaligus akhir dari penyusunan karyafenomenalnyainidengan
pembahasan tentang larangan hakim untuk memimpin persidangan dan
menjatuhkan hukum terhadap orang-orang tertentu, seperti
melaksanakan persidangan terhadap dirinya sendiri, orang tuanya, anak-
anaknya, dan lainlain man Id yajizu an yahkuma lahu al-qadi.

D. Konteks-Konteks Pembahasan al-Mawardi dalam Kitab Adabu Al-Qadi
Dalam menulis Kitab Adabu Al-Qddi, al-Mawardi mengangkat
konteks Lembaga Kehakiman yang sesuai dengan syariat Islam, dan
menitikberatkan permasalahannya dalam konsep kode etik hakim. Hal
tersebut nampak jelas dalam setiap pembahasan yang al-Mawardi
paparkan dalam kitab ini. Pendapat yang disajikan al-Mawardi selalu
berlandaskan sumber hukum utama syariat Islam, yaitu ayat-ayat hukum
dari Al-Qur’an, hadist-hadist Nabi, dan pendapat para ulama fikih yang
mencakup ijma dan giyas. Ditambah lagi dengan ijtihad-ijtihad al-
Mawardi yang berlandaskan dalil agli dan nagqli. Tidak hanya itu, al-
Mawardi juga melihat situasi dan kondisi sosial, budaya, dan kultur
masyarakat dalam meneliti suatu masalah. Agar lebih sistematis, maka
akan dipaparkan dalam poin-poin berikut:

1. Kode Etika Hakim
Dalam konteks kode etik hakim konsep al-Mawardi, terdapat
aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam
menjalankan tugas kehakimannya. Selain sebagai pedoman bagisetiap
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profesi hakim, aturan-aturan ini mempunyai tujan agar terwujudnya
hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa, sehingga keadilan
dapat tercapai bagi setiap pencari keadilan.

Pertama etika hakim terhadapa dirinya sendiri yang mencakup:
pakaian hakim, tempat duduk hakim, karakteristik hakim, dan keadaan
hakim ketika persidangan berlangsung; kedua etika hakim terhadap
para saksi; dan ketiga etika hakim terhadap dua belah pihak yang
bertikai. Etika-etika ini akan dijelaskan lebih eksplisit pada bab V.

2. Kekuasaan Kehakiman dan Fikih Syafi‘iyyah Secara Umum.

Peran al-Mawardi dan kitabnya Adabu Al-Qd4di dalam
mengkonstruksi fikih di bidang kekuasaan kehakiman dan fikih
Syafi‘iyyah nampak jelas pada empat poin utama berikut ini:

a. Dalam hal kodifikasi fikih Syafi‘iyyah dan mendistribusikannya
kepada generasi berikutnya, karena kitab ini mengutip pendapat-
pendapat para ahli fikih yang telah mendahului al-Mawardi akan
tetapi kitab-kitab karya mereka telah lenyap atau hilang karena
berbagai faktor. Seperti Abl Sa'id al-Istakhri yang telah menulis
kitab Adbu al-Qadd, Ibnu Suraij, Ab( Hamid al-Isfrayini, Ab( Ishaq
al-Marwazi, al-Qaffal al-Syasyi dan lain-lain. Merekalah ulama-
ulama yang hidup sebelum alMawardi, akan tetapi karya-karya
mereka telah hilang, maka di sinlah peran al-Mawardi sangat
penting untuk menyampaikan pendapatpendapat mereka.
Ditambah lagi bahwa al-Mawardi telah banyak mengumpulkan
dokumen-dokumen yang menggabungkan sejumlah hadist-hadist,
sejarah Nabi,'>* perkataan para sahabat dan tabi'in dan fenomena-
fenomena yang terjadi pada saat itu, itu semua al-Mawardi
dapatkan dengan cara riwayat, begitu juga bait-bait syair yang
banyak didapati dalam kitab al-Mawardi, yang dikutip sebagai
landasan dalam aspek bahasa atau sbstraknya.

b. Menjustifikasi hukum dan menjelaskan landasannya, dalam hal ini
alMawardi mencari dalil-dalil naqli dan ‘aqgli kemudian

154 Contohnya seperti Jilid ke 15 dari kitab al-Hawr al-Kabir yang mencantumkan
pembahasan yang luas tentang sejarah Rasullullah salallahu ‘alahi wasallam.
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mengidentifikasinya. Hal inilah yang al-Mawardi lakukan di setiap
pembahasan baru, terkadang juga al-Mawardi menambahkan
identifikasilain yang dapat menguatkan pendapat sebelumnya. %>

C. Memilih dan menguatkan salah satu pendapat dari beberapa
pendapat dan mazhab, hal itu dilakukan al-Mawardi setelah
memaparkan pendapat-pendapat yang memiliki kemungkinan dan
berkaitan. Ketika al-Mawardi ingin memilih dan menguatkan salah
satu pendapat, maka dia akan berkata: “hddzd asybah” (pendapat
ini menyerupai/lebih kuat) atau “hddzd muhtamil” (pendapat ini
ada kemungkinan didalamnya) atau “hua hddzd al-azhar” (inilebih
jelas) atau “hua asohhu ‘indi” (ini lebih benar bagi saya). Namun
ketika al-Mawardiingin melemahkan salah satu pendapat maka dia
akan berkata: “hddzd IG wajha lahu” (pendapat ini tidak ada
landasannya) atau “wa hddzd fdsid” (pendapat ini keliru).5®

d. Berijtihad dalam masalah-masalah cabang atau furu'iyyah, dalam
konteks ini al-Mawardi lebih efektif dalam mengembangkan fikih
dan memperluasnya, serta berperan serta dalam membangun
hasrat pemikiran yang ada ketika itu.

3. ljtihad al-Mawardi dalam Kekuasaan Kehakiman
Banyak dari para fugaha yang saling menukil perbagai masalah
dan faidah dari al-Mawardi dalam konteks kekusaan kehakiman,
berikutini beberapa masalah yang merupakan hasilijtihad al-Mawardi
sendiri, yaitu:

a. Diperkenankan bagi hakim untuk melaksanakan agenda
persidangan terhadap musuhnya, lain halnya bila hakim itu menjadi
saksi untuk seseorang atas musuhnya itu,*>” maka hal itu dilarang,
karenasebab bolehnya melaksanakan persidanganitu jelas adanya
dan sebeb permusuhan itu tersembunyi atau tidak jelas.%®

155 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 109..

156 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddr,...Jilid. Hal.339, 358, 323, 325, 503, Jilid.
2, hal. 109, 126.

157 Al-Mawardi ‘Ali bin Muhammad, al-Ahkdm al-Sulténiyyah,...hal. 76. Lihat juga Al-
Mawardi ‘Alf bin Muhammad, Adabu al-Qdadi,...Jilid. 2, hal. 70.

158 |bnu al-Subki ‘Abdu al-Wahhab bin ‘Ali, Tabaqgdtu al-Sydfi’iyyah al-

kubrd,...Jilid. 5, hal. 280.
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. Jikasuatutempattidak terdapat hakim dan pada masaitupulatidak
terdapat seorang imam/pemimpin, kemudian para tokoh
penduduk setempat atau sebagiannya —dengan syarat persetujuan
yang lain- memberikan kekuasaan kepada salah satu dari mereka
untuk menjadi hakim dan berjanji untuk menyokongnya dan
memperkuat kekuasaannya, maka boleh bagi penduduk tersebut
memberikan kekuasaan padanya dan mengikutinya. Namun jika
tidak ada dukungan dan sokongan, maka tidak boleh memberikan
kekuasaan tersebut.’®® Pendapat inijuga dikatakan oleh Ibnu Rif‘ah
dan Ibnu al-Naqgib dan Syeikh Syihdbuddin.6°

. Jika seorang hakim mengundurkan diri, maka hal itu tidak sah
kecuali dengan dua syarat, yaitu: pertama, dengan alasan yang
jelas, kedua, mendapat persetujuan dari pemimpin.16!

. Hakim diperbolehkan untuk menetapkan hukum menggunakan
mazhab selain mazhab yang dianut hakim tersebut,®? ini adalah
perkara yang belum disepakati oleh ulama-ulama Syafi‘iyyah dan
masih diperdebatkan.63

. Hukumnya sah dan boleh apabila seseorang menjadi hakim dalam
kekuasaan kehakiman walaupun ada yang lebih baik dan pantas
darinya untuk menjadi hakim. Ini adalah masalah yang masih
diperdebatkan oleh para fugaha.?®*

. Apabila seorang hakim berkata kepada penggugat dan tergugat:
“proses persidangan ini tidak akan saya lanjutkan jika kalian tidak

159 Al-Mawardi ‘Alf bin Muhammad, Adabu al-Qddri,...Jilid. 1, hal. 140.

160 |bnu al-Subki ‘Abdu al-Wahhab bin ‘Ali, Tabaqgdtu al-Sydfi’iyyah al-

kubrd,..Jilid. 4, hal. 298.

161 Syarih al-Rayani, Raudatu al-Hukkdm wa Zinatu al-Ahkdm, (Nuskhah alZahiriyyah), hal.

162 Al-Mawardi ‘Ali bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 1, hal. 158. AIMawardi ‘Ali bin
Muhammad, al-Ahkém al-Sulténiyyah,...hal. 67.

163 Al-RamIi Muhammad bin Syihabuddin, Nihdyatu al-Muhtdj ilé Syarhi alMinhdj,..Jilid. 8,
hal. 230. Lihatjuga Al-Syirazi lbrahim bin ‘Ali, al-Muhadzab fi Fighi allmém al-Syafi7,..Jilid. 2,

164 |bnu Hazm ‘All bin Ahmad, al-Faslu Fi al-Milal wa al-Ahwdéi wa al-Nihal, (Kairo:
Maktabah al-Khanji, t. th.) Jilid. 4, hal. 163. Imam Ahmad dan beberapa banyak Fugaha
berpendapat bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam dunia kehakiman. Lihat juga al-Tahrir,
hal. 551, al-Wajiz fi Fighi al-Imdm al-Syafi'm karya Imam Ghazali, jlid. 2, hal. 237.
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memberi saya upah -dan hakim saat itu dalam keadaan fakir-“,
maka hal itu diperbolehkan dengan delapan syarat yang harus
dipenuhi, salah satunya adalah mendapatkan legalitas dari
pemimpin.1®> Syarat-syarat tersebut diperkenankan bagi orang-
orang membolehkan hal tersebut disababkan karena darurat
sebagaimana telah dijelaskan, dan darurat itu dikira-kirakan
ukurannya sesuai takarannya.6®

g. Tidak boleh memberikan kekuasaan kehakiman kepada orang
bisu.’®” AbG Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Umar al-Syasi
benyebutkan dalam konteks penyerahan kekuasaan kepada orang
bisu -yang dapat memahami bahasa isyarat- terdapat dua
pendapatyangdikiaskan kepada prihal kesaksiannya, ditambah dia
juga harus mengetahuimetodeistinbat hukum, inijuga merupakan
pendapat Imam Ahmad.'%® Ab( ‘Abbas bin Suraij membolehkan
orang bisu menjadi hakim dengan syarat dia memahami bahasa
isyarat sebagaimanadiperbolehkan apabila dia menjadisaksidalam
sebuah persidangan, sedangkan dua hal ini tidak diperbolehkan di
kalangan ulama Syafi‘iyyah.5°

h. Orang buta tidak boleh menjadi hakim, apabila dia mengalami
kebutaan setelah menjadi hakim maka harus dicopot, karena dia
tidak bisa membedakan antara penggugat dan tergugat, namunjika
dia bisa melihat pada siang hari dan tidak bisa melihat pada malam
hari, maka dalam keadaan sepertiitu dia boleh menjadi hakim.”°

i. Boleh melakukan persidangan terhadap orang yang tidak hadir -
bagi yang membolehkannya- dengan syarat keberadaannya diluar
jarak yang ditentukan yaitu di luar area yang memungkinkan
penyakit bisa menular, maka hakim boleh mendengar gugatan,

165 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 298.

166 Al-Haitamf Ibnu Hajar al-Makky, al-Fatdwd al-Kubrd, (Mesir: Abdul Hamid Hanafi, 1357
H.) Jilid. 4, hal. 311-312.

167 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 1, hal. 623.

168 Al-Ghazalt Muhammad bin Muhammad, al-Mustazhiri,...hal. 390.

169 Manhaji al-Asydti Muhammad bin Ahmad, Jawdhiru al-‘Uqdd, (Kairo: alSanah al-
Muhammadiyyah, 1955), Jilid. 2, hal. 441.

170 Al-Safadi Khalil bin Aibik, Nukatu al-Humydn,...hal. 65. Lihat juga AlMawardi ‘Ali bin
Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 1, hal. 622-638.
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menerima bukti dan menjustifikasi. Ini juga merupakan pendapat
al-Mawardi.'’?

j. Gugatantidak akan diterima apabila berkaitan dengan hutangyang
ditangguhkan walaupun ada buktinya, karena hal tersebut tidak
berkaitan dengan kewajiban yang harus ditunaikan saat itu juga.
Namun apabila hutang tersebut sebagian ada yang ditangguhkan
dan sebagian lagi tidak, maka boleh mengajukan gugatan karena
penggugat berhak untuk memiliki sebagian hutang yang tidak
ditangguhkan.”2

k. Apabila seseorang diangkat menjadi hakim di dua tempat yang
berbeda dan berjauhan seperti antara Baghdad dan Basrah, maka
hakim boleh memilih salah satunya.'’® Akan tetapi hal ini ditentang
oleh al-Bulgini.1”*

4. Pengawasan Terhadap Hakim

Khalifah/pemimpin adalah sosok yang berwenang untuk
menentukan dan mengangkat hakim, maka posisi hakim adalah
sebagai sosok pengganti dan wakil bagi khalifah dalam melaksanakan
tugas-tugas kehakiman dan menyelesaikan pertikaian antara manusia
dengan cara adil. Termasuk wewenang khalifah sebagai orang yang
mewakilkan, dia berhak mengawasi wakilnya itu untuk memastikan
bahwa orang yang dia tunjuk benar-benar menjalankan tugas dengan
semestinya. Kemudian termasuk kewajiban khalifah adalah
mengawasi semua bawahannya baik para hakim ataupun gubernur,
hal itu harus dilakukan agar khalifah merasa tenang bahwa semua
bawahannya menjalankan tugas sesuai aturan. Para fuqaha
berpendapat: ((sudah seharusnya bagiseorang pemimpin untuk selalu
memantau kinerja para hakim, karena mereka adalah para petugas

171 Al-RamIT Muhammad bin Syihdbuddin, Fatdwd al-Ramli, (Kairo: Per. Hanafi,

1357 H.) Jilid. 1, hal. 131. Lihat juga Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu alQdd,...Jilid.
2, hal. 329.

172 Al-Bujairami Salman bin ‘Umar, Hdsyiatu al-Bujairami, (Kairo: Percetakan Mustafa
Muhammad, t.th.), Jilid. 4, hal. 368.

173 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddri,...Jilid. 2, hal. 392.

174 Al-RamIT Muhammad bin Syihabuddin, Nihdyatu al-Muhtdj ila Syarhi alMinhdj,.. Jilid. 8,
hal. 229.
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yang menjalankan tugas pemimpin dan inti kekuasaannya, dan begitu
juga hakim agung harus memantau hakim-hakim yang ada di
bawahnya, memeriksa hasil-hasil keputusannya, memperhatikan
kinerjanyadan tingkah lakunya di masyarakat, seorang pemimpin dan
hakim agung harus bertanya kepada orang yang terpercaya diantara
mereka.))”®

Dari uraian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa menjadi
hakim dalam konsep al-Mawarditidaklah mudah, karena bersifat non
administratif yang berkaiatan dengan individual seseorang, bahkan
tidak ada satupun darisyarat-syarat diatas yang sifatnya administratif.

Syarat menjadihakim konsep al-Mawardijelas berbedadengan
kode etik hakim Indonesia yang juga merupakan syarat non
administartif bagi para calon hakim di Indonesia. Perbedaannya
terlihat bahwa syarat yang al-Mawardi usung adalah status dan
karakter sesorang yang melekat, nyata dan bisa dibuktikan dengan
pernyataan atau bukti-bukti yang lain. Maksudnya adalah dari tujuh
syarat yang ada, lima syarat yaitu: laki-laki; Islam; berakal; merdeka
dantidak bisu, adalah syarat yangjelas dan nampak bagiorang banyak.
Sedangkan kode etik hakim hanya sifat-sifat anjuran yang tidak bisa
disaksikan oleh orang lain, karena kode etik itu suatu bentuk karakter
yang tersembunyi dalam diri seseorang, sehingga lebih terbuka lebar
untuk terjadi manipulasi penipuan. Secara singkat, bisa kita katakan
bahwa kode etik hakim hanya merupakan sayarat yang tercakup dalam
sifat ‘adélah/adil.

Laki-laki menjadi syarat utama bagi hakim dalam konsep al-
Mawardi, mencakup dua sifat yaitu baligh dan bukan wanita. Wanita
tidak boleh menjadihakim karena merekalebih condong hatinya dari
pada akalnya, sehingga mudah terpengaruh dengan situasi dan
kondisi, serta wanita juga mempunyai momen-momen di mana
keadaannyatidak stabil. Namun mazhab Hanafiyyahmembolehkan hal
ini sebagaimana telah dicantumkan di atas.

Terkaiat syarat bahwa hakim harus adil/*adalah. Dalam konsep
kode etim al-Mawarditidak boleh mengangkat hakim dari orang yang

175 |bnu Farkh(n, Tabsiratu al-Hukkdm,...Jilid. 1, hal. 77.
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fasik. Jika yang diangkat adalah orang yang fasik, maka tidak sah
kedudukannya sebagai hakim, dan tidak bisa dilaksanakan putusannya
serta tidak bisa diterima perkataannya, sekalipun orang fasik itu
diangkat secararesmioleh pemerintah, atau wakilnya, atau pihak yang
berwenang. Bahkan alGazali mengatakan bahwa akan berdosa bagi
seorang kepala negara yang mengangkat hakim dari orang yang pasik
atau bodoh. Seandainyasudah terlanjur mengangkat orang yang fasik
atau bodoh sebagi hakim, maka putusannyatetap harus dilaksanakan
tapi dengan alasan darurat.

Mazhab Hanafiyyah juga menganggap putusan hakim yang fasik
adalah sah, asalkan didasari pada hukum syara* dan undang-undang
yang berlaku. Di sisi lain al-Kasyani tidak menganggap adil sebagai
syarat pokok menjadihakim, tetapi merupakan syarat pelengkap saja.
Kalau Imam Syafi'i tidak membolehkan orang fasik menjadi hakim itu
adalah karena kesaksian orang fasik ditolak.

Tugas utama hakim adalah memutuskan perselisihan dan
menetapkan hukum. Maka hakim harus menguasai dan memahami
landasan-landasan sumber hukum utama agar bisa berijtihad atau
menggali hukum. Empat sumber hukum primer yang harus difahami
dan dikuasai hakim adalah Al-Qur’an, Hasdist, [jma dan Qiyas.

Dari perbincangan Rasulullah SAW. dengan Muadz bin Jabal kita
dapat ambil kesimpulan bahwa tidak semua hukum termaktub jelas
dalam Al-Qur'an dan sunnah, akan tetapi Allah memberikan
kesempatan bagiorang-orang yanglayak untuk menggalih hukum dari
dua sumber di atas dengan menggunakan akal dan keilmuan yang
mumpuni. Inilah esensiijtihad yang sering kita dengar.

Selain tujuh syarat di atas harus terpenuhi dalam individu
seorang hakim, maka disanaadajugaunsur-unsuryang harus ada agar
pengangkatan hakim bisa terlaksana. Yaitu harus ada pemimpin yang
memilih, menyeleksi kemudian mengangkat orangitu menjadihakim.
Calon hakim pilihan sudah ada dan jelas orangnya. Lokasidinasnya pun
telah ditentukan. Jenis tugas dan wewenang juga jelas. Dan yang
terakhir adalah pelantikan, sumpah jabatan atau dalam kata lain
kontrak kerja bagi hakim baru tersebut. Bila unsur-unsurdi atas tidak
terpenuhi, maka pengangkatan hakim tidak bisa dilaksanakan
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walaupun terdapat orang yang sudah memenuhi syarat menjadi
hakim. Dalam kata lain penjabaran di atas adalah rukun dan syarat
sahnya pemilihan dan pengangkatan hakim.

Terkait masalah pengawasan terhadap hakim, dalam konteks
undang-undang peradilan di Indnoesia, yang bertugas mengawasi
kinerjadan etika hakim adalah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial,
lembaga ini juga yang bertugas sebagai eksekutor yang menghukum
para pelanggar peraturan, dan bukan presiden atau DPR. Lain halnya
kode etik konsep Islam yang diusung al-Mawardi, pengawasan
langsung dilakukan oleh presiden/khalifah terkait kinerja dan etika
hakim dan dia juga yang langusng bertindak dalam menjatuhkan
hukuman kepada hakim pelanggar. Selain presiden/khalifah yang
bertugas mengawasi hakum, dalam konsep ini juga ada yang
dinamakan Qd4di al-Jamd‘ah yang dalam terminologi peradilan
Indonesia bermakna hakim agung, tugasnya memantau dan
mengawasi kinerja dan etika hakim dengan cara bertanya kepada
orangorang yang dapat dipercaya.

5. Pelanggaran Kode Etik dan Sanksinya

Pelanggaran kode etik hakim dapat menyebabkan pemecatan
terhadap hakim. Pemecatan dilakukan oleh Imam/Pemimpin yang
berkuasa.l’® Secara garis besar ada tiga faktor yang dapat menjadi
alasan seorang hakim dipecat/dibebastugaskan, yaitu kematian,
ketidakmampuan lagidalam menjalankan tugas, dan mengalamicacat
mental atau fisik.?’” Yang termasuk cacat fisik adalah buta dan tuli,
sedangkan cacat mental adalah berbuatan fasik yang dilakukan
hakim.17®

Tidak ada sanksipidana bagi hakim apabila melanggar kode etik
yang berbentuk norma, hanya pemecatan saja dari jabantannya.
Kecuali apabila pelanggaran itu menyangkut hukum pidana, maka
hakim tersebut akan disidang dan diberi hukuman sama seperti

176 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 399.
177 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 402.
178 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 405.
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pelanggar pada umumnya dari kalangan orang biasa, baik itu dalam
bentuk ta'jir, had, atau gisés.

Dari urian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kode etk
hakim harus diimplementasikan dalam diri hakim dan ketika melakukan
persidangan. Maka hal-hal diatas, walaupun tidak diatur dalam 10 prinsip
kode etik hakim Indonesia, akan tetapi telah diatur dalam peraturan
hukum acara. Hukum acara (dikenal juga sebagai hukum prosedur atau
peraturan keadilan) adalah serangkaian aturan yang mengikat dan
mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun
tata usaha Negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah
proses hukumyang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara
berbeda dengan hukum materil yang mengatur mengenai substansi
hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara
perdata. Masing-masing Negara yang memilikiyurisdiksidan kewenangan
mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda pula.

Hal tersebut diatur dalam kode etik konsep al-Mawardi agar
dapat mewujudkan hakim yang berwibawa sehingga fungsi hakim dan
Lembaga Peradilan berjalan semestinya dan kepercayaan masyarakat
kembali tumbuh. Di mana dewasa ini kepercayaan masyarakat sudah
mulai luntur kepada hakim dan lembaga kehakiman, hal itu disebabkan
hakim sudah tidak lagi mempunyai wibawa, bahkan malah menjadi
oknum yang menjual belikan perkara demi keuntungan pribadi.

Kode etika al-Mawardi bisa menjadi solusi dalam
mengembalikan wibawa hakim pada saat ini. Walaupun situasi dan
kondisi yang berbeda, akan tetapi etika dan norma-norma yang yang di
atur oleh al-Mawardi masih relevan untuk diimplementasikan pada saat
ini dan di berbagai jenis lembaga kehakiman yang ada.

Terkait uraian di atas, penulis sudah tidak meragukan lagi,
bahwa kitab Adabu Al-Qddriadalah kitab yang paling luas dalam konteks
fikin Syafi‘iyyah, karena kita mendapati penjelasan yang terperinci dan
dan meluas dalam kitab ini, yang kita tidak dapatkan pada kitab-kitab yang
lain. Fakta saat ini fikih Syafi‘iyyah tengah mengadapi problem karena
sedikitnya kitab-kitab mazhab Syafi‘iyyah yang sudah tercetak, sedangkan
kitab-kitab fikih dari mazhab yang lain sudah dicetak lebih banyak. Seperti
kitab Ma'inu al-Hukkdm karya Tarabulsi di bidang fikih hanafiyyah, kitab
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Tabsiratu alHukkdm karya Ibnu Farkh(n dalam fikh Malikiyyah dan lain-
lain. Maka dari itu, sudah sepantasnya kitab ini lebih harus diperhatikan
dan diperbanyak lagi, karena penulis adalah seorang Qddr dan mujtahid
dari kalangan ulama Syafi‘iyyah yang terkenal dengan seorang ulama
penyusun undang-undangrujukan terpercaya bagiparafugaha, ditambah
lagi kitab ini mencakup pasal yang sangat bagus dan berharga dalam ilmu
Ushul Fikih, sejarah, hadist, ilmu riwayat, ilmu sosial, sastra dan lain-lain.

Al-Mawardi menjadi salah satu ulama yang sangat berjasa
dalam khazanah fikih Syafi‘iyyah. Berkat jasa al-Mawardi warisan
keilmuan dari ulama-ulama sebelumnya dapat tersampaikan ke generasi
setelahnya, sehingga karya-karya ulama sebelum al-Mawardi bisa terus
terpelihara sampai saat ini. Tidak hanya itu, al-Mawardi juga memfilter
dan menelitipendapat ulama-ulama terdahulu kemudian menyajikannya
dengan metode yang lebih dimengerti dan difahami oleh generasi-
generasi setelahnya. Bahkan menyertakan dalil-dalil yang berkaitan
dengan pembahasan biak dalil agli ataupun naqli.

Terkait permasalah istilah-istilah dalam fikh Sayafi‘iyyah yang
dipelopori dan digunakan oleh al-Mawardi dalam karya-karyanyaseperti
istilah “hddzd asybah”, “hddza muhtamil”, “hua hddzé al-azhar”, “hua
asohhu ‘indi”, “hédzé Id wajha lahu” dan “wa hddzd fdsid”, juga
digunakan oleh ulama-ulama setelah al-Mawardi dengan bahasa atau
istilah yang sama atau menyerupai. Contohnya seperti Imam al-Nawawi
(W. 676 H) dalam kitabnya Minhdju al-Talibin yang menggunakan istilah
al-Azhar, al-Zahir, al-Asah, al-Sahih, dan lain-lain. Istilah-istilah ini
digunakan oleh ulamaulama dalam bidang fikih Syafi‘iyyah untuk
membedakan status pendapat tersebut baik darisegikuat atau lemahnya
serta sumber pendapat tersebut. Istilah-istilah ini bukan sesutau yang
baru dalam fikih Syafi’iyyah, tetapi sudah ada sejak zaman murid-
muridnya Imam Syafi'i ketika itu.

Dalam konsep kode etik al-Mawardi, syarat untuk menjadi
hakim sangatlah sulit, hal itu disebabkan tugas hakim sangatlah berat dan
tanggung jawabnya juga besar. Salah satu yang menjadi tugas pokok
hakim adalah mampu berijtihad atau menggali hukum dari sumber-
sumberlutama. Oleh karena itu, al-Mawardi memberikan contoh bahwa
hakim harus bisa berijtihad pada masalah-masalah cabang yang belum
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ada hukumnya, sehingga hakim bisa mengikuti perkembangan zaman
dengan permasalahan yangbaru dan lebih kompleks. Sehingga pemikiran
hakim khususnya dalam bidang peradilan terus berkembang.

Al-Mawardiadalah rujukan bagiulama-ulama setelahnya dalam
bidang kekuasaan kehakiman. Haliniterbuktidenganijtihad beliau diatas
yang memang pada aspek-aspek tertentu masih jadi perdebatan di
kalangan ulama fikih Syafi‘iyyah, akan tetapidengan banyaknya fatwa dari
alMawardi menunjukan bahwa dia adalam referensi dalam bidang
kekuasaan kehakiman. Dengan banyaknya fatwa dari al-Mawardi yang
berasal dari ijtihad-ijtihadnya dalam bidang kehakiman, memperkuat
pendapatnya bahwa seorang hakim harus memutuskan hukum
berdasarkan ijtihadnya, walaupun putusan yang ia hasilkan berbeda
dengan mazahab yang ia yakini. Dalam kata lain, hakim memiliki
wewenang yang lebih luas untuk menggali hukum dengan kemampuan
yang ia miliki agar selaras dengan perkembangan zaman yang mana
masalah baru akan muncul dan masalah lama akan lebih kompleks.

Al-Mawardi adalah seorang mujtahid masalah dan bukan
mujtahid mutlak, karena dalam dunia fikih ada yang namanya mujtahid
atau ulama yang menggalih hukum dari sumbernya, dan mujtahid itu
terbagi menjadi tiga, yaitu: mujtahid mutlag, mujtahid mazhab dan
musjahid masalah. Dalam hal ini al-Mawardi dapat digolongkan kepada
mujtahid masalah, yaitu seorang ulamayang menggalihukum bersumber
dari pendapat mujtahid mutlak dan mujahid mazhab dalam bidang
kekuasaan kehakiman.
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BAB IV

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM INDONESIA

(KEPPH)

A. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sebagaimana yang telah dipaparkan secara singkat di Bab |,
Kode etik dan pedoman perilaku hakim pertama kali dicetuskan dalam
Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode
Etika Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XllI
IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam
Rapat Kerja Mahkamah Agung Rl Tahun 2002 di Surabaya yang
merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang
didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses
perbandingan terhadap prinsipprinsip internasional, maupun peraturan-
peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain the
Bangalore Principles of yudicial Conduct.’® Selanjutnya Mahkamah Agung
menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Rl Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22
Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: 215/KMA/SK/XIl/2007 tanggal 19
Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan
memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-undang Nomor: 3 Tahun
2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh
Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung Rl dan Komisi Yudisial RI
dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

179 Bangalore Principles of Judicial Conduct adalah prinsip-prinsip yang disusun oleh para

hakim Dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim. Prinsip-prinsip ini
didisain untuk memberikan panduan untuk menyusun kode etik para hakim di seluruh dunia.
Nama Bangalore merujuk pada sebuah kota di India tempat prinsip-prinsip ini dirumuskan.
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Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:
(1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan
Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegrasi Tinggi, (6) Bertanggung
Jawab, (7) MenjunjungTinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9)
Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.®® 10 perinsip kode
etik hakim ini akan dijabarkan lebih spesifikasi di bab V sekaligus akan
dikomparasikan dengan kode etik hakim konsep Mawardi.

Selain prinsip-prinsip kode etik diatas, seorang hakim juga harus
memiliki sifat-sifat yang digambarkan dalam lambang menjadi PANCA
DARMA HAKIM, yakni: KARTIKA, bintang yang melambangkan Ketuhanan
Yang Maha Esa; CAKRA, senjata ampuh dari dewa keadilan yang
memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan yang
berarti adil; CANDRA, bulan yang menerangi segala tempat yang gelap,
sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan
berwibawa. Selanjutnya SARI, bunga yang semerbak mewangi
mengharumi berkelakuan tidak tercela; dan terakhir TIRTA, air yang
membersihkan segala kotoran didunia yang berarti hakimitu harus jujur.
Sifat-sifat tersebut lebih diperincilagi dalam bidang kedinasan maupun di
luar kedinasan.®!

Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan
keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya
maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Hakim sebagai insane yang memiliki kewajiban moral untuk
berinteraksi dengan komonitas sosialnya, juga terkait dengan norma-
norma etika dan adaptasi kebiasaan yang perlu dalam tata pergaulan
masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan
yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhankecukupan

180 Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Rl dan ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: Mahkamah Agung Rl dan Komisi Yudisial RI, 2009),
hal. 5.

181 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 117.
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sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun
sebagai warga masyarakat.!8?

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan
Negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan,
termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran.
Walaupun demikian, meskipun kondisi di atas belum sepenuhnya
terwujud, hal itu tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak
berpegangteguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab
sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi
kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusun kode etik dan pedoman perilaku hakim ini,
Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan
masukan dari hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan,
kalangan praktisi hukum, akademisihukum, serta pihak-pihak lain dalam
masyarakat. Selain itu, memperhatikan hasil perenungan ulang atas
pedomanyang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI
tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk kode etik hakim Indonesia dan
disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung.
Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah AgungRI
tahun 2002 di Surabaya, yang merumuskan 10(sepuluh) prinsip pedoman
perilaku hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang
meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional,
maupun peraturanperaturan serupayang ditetapkan diberbagaiNegara,
antara lain The Bangalore Principles of Judicial Conduct.

The Bangalore Principles of Judicial Conduct merupakan salah
satu di antara banyak deklarasi internasional yang menyoroti tentang
kode etik profesi hakim dan transparansi keuangan, serta akuntabilitas.
The Bangalore Principles of Judicial Conduct bermula dari pertemuan yang
diadakan diVienna pada April 2000 atas undangan dari the United Nations
Center for International Crime Prevention,dan sekaligus merupakan
pertemuan ke-10 United Nations Congress onthe Prevention of Crime and
the Treatment of Offenders. Pertemuan tersebut melahirkan the Juducial

182 | jhat bagian pembukaan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua
Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2012, hal.6.
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Group on Strengthening Judicial Integrity yang terdiri atas Ketua
Mahkamah Agung dari Bangladesh, India, Nepal, Nigeria, Afrika Selatan,
Tanzania, dan Uganda. Pertmuan tersebut dipimpin oleh Hakim
Christopher Weeramantry, Wakil Ketua Mahkamah Internasional (the
International Court of Justice) dan dihadiri oleh Michael Kirby dari
Pengadilan Tinggi Australia selaku meninjau (rapporteur), dan dihadiri
juga oleh Dato’ Param Cumaraswamy, yang merupakan peninjau khusus
(Special Rapporteuron the Independence of Judges and Lawyers) dari PBB.
Dalam pertemuan itu, para peserta sepakat mengenai perlunya suatu
aturan yang dapat menjadi patokan atau ukuran tingkah laku pejabat
kekuasaan kehakiman.1&

Sebagai bahan masukan penyusunan Bangalore Principles, the
Juducial Group on Strengthening Judicial Integrity menggunakan
beberapa kode etik hakim yang berlaku di kurang lebih 30 Negara.
Kemudian pada tahun 2001, dalam pertemuan di Bangalore, Juducial
Group on Strengthening Judicial Integrity resmi mengajukan draft
Bangalore Principles dan dalam pertemuan para Ketua Mahkamah Agung
di Peace Palace, Den Haag, tanggal 25-26 November 2002, draft
Bangalore disetujui bersama.

Dalam Bangalore Principles, independensi kekuasaan
kehakiman mempunyai aspek “individual dan institusional”, dalam
independensiindividual terdapat dua cara untuk menjaminindependensi
tersebut: pertama, seorang hakim harus dilindungi dari ancaman,
sehingga tidak takut atau ragu dalam proses pengambilan keputusan;
kedua, metode seleksihakim, dan prinsip etika yang diberlakukan ke pada
mereka, harus dibangun sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko
korupsi dan pengaruh dari luar.

Sesuai dengan namanya, maka Bangalore Principles
mengemukakan tentang suatu tuntunan bagi pembentukan kode etik
yang mengatur perilaku para hakim. oleh karenaitu, Bangalore Principles
tidak mengemukakan pengertian tentang independensi kekuasaan
kehakiman. Sebagai gantinya, Bangalore Principles mengemukakan
tentang nilai-nilai yang diperlukan bagi tingkah laku kekuasaan

183 |ihat Banglore Principle of Judicial Conduct, 2002.
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kehakiman, prinsip-prinsip dan aplikasinya. Bangalore Principles disusun
dengan mengemukakan beberapa nilai yang dipandang penting untuk
penyusunan Judicial Conduct di berbagai Negara, antara lain:

1. Independensi(Independence).
Imparsialitas (Impartiality).
Integritas (Integrity).
Kesusilaan (Propriety).

Persamaan (Equality).

AN

Kompetensi dan Kemampuan (Competence and Diligence).

Indonesiaikut serta menandatangani Beijing Statement, namun
tidak ikut serta dalam penandatanganan Bangalore Principles. Apabila
dibandingkan dengan Negara-negara lain di kawasan ASEAN, seperti
Malaysia, Singapura, dan Filipina, pada waktu itu (tahun 2001) Mahkamah
Agung Rl belum membuat suatu ketentuan mengenai aturan perilaku
hakim (Juducial Conduct). Dan, yang ada hanya “Kode Etik Ikatan Hakim
Indonesia”. Oleh karena itu, dalam penyusunan “Pedoman Perilaku
Hakim” yang dibuat oleh Mahkamah Agung Rl pada tahun 2006, telah
menjadikan Bangalore Principles sebagai suatu guidance bagi penyusun
kode etik atau code of conduct.*®

B. Pentingnya Kode Etik Hakim

Setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi
sebagai hakim harus berpedoman pada aturan tertulis yaitu kode etik
hakim. Di situlah aturan etika, moral, dan agama dituangkan secara
konkret. Tidak hanya mengajar apa yang ia ketahui (pengetahuan) atau
apa yang dapat ia lakukan (teknik), tetapi bagaimana yang seharusnya
(ought to be) seorang hakim yang berkepribadian baik itu.8°

Para penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara, notaris, dan
polisi) pada hakikatnya adalah pembela kebenaran dan keadilan. Bertugas
memberikepastian hukum dengan cara profesional berdasarkan hukum,
keadilan, dan kebenaran, dan dengan keikhlasan dan itikad baik dari

184 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik: Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim..hal.123
185 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik: Etika Profesi dan Tanggung Jawab
Hakim..hal. 6,
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dirinya. Oleh karena itu, profesihakim merupakan profesiterhormatdan
luhur yang sudah seharusnya menjadi pilihan dan panggilan hidupnya
untuk melayani masyarakat di bidang hukum.

Hal ini akan mendorong dirinya untuk bekerja dengan penuh
tanggung jawab dengan mengutamakan kualitas hasil pekerjaannya
berdasarkan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan dan kepastian
hukum. la bekerja tanpa pamrih dengan mendahulukan kepentingan
orang lain daripada kepentingan dirinya. Sikap seperti ini akan
menghalangidirinya menjadicalo atau broker hukum yang membisniskan
profesinya. Profesional hukum yang mencintai profesinya sebagai tugas
mulia akan menjunjung tinggi etika profesi. la merasa yakin, bahwa
melalui profesi hukum ia bersedia mengabdi pada sesama sebagai
idealismenya.!8®

la dihormati dan dipercaya oleh pencari keadilan, bukan
sematamata karena bobot dan kualitas penguasaan hukum vyang
dimilikinya atau keandalan kemampuan intelektual dan ilmu hukumnya,
melainkan kerena ia juga memiliki integritas diri sebagai pengawal
konstitusi, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan sebagai komitmen
moral profesinya. la memiliki kejujuran dan keterbukaan serta menjaga
kerahasiaan profesinya. Manakala ia merasakliennya atau salah seorang
warga masyarakat pencari keadilan tidak lagi berkata jujur, tetapi
membiarkan uang berbicara, ia memutuskan hubungandenganklien atau
salah seorang warga masyarakat pencari keadilan tersebut. Dalam hal ini,
ia harus membinarelasi atas dasarsaling menghargaidan saling percaya.
Dalam menjalankan profesi itu, ia mempertimbangkan kewajibannya
pada hati nuraninya sendiri, masyarakat pencari keadilan, klien, sumpah
profesi, dan rekan seprofesi, lawan beperkara, pengadilan, dan negara.
Dengan begitu, terbentuk suatu kesadaran hukum yang berkeadilan pada
diri profesional hukum dan para pencari keadilan.®’

Akan tetapi, profesi luhur dan terhormat ini sudah lama
dicemari oleh pelaku profesi hukum itu sendiri, selama ini, profesional
hukum lebih memihak pada kekuasaan dan konglomerat daripada rasa

186 M. Nuh, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Pustaka setia, 2011), hal. 145.
187 EY. Kanter, Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, (Jakarta: Storia
Grafika, 2001), hal. 111.
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keadilan masyarakat. Aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kental
pada penyelenggaraan keadilan. Akibatnya, profesi hukum dituduh
sebagai salah satu White collor crime (penjahat berdasi) atau educated
criminals (penjahat terpelajar). Untuk menghindari terjadinya hal-hal
tersebut, diperlukan para profesional hukum yang memiliki sejumlah
kualitas diri, seperti:

1. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara
formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara material dengan
mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia;

2. Sikap keadilan, untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat
agar terjamin rasa keadilannya;

3. Sikap kepatutan, dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-
sungguh adil dalam suatu perkara;

4. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan.8®

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dibentuknya kode
etik dan pedoman perilaku hakim yang ada dalam subsatnsi poin-poinya
adalah bertujuan: Pertama, sebabagi alat untuk melakukan membinaan
dan pembentukan karakter hakim serta untuk pengawasan tingkah laku
hakim; Kedua, sebagai ranah kontrol sosial mencegah campur tangan
ekstrayudisial serta sebagaisarana pencegah timbulnya kesalahpahaman
dan konflik antarsesama anggota dan antar anggota dengan masyarakat;

Ketiga, untuk lebih memberikan jaminan bagi peningkatan moralitas

hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim; Keempat. untuk lebih

menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada Lembaga Peradilan.

Dengan adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim hasil
keputusan bersama antara MA dan KY di atas diharapkan pengawasan,
pemeriksaan, dan penindakan akan lebih efektif, mengingat selama ini
banyak rekomendasi hasil peeriksaan KY sering kali tidak ada tindak
lanjutnya dari MA.

Meskipun demikian, seluruh elemen masyarakat tetap harus
mencermati dan mengevaluasi apakah keputusan bersama MA dan KY
benar-benar efektif implementasinya dalam praktik dan dapat

188 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 145. Lihat juga O.
Notohamidjoyo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), hal. 52-
55.
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menimbulkan efek jera bagi para hakim yang melakukan penyimpangan
dan pelanggaran terhadap kode etik profesinya.

Dalam melaksanakan tugas profesinya, hakim harus
berpedoman padaaturan tertulis yaitu kode etik hakim. Di situlah aturan
etika, moral, dan agama dituangkan secara konkret. Tidak hanya
mengajar apa yang ia ketahui atau apa yang dapat ia lakukan, tetapi
bagaimana yangseharusnyaseorang hakim yang berkepribadian baik itu.

Hakim pada hakikatnya adalah pembela kebenaran dan
keadilan. Bertugas memberi kepastian hukum dengan cara profesional
berdasarkan hukum, keadilan, dan kebenaran, dan dengan keikhlasan
dan itikad baik dari dirinya. Profesi hakim merupakan profesi terhormat
dan luhur untuk membantu masyarakat dalam bidang hukum.

Hakim harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, tanpa
pamrih dengan mengutamakan kualitas hasil pekerjaannya berdasarkan
kebenaran dan keadilan bagipencarikeadilan dan kepastian hukum.Serta
mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya.
Sikap seperti ini akan menghalangi dirinya menjadi calo atau broker
hukum yang membisniskan profesinya.

Profesiluhurdanterhormatinisudah lama dicemari oleh pelaku
profesi hukum itu sendiri, profesional hukum lebih memihak pada
kekuasaan dan konglomerat daripada rasa keadilan masyarakat. Aroma
korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kental pada penyelenggaraan
keadilan. Akibatnya, profesi hukum dituduh sebagai salah satu White
collor crime (penjahat berdasi) atau educated criminals (penjahat
terpelajar). Untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut, diperlukan
para profesional hukum yang memiliki sejumlah kualitas diri, seperti
Sikap kemanusiaan; Sikap keadilan; Sikap kepatutan; Sikap jujur agar tidak
ikut-ikutan dalam mafia peradilan.

C. Pengawasan Terhadap Hakim
1. Pengawasan
Masyarakat mengeritik bahwa lembaga peradilan belum
sebagaimana yang diharapkan, lambat dalam menangai perkara, biaya
dirasakan mahal, adanya perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan
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(hakim dan panitera) yang dianggap tercela sampai kritik adanya “mafia
peradilan” meskipun istilah terakhir ini dapat diperdebatkan. Banyaknya
kritik yang dialamatkan kepada lembaga peradilan tersebut
bagaimanapun tidak terlepas dari kinerja lembaga peradilan selama ini.
Terlebih tinggi, era Reformasi memerlukan keterbukaan (transparansi),
profesionalisme serta demokrasi di segala bidang termasuk di lembaga
peradilan.8®

Tanpa bermaksud mengucilakan kritik-kritik yang dilontarkan
masyarakat, sudah selayaknya para hakim sebagai salah satu pilar badan
peradilan untuk melakukan koreksi internal. Bentuk koreksi internal ini
bisa dilakukan oleh para hakim melalui perenungan, mawas diri atas
kinerjanya selama ini, di samping pengawasan oleh Mahkamah Agung
sebagai bagian dari fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Seperti yang sudah dipaparkan di Bab Dua, salah satu fungsi Mahkamah
Agung Indonesia adalah fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan
diberikan oleh BAB IV Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: Pengawasan tertinggi
terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang
berada dibawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pelaksanaan pengawasan juga bersandar pada Pasal 32
UndangUndang Nomor 14/1985 tentang Mahakamah Agung'®® yang
menyatakan sebagai berikut:

a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam
menjalankan kekuasaan kehakiman.

b. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para
hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

189 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim, (Jakarta:

Mahkamah Agung RI, 2004), hal. 19.

190 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985.
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C. Mahkamah Agung berwenanguntuk meminta keterangantentang
halhal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dan semua
lingkungan peradilan.

d. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau
peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua
lingkungan peradilan.

Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1)
sampai (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa
dan memutuskan perkara. Dari ketentuan di atas, maka terlihat bahwa
yang harus diawasi oleh Mahkamah Agung adalah jalannya peradilan
(rechtsgang) dengan tujuan agar jalannya peradilan oleh
pengadilanpengadilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya,
yaitu tentang cara-cara menjalankan peradilan.

Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi atas jalannya
peradilan, dan Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya
pada Pengadilan Tingkat Banding. Asas pedoman yang diletakan dalam
Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa peradilan
dilakukan dengan “sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dengan asas ini
maka memungkinkan delegasi pengawasan dilakukan. Dalam praktik
selama ini, Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan telah
mendelegasikan kepada para ketua pengadilan tingkat banding semua
lingkungan peradilan.*!

2. Objek Pengawasan

Ada tiga hal yang menjadi objek pengawasan, yaitu; bidang teknis
peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan hakim,
bidang administrasiyang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum
kepada para pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan
(hakim dan pejabat kepaniteraan) untuk peningkatan pelaksanaan fungsi
peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan kepada objek
pengawasan bidang perilaku pejabat peradilan saja karena hal inilah yang
berhubungan denganKode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Adapun yang

191 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik,...hal. 54.
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dimaksud pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan hakim/pejabat
peradilan dalam hal ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku
perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan dan para hakim/penitera,
yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan. Pelaksanaan pengawasan
di bidang perilaku pejabat peradilan dilakukan berdasarkan temuan-
temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan
pejabat kepaniteraan, baik yang ditemukan atas dasar laporan hasil
pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat, media massa, dan
lain-lain pengawasan eksternal.

Bila ditemukan adanya indikasi-indikasi penyimpangan atau laporan-
laporan penyipangan, maka segera diadakan pengawasan mendadak
dengan mengadakan pemeriksaan atas kebenaran indikasi atau laporan
tersebut.

Pengawasan Mahkamah Agungterhadapa perbuatan dan tingkah laku
para hakim tidak semata-mata dilakukan ketika hakim menjalankan
tugasnyasehari-hari/kedinasan, tetapijuga dilakukan terhadap perbuatan
para hakim di luar kedinasan, yaitu ketika hakim hidup di tengah-tengah
masyarakat.

Rumasan tentang pengawasan ini sebagaimana disebutkan di atas
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap

penyelengaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada

di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa salah
satu tugas utama Mahkamah Agung adalah pengawasan lembaga
peradilan di semua tingkatan. Ada tiga bidang yang menjadi objek
pengawasan Mahkamah Agung, yaitu bidang teknis, bidang administrasi
dan bidang perilaku pejabat peradilan. Yang harus digarisbawahi adalah
pengawasan bidang perilaku pejabat peradilan, karena haliniadalah yang
menjadi pembahasan penulis dalam buku ini.

Dalam mengemban tugas pengawasan lembaga kehakiman,
Mahkamah Agung tidak sendiri, karena disana ada Komisi Yudisial sebuah
lembaga independen yang bertugas mengawasi kinerja dan tingkah laku
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hakim sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa salah satu tugas Komisi Yudisal
adalah melakukan pemantauan dan pengawsan terhadap perilaku hakim,
demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim. Namun tugas Komisi Yudisial hanya sebatas menerima
laporan dari masarakat atau pihak lain, kemudian Komisi Yudisial
melaporkannya kepada Mahkamah Agung. Dalam kata lain, Komisi
Yudisial hanya melaporkan saja sedangkan yang mejadieksekutor dalam
menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melanggar adalah Mahkamah
Agung.

Seperti yang sudah dipaparkan pada Bab Satu, bahwa Komisi
Yudisial (KY) menerimasebanyak 792 laporan masyarakat terkait dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan 659
surat tembusan pada Semester | Tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan
oleh AnggotaKY Farid Wajdi dalam diskusi media pemaparan Penanganan
Laporan Masyarakat Semester|Tahun 2018 Bidang Pengawasan Perilaku
Hakim, pada hari Rabu 1 Agustus di Restoran Bumbu Desa, Jakarta
Pusat. “Ada 149 laporan yang disampaikan secaralangsung ke Kantor KY,
melalui Kantor Penghubung KY ataupun melaluijasa pengiriman surat ada
530 laporan, pelaporan online 53 laporan, dan dari informasi 60 laporan”.

Selain dari Komisi Yudisal, Mahkamah Agung juga bisa
mendapatkan informasi adanya indikasi pelanggaran kode etik yang
bersumberdarilaporan pengawas internal yangada di dalam pengadilan,
media massa, laporan masyarakat dan lembaga pengawas eksternal
sepertiKomisiYudisial. Setelah mendapat laporan Mahkamah Agung akan
memproses dan menjatuhkan hukumuman yang sesuai bila hakim
terbukti bersalah.

Sama halnya seperti kode etik hakim konsep Mawardi,
pengawasan kepada hakim yang dilakukan Mahkamah Agung bukan saja
ketika hakim bertugas di pengadilan, akan tetapi ketika hakim
bersosialisai dengan masyarakat. Hal itu karena kode etik adalah
kumpulan norma-normayang berlaku di segala aspek kehidupan seorang
hakim.
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D. Pelanggaran Kode Etik Dan Sankinya

1. Pelanggaran Kode Etik

Jabatan hakim adalah jabatan yang berkaitan dengan hukum dan
keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan pada hakikatnya adalah
bagaimana seorang hakim memutus dan menetapkan sesuatu pada
tempatnya tanpa dikotori oleh kepentingan-kepentingan subjektif, oleh
karenanya dipersyaratkan adanya integritas moral oleh seorang hakim.
Meskipun demikian sering terjadi terdapat godaan-godaan terhadap
hakim sehingga terjadi penyimpangan. Dalam hal terjadi penyimpangan
atas kode etik yang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan pidana, maka
dalam hukum pidana kita dapati ketentuan-ketentuan yang mengatur
perbuatan tercela dan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar
hukum. Pasal 210 (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa:

a. Memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim dengan maksud
untuk memengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang
diserahkan kepada pertimbangannya.

b. Memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang yang menurut
peraturan undang-undang ditentukan menjadi penasehat untuk
menghadiri pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi
nasihat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara
yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu.

C. Jika hadiah atau perjanjian diberikan dengan maksud supaya hakim
menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana, yang bersalah
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan
tahun.

Selanjutnya Pasal 420 (1) KUHP mengancam dengan hukuman
penjara selama-lamanya Sembilan tahun terhadap:

a. Hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang
diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan
kepadanya untuk memengaruhi keputusan suatu perkara yang
diserahkan kepada pertimbangannya.

b. Barang siapa yang menurut peraturan perundang-undangan
ditunjuk sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri
sidang pengadilan, yang menerima hadiah atau perjanjian sedang
ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya
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untuk memengaruhi pertimbangannya atau pendapatnya tentang
perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.

Ayat (2): Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan
keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya
supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana
maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Secaraumum Pasal 418 KUHP juga menegaskan bahwa pegawai
negeri (termasuk hakim) yang menerima hadiah atau perjanjian
sedang ia tahu atau patut dapat menyangka bahwa apa yang
dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau
hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang
menghadiahkan atau berjanjiitu ada berhubungan dengan jabatan itu
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun enam
bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
Selanjutnya. Dapat pula diperhatikan pasalpasal lain yang termasuk
dalam Bab XXVIII tentang kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.

2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanki pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang
menaatinorma-normayang berlaku.'®2 Sankimengandungintiberupa
suatu ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar
norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.’®> Adanya sanksi
dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup
manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan;
selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari
perbuatan maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karenaitu, sanksi
hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai
maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain
itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak
berbuat hal yang sama.%*

192 Hilman Hadikusuma, Pengantar Antropologi Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
1992), hal. 114.
193 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983),

hal. 36.

194 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fikih Jinayah, (Jakarta: Anggota IKAPI,
2004), hal. 18.
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Dengan demikian, maksud suatu peraturan disertai sanksi
adalah agar peraturan itu memiliki daya efektivitas sehingga ditaati
semua orang. Sebaliknya, suatu peraturan tanpa sanksi maka
peraturan itu tidak memiliki daya paksa secara fisik.

Jerom Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai

pemidanaan berikutini. Pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-
hal yang diperlukan dalam hidup. Kedua, ia memaksa dengan
kekerasan.
Ketiga, ia diberikan atas nama Negara, ia “diotorisasikan”. Keempat,
pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan,
pelanggarnya, dan penentuannya,yang dideskripsikan dalam putusan.
Kelima, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan
kejahatan, dan ini mensyaratakan adanya sekumpulan nilai-nilai yang
dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaanitu signifikan
dengan etika. Keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan
dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan
melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan
dorongannya.%®

Dalam hubungannya dengan kode etik hakim, sanksiditerapkan
ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik hakim.
sanksi diberikan kepada anggota hakim yang melakukan pelanggaran
kode etik. Adapun bentuk-bentuk sanksi yang dapat
direkomendasikan berdasarkan tingkat kesalahan pelanggaran yang
dilakukan, yaitu:1°®
a. Teguran, diberikan ketika pelanggaran yang dilakukan masih dapat

ditoleransi dan belum sampai pada tahap kronis. Artinya,
pelanggaran itu belum dilakukan berulang-ulang. Misalnya dalam
suatu kasus perkara pidana seorang hakim memberikan komentar
ketidaksetujuannya atas keputusan yang diambil oleh hakim lain.
b. Skorsing, dilakukan dalam bentuk penonaktifan hakim untuk tidak
melakukan praktik atau tugas profesinya karena tidak

195 Ted Honderich, Punishment: The Supposed Justification, resvised edition,
(Harmonsworth: Penguin Books, 1976), hal. 14-18, dalam Muhari Agus Santodo, Pradigma
Baru Hukum Pidana, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 19.

196 Wildan Suyuthi, Kode Etik,...hal. 16-17.
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mengindahkan teguran-teguran yang diberikan oleh Komisi
Kehormatan Profesi Hakim.
Pemberhentian sebagai anggota hakim, bila pelanggaran yang
dilakukan sudah termasuk katagori berat, termsuk dalam hal ini
adalah pelanggaran pidana atau perdata. Pemberhentian anggota
hakim dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan bahwa tindakan yang dilakukan dianggap dapat
merusak dan menodaicitra profesi hakim, sehingga berimplikasi
pada bentuk-bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap
institusi.

Pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama menegaskan:

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak
dengan hormat darijabatannya denganalasan melanggar kode
etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 22D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial menegaskan:

(1)

@)

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman
Prilaku Hakim dinyatakan terbuktisebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22C huruf a (dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti),
Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim
yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Sanksiringan terdiri atas:
1) Teguran lisan;
2) Teguran tertulis; atau
3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Sanksi sedang terdiri atas:
1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu)
tahun;
2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala
paling lama satu (1) tahun;
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3) Penundaan kenaikan pangkat paliang lama 1 (satu) tahun;

atau 4) Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) nulan.
C. Sanksi berat terdiri atas:

1) Pembebasan dari jabatan structural;

2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2
(dua) tahun;

3) Pemberhentian sementara;

4) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau 5)
Pemberhentian tetap tidak dengan terhormat.

(3) Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang
melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku
hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling
lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan
diterima.

Pasal 11A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung menegaskan:

Hakim Agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat

dalam masa jabatannya apabila melanggar kode etik dan/atau

pedoaman perilaku hakim.

Pasal 23 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan:

Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila

melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Pasal 20 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum, menegaskan:

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak

dengan hormatdarijabatannya denganalasan melanggar kode

etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 20 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan:
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Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak
dengan hormatdarijabatannya denganalasan melanggar kode
etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh

Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Pasal44 ayat (1) Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

Pengawasan hakim konstitusidilakukan oleh Majlis Kehormatan

Hakim Konstitusi.

Dari urian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa
dibentuknya sanksi adalah agar peraturan itu memiliki daya efektivitas
sehingga ditaati semua orang. Sebaliknya, suatu peraturan tanpa sanksi
maka peraturan itu tidak memiliki daya paksa secara fisik. Begitu juga
keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, memiliki sanksi-sanksi yang telah
ditentukan agar para hakim selalu menaati ketentuan tersebut baik di
dalam atau di luar waktu tugas.

Dari 10 prinsip kode etik hakim, tidak semuanya memiliki
hukuman pidana apabila dilanggar. Karena kode etik adalah norma bukan
hukum, maka dari itu hanya beberapa poin saja yang termasuk
pelanggaran pidan apabila dilanggar, sepertipemberian hadian atau janji
yang dapat mempengaruhi putusan.

Ketika Mahkamah Agung sudah mendapatkan laporan terkait
penaggaran kode etik hakim yang berasal dari sumber-sumber di atas,
maka Mahkamah Agung harus segera memprosesnya sehingga tidak
melewatibatas waktu yang telah ditentuankan untuk memeriksa yaitu 60
hari terhitung dair hari pertama laporan itu diterima Mahkamah Agung.

Dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap anggota hakim
yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap kode etik hakim harus
memerhatian beberapa hal: Pertama, pemeriksaan terhadap anggota
hakim yang dituduh melakukan pelanggaran harsu dilakukan secara
tertutup. Kedua, pemeriksaan harus memberikan kesempatan seluas-
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luasnya kepada anggota yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri.
Ketiga, pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang
atau lebih dari anggota yang ditunjuk oleh yang bersangkutan atau yang
ditunjuk organisasi. Keempat, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota Komisi
Kehormatan Profesi Hakim dan yang diperiksa.
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BAB V

KOMPARASI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
DI INDONESIA (KEPPH) DAN KONSEP KODE ETIK AL-
MAWARDI DALAM KITAB ADABU AL-QADI

A. Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH) serta Kode Etik Hakim Konsep al-Mawardi

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan
memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip
bahwasemua orang samakedudukannya didepan hukum. Dengan demikian,
tuntutan yang paling mendasardari keadilan adalah memberikan perlakuan
dan memberikesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap
orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di
bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang
adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan
orang.'®” Penerapan:

a. Umum

1. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan
menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan
imbalan.

2. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar
pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan
kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

3. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan
pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang
bersangkutan.

197 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI,
2009), hal. 6.
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4. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang
tengah berperkara atau kuasanyatermasuk penuntut dan saksi
beradadalam posisiyang istimewa untuk mempengaruhi hakim
yang bersangkutan.

5. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang
menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan,
prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin,
agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau
mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar
kedekatan hubungan dengan pencarikeadilan atau pihak-pihak
yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan
maupun tindakan.

6. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada
semua pihak vyang terlibat proses persidangan untuk
menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam
butir (5).

7. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau
melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan
memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para
pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula
menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat,
penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada
arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

8. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan
tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.

9. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan
atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau
mengontroljalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan
perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

b. Mendengar Kedua Belah Pihak

1. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap
orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang
mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di
pengadilan.
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2. Hakimtidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara
di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan
gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan
yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang
berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan
ketidakberpihakan.
Perilaku adil dalam dunia kehakiman disimbolkan dengan
CAKRA, yaitu senjata ampuh dari dewa keadilan yang memusnahkan
segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan yang berarti adil.
Kata keadilan dalam Al-Qur'an menggunakan kata ‘ad/ dan gist. ‘Adl
mengandung pengertian vyang identik dengan samiyyah berarti
penyamarataan (equalizing), dan kesamaan (leveling). Penyamarataan dan
kesamaan ini berlawanan dengan Zulm dan jaur (kejahatan dan
penindasan).%®

Terkaiat masalah keadilan, al-Mawardi mengutip beberapa ayat
AlQuran yang memlikikolerasi dengan halini. Salah satunya adalah surat
al-Nisa ayat 58: )

() J33U 154835 &1 el 5 ke 1315 (alaT J1 el 15355 &1 854 @l &)
Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya
dengan adil...(58)

Ayat ini dikutip oleh al-Mawardi sebagai landasan hukum utama
yang bersumber dari Al-Qur’an tentang kewajiban adanya lembaga
kehakiman.?®® Masih dalam konteks yang sama, al-Mawardi juga
mengutip ayat lain yang berhubungan dengan keadilan, yaitu surat Sad
ayat 26, yaitu:

198 Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology, (New Delhi, Sterling Publishers,
1990), hal. 59.

199 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad Adabu al-Qddi. Tahgiq Muhyi Hilal al-Sarhan, (Baghdad:
Al-Irsyad, 1971), lilid. 1, hal. 126.
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Artinya: (Allah berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami
jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan

S5 &5 Vg 5 el 155 1SS6 (a3 § Lk elilas B 55100

(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganiah
engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan
engkaudarijalan Allah. Sungguh, orang-orangyangsesat dari
jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka
melupakan hari perhitungan." (Sad[38]:26)

Al-Mawardi berkata bahwa kalimat @:db mempunyai dua
penafsiran, pertama adalah bermakna J4sJL (dengan adil), makna kedua
adalah bl ¢l sl 3=>Jb (dengan kebenaran yang Allah haruskan atas
kamu),2%° kemudian pada kalimat (s34l @» Y5 juga memiliki dua penafsiran
menurut al-Mawardi, pertama adalah bermakna olgg3 0 2o JoJl “condong
kepada seseorang yang dikehendaki hawa nafsumu”; makna kedua adalah
0945 Loy @S5 Ol “menghukumidengan hawa nafsumu”.2°* Maka maksud ayat
ini adalah sudah seharusnya bagi hakim untuk memberi keputusan dengan
adil dan tidak berpihak kepada salah satu orang yang berperkara.

Islam sangat menjunjung tinggisikap dan perilaku adil, maka dari itu
Allah subhanahu wa ta‘ala telah mengatur hubungan sosial setiap manusia
dengan orang lain, dan menyempurnakan bagi manusia sebuah karunia,
akhlak dan aturan-aturan di setiap sendi kehidupan. Islam juga menjamin
bagi setiap individu untuk mendapatkan haknya dalam kehidupan
bermasyarakat, sehingga Islam menjadikan prilaku adil sebagai ukuran bagi
setiap manusia untuk bisa mendapatkan haknya dan juga melaksanakan
kewajibannya tanpa ada yang merasa dirugikan.

Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam surat al-An‘am
ayat 152, yang maksudnya bahwa “Apabila kamu mengatakan sesuatu,
maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan
kerabat dengan kamu”. Dalam surat al-Maidah ayat 42 Allah
memperingatkan bahwa “Jika engkau menghukum, maka hukumlah di

200 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddr, .. Jilid. 1, hal. 118.
201 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi, .. Jilid. 1, hal. 119.
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antara mereka dengan adil, karena sesungguhnya Allah mengasihi
orangorang yang berlaku adil”.?°?

Keadilan adalah milik semua orang tanpa dibedakan ras, jenis
kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau
mental, usia, atau status sosial ekonomi, bahasa, warna kulit dan nasab.
Sebagai contoh bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan adalah
sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi tentang seorang wanita dari
bani Makhzumiyyah yang telah mencuri. Dalam sebuah riwayat
dijelaskan:

£329 ) 8936 (3 el ddde dll o bl Sy dge 3 S0 Blyal o

JB 1S ) 9>y > (3 25T 10U el g e ) Lo bl Jouny
e G5 cadas bl Ugeny A sl O Ladd .ol Uy b J Skiaed : Aaludd
G 13] 19385 0T (ST (ol @l Ladld ey Lol 1 JIB (o3 ¢ dlal 90 Loy ]
s (g ¢ Al dle 081 Capnall ogad (Bmw 1319 ¢ 0953 L il @gud
Ll Eabal) E& deswe Cdo dabld O ¢ o deseo

Artinya: “sesungguhnya ada seorang wanita yang mencuri pada zaman
Rasulullah di saat terjadinya perang al-Fath, sehingga berita
itu membuat golongannya terkejut lantas mengahdap
Usamah bin Zaid agar bisa memberikannya bantuan dengna
cara melobi Rasulallah, Urwah berkata: “ketika Usamah
membicarakan hal tersebut kepada Rasulullah, beliau
langsung berubah raut mukanya dan berkata: ((apakah kalian
ingin menawar sebuah hukuman yang telah Allah tetapkan)),
Usamah berkata: “Ampunisaya wahay Rasulullah”. Kemudian
setalah datang waktu senja Rasulullah menyampaikan
khutbah, setalah membujiAllah sebagaipendahuluannya lalu
beliau berkata: “sesungguhnya orang-orang sebelum kalian
telah binasah disebabkan karenaapabila orang-orang mulia di
antara mereka mencuri, mereka membiarkannya dan tidak
diberi hukuman. Akan tetapiapabila orang-orang lemah yang
mencuri lantas mereka langsung memberi hukuman kepada
orang lemah itu, demi Zat yang mana nyawa Muhammad ada

202 Wildan Suyuthi, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 168.
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dalam genggamannya, jikalau saja Fatimah binti Muhammad
mencuri, niscahya akan aku potong tangannya”, kemudian
Rasulullah  memerintahkan agar wanita itu dipotong
tangannya, setelah tangannya dipotong dia bertobat dan
menikah...(H.R. alBukhari)

Termasuk dari perilaku adil yang harus ditunjukan oleh seorang
hakim adalah mendengar kedua belah pihak sebagaimana telah tertera
dalam kode etik hakim di atas. Al-Mawardijuga mengutip dalam kitabnya
terkait hal ini, yaitu pesan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib
ketika beliau menjadikan Ali sebagai hakim di suatu daerah di Yaman,
Nabi Muhammad berpesan: “jika datang kepadamu dua orang yang
bertikai, maka janganlah kamu memutuskanperkarauntuksalah satunya
sebelum kamu mendengar perkataan dari yang lain” lalu Ali berkata:
“setalah saat itu tidak ada satu hal pun yang menyusahkanku”.2%3

Masih dalam konteks adil/keadilan, konsep kode etik al-Mawardi
sangat menjunjung tinggi perilaku adil. Hal ini terlihat jelas dalam aturan
kode etik perilaku hakim terhadap para saksi dan dua orang yang
bertikai.??* Sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya.

Sebagai contoh perilaku adil kepada para saksi, hakim harus
menjawab salam keduanya dan tidak boleh hanya menjawab salam salas
satunya saja padahal keduanya sama-sama mengucapkan salam kepada
hakim. Bahkan hakim harus memberikan porsi yang sama apabila dalam
menjawab salam ada tambahan kata yang hakim ucapkan.2°® Sebagai
bentuk perilaku adil juga, dalam proses persidangan hakim tidak boleh
membantu saksi dari kedua belah pihak dalam menyampaikan
kesaksiannya, apalagihanya membantu salah satu pihak saja, hal tersebut
tidak menunjukan prilaku adil dari seorang hakim, maka larangannya
dalam hal ini semakin keras.2%®

Dalam hal ini ada sedikit perbedaan. Hakim boleh
mengistimewakan salah satu saksi tergantung status sosialnya yang

203 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad Adabu al-Qddr,.. Jilid. 1, hal. 131.
204 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad Adabu al-Qadi,.. Jilid. 2, hal. 245-257.
205 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad Adabu al-Qadi, .. Jilid. 2, hal. 245.
206 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad Adabu al-Qadi, .. Jilid. 2, hal. 248.
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membuat dia lebih istimewa dari saksi yang lain, tolok ukurdalam hal ini
adalah aspek keilmuan dan jabatan di masyarakat.?°’ Konsep ini sesuai
denganteori keadilan distributief Aristoteles, yang berpandangan bahwa
keadilan ialah memberikan kepada setiap orang porsi menurut
prestasinya.2%®

Adapun perilaku adil yang harus ditunjukan hakim kepada dua
orang yang bertikai, dijelaskan lebih diperinci oleh al-Mawardi. Karena
mereka adalah sebagai subjek pencari keadilan dan objek yang akan
menerima putusan hakim. Berangkat dari hal itu, maka sikap adil seorang
hakim harus lebih ditunjukan dan diaplikasikan kepada dua orang yang
bertikai dalam persidangan. Sebagai contoh etika hakim vyang
menunjukan prilaku adil terhadap dua orang yang bertikai, hakim tidak
boleh mempersilahkan masuk salah satunya terlebih dahulu, tapi harus
mempersilahkan keduanya masuk bersamaan, walaupun salah satunya
lebih mulia dari yang lain, baik dari segi keilmuan atau status sosial.
Begitupun tidak boleh ada perbedaan dalam hal ini antara budak dengan
orang merdeka atau muslim dengan non muslim.2%°

Dari sini kita dapat menggambil kesimpulan bahwa konsep kode
etik Indonesia dam al-Mawardi sangat menjunjung tinggi prilaku adil bagi
semua orang dan tidak membedakan ras, jenis kelamin, agama, asal
kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status
sosial ekonomi, bahasa, warna kulit dan nasab, sehinggajikalau saja yang
mencuri itu anak Nabi sendiri maka harus dihukum juga demi tegaknya
keadilan.

Kedilan adalah hal paling dicari oleh setiap orang. Maka dari itu,
ketika ada sebuah pertikaian mayarakat mendatangi pengadilan untuk
mencari keadilan, bukan mencari kejujuran atau integritas dari lembaga
kehakiman. Dalam kata lain, yang dibutuhkan dari putusan hakim adalah
keadilan agar tidak ada yang terzalimi atau menzalimi, sedangkan
sifatsifat lain dalam kode etik hakim hanya pendukung agar hakim bisa
berbuat adil dalam menetapkan hukum.

207 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad Adabu al-Qadi, .. Jilid. 2, hal. 245.
208 Carl Joachim Friedrich, The Philosophy Of Law In Historical Perspective,...hal. 239.
209 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad Adabu al-Qadi, .. Jilid. 2, hal. 249.
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Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat Sad ayat
26, ketika Nabi Daud dijadikan khalifah di muka bumi, perintah pertama
Allah kepadanya adalah untuk berlaku adil dan jangan mengikuti hawa
nafsu yang dapat menyesatkan. Begitu Hadist Nabi yang menerangkan
bahwa keadilan ada diatas segalanya, baik itu status sosial, harta, jabatan,
nasab dan lain-lain. Hal ini dibuktikan oleh Nabi dalam Hadist di atas
bahwa siapapun yang berhak diberi hukuman, maka dia harus
menerimanyawalaupun itu kerabat bahkan anak sendiri, sepertiFatimah
anak Rasullah apabila dia berbuat salah maka hukuman harus ditegakkan
sebagai bentuk keadilan.

Perilaku adil merupakan nilai dasar profesi hukum, maka untuk
mewujudkan hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa dan memilii
nilai-nilai dasar tersebut, sudah semestinya hakim berprilaku adil. Ini
merupakan suatu bentuk penerapan konsepagar terwujudnya hakim dan
lembaga peradilan yang berwibawa, bahwa seluruh hakim harus
menegakkan dan menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim
secara totalitas.

Dari uraian di atas juga, penulis dapat menyimpulkan bahwa
definisi adil dalam KEPPH ini, sesuai dengan teori keadilan Jhon Rawls.
Pandangan Rawls dalam keadilan memposisikan adanya situasiyang sama
dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada
pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara
satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat
melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai
suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif
dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom),
dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat
(basic structure of society).Dalam kata lain, semua orang sama di mata
hukum tanpa ada yang membeda-bedakan baik dari segi jabatan sosial
dan lain sebagainya. Karena Dalam pandangan John Rawls terhadap
konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama,
diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan
yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas
kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.?°

210 John Rawls, A Theory of Justice, (London: Oxford University Press, 1973), hal. 20-23.
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2. Berperilaku Jujur
Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang
benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong
terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan
hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap
pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam
persidangan maupun diluar persidangan.?!! Penerapan: a. Umum

1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan
yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan
tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu
menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak
hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap
ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

b. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya

1) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami
atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim
lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah,
warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
a. Advokat;

Penuntut;
Orang yang sedang diadili;
. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;

® o0 o

Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau
kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan
yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau
mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam
menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang
ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan

211 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: 2009), hal. 8.
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atau dimaksudkan untuk mempengaruhihakim dalam pelaksanaan
tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara
atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang
tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau
peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya
tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian
tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana
dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang

Tindak Pidana Korupsi.

2) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau
pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan
hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah,
hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun
sehubungan dengan segala halyang dilakukan atau akan dilakukan
atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan
dengan tugas atau fungsinya dari: a. Advokat;

b. Penuntut;

C. Orangyang sedang diadili oleh hakim tersebut;

d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim
tersebut;

e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau
kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan.
yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi
hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

C. Terima Imbalan dan Pengeluaran / Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk

kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik

kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak
mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang
bersangkutan.

d. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda
Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling
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lambat 30 (tiga puluh) harikerja terhitung sejak tanggal gratifikasi

tersebut diterima.

2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat,
sertabersedia diperiksa kekayaannyasebelum, selama dan setelah
menjabat.

Jujurdalam dunia kehakiman dilambangkan dengan TIRTA, yaitu air
yang membersihkan segala kotoran di dunia yang berarti hakim itu harus
jujur.22Kejujuranadalah jalan keselamatan dan merupakan langkah awal
dari suatu kebaikan, berprilaku jujur merupakan juga nilai dasar dari
profesihakim, dan sebagaisifat yang dimiliki orang-orang mukmin, orang-
orang shaleh dan para Nabi. Bahkan Allah memuji sifat jujur dan
menyebutkannya sebagai sifat para ahli surga dan memerintahkan
manusia untuk selalu bersikap jujur. Rasulullah SAW. juga terkenal
denganjulukan Y @sLall “orang jujurdan terpercaya”. Maka bersikap
jujur adalah sebagai bentuk ketaatan kita untuk senantiasa bermoral
seperti para Nabi yang diutus.

Sifat jujur adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim
terlebih lagi seorang hakim yang bertugas memberi keadilan bagi orang
lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Taubah ayat 119:

(D el 55585 155l 0 0
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah,
dan bersamalah kamudengan orang-orang yang benar”.(119)

Sifat jujur menjadi pondasi utama dalam setiap sendi kehidupan,
maka dari itu selain kita harus jujur kepada Allah, diri sendiri, ketika
bersosialisasi, kita juga harus jujur kepada orang lain. Hal ini yang menjadi
titik berat bagi seorang hakim yang dituntut harus bersikap jujur kepada
semua pihak dalam persidangan.

Salah satu dari jenis bersikap jujur adalah jujur kepada orang lain,
dalam kata lain seseorang tidak boleh membohongi orang lain dalam
perkataannya. Orangjujur ucapan dan perbuatannya harus sesuaidengan
kenyataan. Apabila seseoangtidak bisa bersikap jujur, maka dia termasuk

212 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 117.
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yang memiliki sifat orang-orang munafik. Diriwayatkan dalam sebuah
Hadist bahwa Rasulullah SAW. bersabda:
Gl 13] 1 BB 380l &1 ) ¢ B play ale 1 Lo o) e s ol 3e
(59)213 lunns (33) ()l el ( O gyl 1315 ¢ calsl Sy 1315 « 38
Artinya: “Dari Abu Huraira R.A. dari Nabi Salallahu ‘alahi wa sallam
bersabda: Ciri-ciri orang munafik ada tiga: apabila berbicara
selalu berdusta; apabila berjanji selalu mengingkari; dan
apabila dipercaya selalu berkhiyanat”. (HR. Al-Bukhari).

Dalam kode etik hakim di atas, terdapat larangan terhadap hakim
untuk menerima hadiah atau sejenisnya, halitu diatur agar seorang hakim
selalu berprilaku jujur dan tidak berpihak kepada salah satu orang
disebabkan jasayang telah diberikan kepada hakim. Hal itu semata-mata
agar menunjang kinerja hakim dalam berperilaku jujur dan menghindari
kecurigaan yang akan muncul dari pihak lain.

Pada dasarnya menerima hadiah adalah perkara vyang
diperbolehkan walaupun memberihadiahitu bukan hal yang disunahkan
bagi pemberi, dan boleh menerima hadiah dari siapapun yang
memberikannya, bahkan hal itu merupakan cara agar lebih mempererat
hubungan satu sama lain dalam bersosialisasi. Dalam sebuah Hadist
pernah diriwatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah berpesan kepada para
sahabatnya: "saling memberi hadiahlah kalian! maka kalian akan saling
mencintai".?* Akan tetapi kebolehan ini dikecualikan apabila
dikhawatirkan dalam menerima hadiah itu akan terjadi kerusakah atau
timbul masalah, termasuk dalam hal ini adalah pemberian hadiah kepada
hakim.

Para fugaha berpendapat bahwa seorang hakim tidak
diperkenankan menerima hadiah dari penggunggat atau tergugat, karen
hal itu dapat menimbulkan kecurigaan akan terjadinya penyimpangan
atau sikap memihak, bahkan lebih dari itu, hukumnya bisa menjadi
makruh bagi hakim untuk menerima hadiah dari siapapun. Hal ini pernah
terjadi pada khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau mengembalikan

213 Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhdri, (Libanon: Dar Tauq al Najat, 1422
H). Jilid.1, hal. 16, No. 33.

214 Al-Baihagqj, al-Sunan al-Kubrd, (Bairut: Dar Kutub al-‘llmiyyah: 2003), Jilid. 6,

hal. 280, N0.11946.
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hadiah kepada pemberinya, kemudian ada seseorang berkata kepadanya:
"sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah menerima hadiah", kemudian
Umar menjawab: "pemberian itu bagi Nabi adalah sebuah hadiah, dan
bagi kita adalah sebuah suap/sogokan", halini disebabkan karenaorang-
orang muslim menggunakan cara ini agar bisa mendekatkan diri kepada
Nabi karena kanabiannya, dan karena Nabi itu ma‘sum dari hal-hal yang
ditakuti dari pemberian hadiah tersebut sedangkan orang lain tidak
seperti itu.2’> Pemberian hadiah ini bisa menjadi ukuran untuk semua
jenis manfaat yang diberikan penduduk suatu negerikepadahakim yang
bertugas di tempatitu. Dalam kata lain, semua jenis hadiah atau manfaat
makhruh hukumnya diberikan kepada hakim.?®

Hal ini didasarkan juga kepada sebuah Hadist shahih bahwa
Rasulullah SAW. pernah bersabda J 3 <1521 G1a dalam riwayat lain Jlea!
Jele Glud “hadiah-hadiah yang diterima para pejabat/pegawai adalah
suatu bentuk korupsi”.?'’ Jika seorang hakim menerima hadiah dari
seseorang yang berperkara, maka hendaklah segera mengembalikannya
kepada orang yang memberikannya. Jika ia tidak mengetahui lagi orang
yang memberikannya, maka hadiah yang sudah diterima itu diserahkan
kepada baitul mal, karena baitul mal lebih berhak darinya. Jika
pemerintah yang memberikan hadiah tersebut boleh diterima asalkan
tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang ditangani.

Tentang praktik suap bahkan Islam bukan hanya mengecam orang
yang menyuap dan menerima suap, orang yang jadi perantara suap pun
sangat dikecam. Ketiganya diancam masuk ke dalam neraka. Rasulullah
SAW. sendirimenyindir orang yang mau melakukan praktik suap/korupsi
sebagai orang yang tidak tahu malu. Jika malu sebagai salah satu cabang
iman, maka orang yang melakukan praktik suap/korupsi merupakan

215 |bnu Farkhi(n, Tabsiratu al-Hukkdm, (Kairo: Maktabah al-Kulliyyat alAzhariyyah, 1986),

jilid.1 hal.33. Lihat juga al-Mughni, Jilid. 3, hal. 37. Raud al-Nadir Syarh Majm@* al-Figh al-Kabir,
Jilid. 2, hal. 119.

216 Abdul karim Zaidan, Nizdm al-Qaddr fi al-Syari*ah al-Islémiyyah, (‘Aman: Maktabah al-

Basyair,1989), hal. 65.

217 Al-Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, al-Ahkdm al-Sultdniyyah, (Beirut: Dar alFikr, t.th.),

hal. 100. Lihat juga al-Baihaqf, al-Sunan al-Qubrd, (Baitur: Dar al-kutub al ‘limiyyah, 2003), Jilid.
10, hal. 233, No. 20474.
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tandatanda orang yang tidak beriman.2® Berikut ini Hadist-Hadist yang

menerangkan tentang larangan suap dan korupsi.

Sabda Nabi SAW:
s alag dule Q1 Lo ElUB B L2 il (ooy09 48 o U1 A2 32
219 (alakall olg)) « Wl (3 (88,0015
Artinya: “Dari Abdillah bin Amr R.A. Nabi Salallahu ‘alahi wa sallam
bersabda: Pemberi dan penerima suap akan maksuk ke
dalam neraka” (HR. Tabarani)

0l gyady U0 plas e D) o Il Jodoy (2 a2 I (o2 063 32
220 ) 3lmll olgy( Legish (sl (535 « (31NN (a3 yall5 (ol
Artinya: “Dari Stauban R.A. dari Rasulullah Salallahu ‘alahi wa sallam
bersabda: Allah mengutuk orang yang menyuap, orang yang
menerima suap, dan orang yang menjadi perantaranya” (HR.
Tabarani)
e by 0B alas ale Al Lo o o iz Dl opyB05h Gl 2
(ool { cplyndl gy &1 Il ol el 15T 2l Sy F el ol
221
Artinya: “Dari Abu Huraira R.A. dari Nabi Salallahu ‘alahi wa sallam
bersabda: Akan datang pada manusia suatu zaman yang
tidak pedulilagi seseorang tentang apa-apa yangia ambil,
apakah yang halal atau haram” (HR. al-Bukhari)

Lony M) i e Al o Sl o UG el 52 (@i 2 685m301 y2

222) 4zl opl olg,( €Ol Go dasks 2Ll Bln 1S csldl (B Bl

Artinya: “Dari Zuhri dari Salim dari ayahnya berkata: Nabi mendengar
seseorang yang menasehati saudaranya tentang rasa malu,

218 Wildan Suyuthi, Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim, (Jakarta:

Mahkamah Agung RI, 2004), hal. 31.

219 Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani, al-Du’G li al-Tabrdni, (Baitur: Dar al-kutub al-
‘llmiyyah, 1413 H), hal. 579, No. 2094.
220 Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani, al-Du'd Ii al-Tabardni,...hal. 580, No. 2101.
221 Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Sah’h al-Bukhdri, (Libanon: Dar Tauq al Najat, 1422

H). Jilid. 3, hal. 55, No. 2059.

222 |pnu Majah, Sunan Ibnu Mdjah, (Damaskus: Dar lhya al-kutub al-‘Arabiyyah, t.th), Jilid.

1, hal. 22, No.58.
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lalu Nabi bersabda: Sesungguhnya sifat malu sebagian dari
iman”. (HR. Ibnu Majah)

223 ) 3913 gaf olg )( « i o bl il @ I13) J 99 892301 #38 &y0
Artinya: “Dari Abi Masud berkata: Rasulullah éalallahu ‘alahiwa sallam
bersabda: perkara yang diketahui manusia dari perkataan
nubuwah pertama adalah: Apabila kamu tidak mempunyai
rasa malu, maka berbuatlah sesukamu”. (HR. Abu Daud)

o) 2530 Lo O 2y ke Al oo Bl Ugey DB 1B 92t T &

U0 plag aule 4l o gl o &k Ll oo 01 a2 (2 ¢ Jils ol B2
55 i) ) B i ) itb 5501 815 ¢ J] ke Gl B
5 QW J) e ) Ol ¢ po3d)l J) sady QI8N Bl oo B0
24 ) oo olg( «GI3S 1 ig <K B S U2
Artinya: “Dari Abi Wail dari Abdillah R.A. dari Nabi Salallahu ‘alahi wa
sallam bersabda: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan
kepada kebajikan, dan kebajikan itu menunjukkan kepada
surga. Dan senantiasalah seorang berlaku jujur dan
mendayaupayakan kejujuran sehingga ditulis akan dia di sisi
Allah dengan nama orang yang sangat jujur. Dan jauhkanlah
akan dusta, karena dusta itu menunjuk kepada kecurangan,
dan kecurangan itu menunjuk kepada neraka. Dan seseorang
yang berlaku dusta dan mendayaupayakan dusta, sehingga
ditulis akan dia di sisi Allah dengan nama orang yang sangat
pendusta”. (HR. Muslim)

Jika merujuk kepada Hadist-Hadist di atas, maka kejujuran adalah
sifat yang harus dimiliki oleh manusia terlebih seorang hakim. Dalam
menangani suatu perkara, seorang hakim harus melihat secara objektif,
apa adanya, tanpa mengurangi atau menambah apa yang ada. Hakim
tidak boleh menyembunyikan suatu kebenaran hanya karena ia ingin

223 Sulaiman bin al-Asy'ast, Sunan Abf Dadd, (Bairut: Maktabah al-‘Asriyyah, t.th), Jilid. 4,
hal. 252, No. 4797.

224 Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Bairut: Dar lhya al-Turast al-‘Arabi, t.th), Jilid. 4, hal.
2012, No. 2607.
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memenangkan salah satu pihak yang berperkara. Apa yang benar harus
diungkapkan dan dikatakan dengan benar, dan yang salah harus diungkap
dan dikatakan salah, tidak boleh dibalik-balik, yang salah menjadi benar
dan yang benar menjadi salah.

Dalam rangka melestarikan dan menjunjung tinggisifat jujur, kode
etik al-Mawardi juga mengatur masalah terkait hadiah yang diberikan
kepada hakim. Sebagaimanatelah dijelaskan di atas, bahwa dasar hukum
memberihadiah adalah boleh, namun lain halnya dengan profesihakim.
Hakim tidak boleh menerima hadiah, apalagi yang bertujuan untuk
mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara, maka hal itu lebih
berdosa dan keharamannyapun lebih keras. Sebagaiman telah
diterangkan dalam Hadist yang diriwayatkan Abu Huraira bahwa Nabi
pernah bersabda: “Allah mengutuk orang yang menyuap dan orang yang
disuap dalam perkara hukum”. Penyebutan kata “hukum” dalam Hadist
tersebut menunjukan bahwa praktik suap menyuap dalam ranah hukum
lebih besar bahaya dan dosanya.??*

Dalam konteks ini, al-Mawardi memaparkan bahwa hakim dalam
menerima hadiah terbagi menjadi tiga keadaan, yaitu:22°
1. Hadiah yang diberikan dalam menjalankan tugasnya dan diberikan

oleh orang yang berprofesi sama dengan hakim. Dalam hal ini orang
yang memberi hadian memiliki tiga kadaan. Pertama, orang tersebut
sebelumnyatidak pernah memberikan hadian kepada hakim sebelum
ia menjabat, maka hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang
tersebut. Baik ketika memberikan hadiah tersebut sedang
berlangsungnya proses persidangan ataupun tidak. Karena berpotensi
mereka berduaakan melakukan persidangan terhadap satu samallain.
Dalam keadaan sepertiini hadiah tersebut bisa jadi bentuk suap bagi
orang yang bertikai atau menjadisebuah hadiah yang dilarang apabila
diberikan dari orang yang sedang bertikai; Kedua, pemberi hadiah
memang sudah biasa memberiakan sesuatu kepada hakim sebelumia
menjabat menjadihakim baik atas dasar persaudaraan atau tali kasih,
akan tetapi apabila pemberi hadiah tersebut sedang menjalankan
proses persidangam, maka hakim tidak boleh menerima hadiah

225 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad Adabu al-Qadi, .. Jilid. 2, hal. 279.
226 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad Adabu al-Qdadi,.. Jilid. 2, hal. 279-281.
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tersebut, karenaakan menimbulkan rasa keberpihakanterhadap yang
memberi; Ketiga, pemberi hadiah memang sudah biasa memberikan
sesuatu kepada hakim sebelum ia menajabat menjadi hakim, dan
pemberi hadiahpun sedang tidak menjalankan proses persidangan.
Jika barang yang diberikan berbeda dan lebih dari biasanya maka
hakim tidak boleh menerima. Akan tetapi, jika barang yang diberikan
sama, maka hakim boleh menerimanya, walaupun ada pendapatyang
melarangnya.

2. Hadiah diberikan dalam menjalankan tugasnya dan diberikan oleh
orang yang tidak tidak ada hubungannya dengan tugas hakim. Dalam
hal ini pemberi hadian terbagi menjadi tiga keadaan, yaitu: Pertama,
pemberi hadiah langsung menghadap hakim karena hadiah tersebut,
maka hakim tidak boleh menerima hadiah darinya; Kedua, pemeberi
hadiah tidak menghadap hakim secara langsung, akan tetapi
menitipkannya, dan dia sedang menjalankan proses persidangan,
maka itu termasuk praktik suap menyuap, karenaada proses meminta
dan dipinta; Ketiga, hadiah dititipkan oleh orang yang tidak sedang
dalam proses persidangan, maka hakim boleh menerima hadiah
tersebut, walaupun ada pendapat yang melarangnya.

3. Hadiah diberikan bukan dalam tugas hakim dan diberikan oleh orang
yang tidak ada sangkut pautnya dengan persidangan. Dalam hal ini
hakim boleh menerima hadiah, contohnya ketika hakim sedang
melakukan perjalanan dan membutuhkan bantuan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia ada pasal khusus yang
berkaitan dengan tindak pidana suap/korupsiyaitu ketentuan Pasal 43
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka
dibentuk KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangindependen
dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana
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korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).227

Dari urian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kejujuran
adalah jalan keselamatan dan merupakan langkah awal dari suatu
kebaikan, dan sebaliknya ketidakjujuran atau kecurangan adalah jalan
kehancuran dan merupakan langkah awal dari keburukan. Karena sekali
sesorag berbohong/tidak jujur, maka dia harus terus berbohong untuk
menutupikebohongannyayang pertama, begitulah seterusnya hingga dia
hidup dalam kebohongan dan ketidakjujuran.

Kejujuran sangat dibutuhkan oleh setiap orang apalagi hakim,
karena sifat jujur dapat mendorong hakim untuk berprilaku adil dalam
memutuskan perkara. Jujur sangat erat kaitannya dengan adil, dengan
kejujuran hakim akan memberikan keadilan kepada yang berhak, tapi
tanpa kejujuran hakim bisa saja memberikan Sesutu bukan kepada yang
berhak menerimanya.

Untuk mendukung agar hakim selalu bersikap jujur dan tidak
menjadi objek kecurigaan masyarakat, kode etik hakim dan kode etik
konsep al-Mawardi mengatur bahwa hakim tidak boleh menerima hadiah
sebagaimana yang sudah dijabarkan di atas. Hal ini untuk menjauhkan
hakim dari prkatik kolusi, korupsi dan nepotisme yang sangat terbuka
lebar bagi hakim untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, karena
posisinya sebagai figure central dalam menetapkan hukum.

Fakta di masyarakat saat ini, kebobrokkan lembaga peradilan
disebabkan tidak jujurnya hakim dengan melakukam praktik
suapmenyuap dan kepentingan pribadi atau golongan, maka dari itu
pemerintah membentuk lembaga KPK untuk memfokuskan di bidang ini
demi terciptanya lembaga Negara yang jujur dan adil khusunya lembaga
kehakiman. Agamajuga sangat mengecam ketidakjujuran dengan praktik
suap menyuap, ancamannya sangat menakutkan dalam agama bagiorang
yang tidak jujur terlebih utama hakim.

Berperilaku jujur merupakan sikap moral, yang berkaiatn dengan
suara hati atau sikap batin manusia. Sanksiyang didapat dari pelanggaran

227 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Trinity, 2007), hal. 55.
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moral tidak bisa dipaksakan, sebab paksaannya hanya menyentuh bagian
luar, sedangkan perbuatan etis berasal dari dalam, satu-satunya sanksidi
bidang moralitas hanya hati yang tidak tenang. Maka dari itu, aturan
moral membutuhkan hukum agar semakin terwujud secara lebih pasti
dalam perilaku konkret. Menghormati hak milik orang lain misalnya,
adalah prinsip moral, prinsip ini diperkuat dalam hukumyang melindungi
hak milik.22®

Dari uraian di atas pula, penulis dapat menyimpulkan bahwa
berprilaku jujur akan menciptakan kebahagiaan bagi individu dan
masyarakat. Dengan demikian, ini sesuai dengan teori keadilan Hans
Kelsen. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial
yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia
dengan carayang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian di
dalamnya. Disinilah nampak hubungan erat antara hukum dan moral.??°

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme,
nilai-nilai keadilan individu dapat diketahuidengan aturan-aturan hukum
yang mengakomaodir nilai-nialai umum, namun tetap pemenuhan rasa
keadilan dan kebahagian diperuntukan setiap individu.23°

Pada dasarnya moralitas hanya mengikat orang sebagai individu,
sedangkan hukum mengikat semua orang sebagai warga negara. Namun
ketika sikap jujur atau tidaknya seorang hakim dapat menimbulkan
dampak positif atau negatif bagi orang lain, khususnya para pencari
keadilan, maka perlu adanya unsur ancaman dan paksaan dalam
berprilaku jujur, inilah yang disebut dengan hukum. Hal ini sesuaidengan
pandangan Hazairin bahwa moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia
yang menjurus kepada perikebinatangan. Maka diperlukan adanya
lembaga yang mengawasi prilaku hakim dalam konteks perprilaku jujur
ini, sehingga apabila ada pelanggaran tidak hanya sanksi profesiyang ia
dapat, tapi juga ada sanksipidana yang berat. Maka KPK menjadilembaga

228 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum  Edisi Lengkap (Dari Klasik  Ke
Posmodernisme), (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hal.271.
229 Hans Kelsen, General Theory of law and State, alih Bahasa Anders Wedberg, (Clark: The

Lowbook Exchange Ltd, 1999), hal. 7.
230 Hans Kelsen, General Theory of law and State, alih Bahasa Anders Wedberg, (Clark: The

Lowbook Exchange Ltd, 1999). hal. 7.
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yang dimaksud dalam hal ini, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43
Undangundang Nomor 31 Tahun 1999.

Lain halnya dengan konsep kode etik hakim al-Mawardi, hakim
yang berprilaku korup tidak mendapat sanksipidana yang berlaku dalam
Islam. Akan tetapi hanya mendapat sanksi profesisepertipemecatan dari
jabatannya. Karena pada hakikatnya pertanggungjawaban terbesar
seorang hakim adalah di hadapan Allah, sehingga dalam konsep ini
pemecatan dianggap sudah cukup bagi hakim yang melanggar, dan di
akhiratlah menjadi tempat keadilan yang sesuai.?3!

Hal ini sesuai dengan aliran Hans Kelsen yang mengakui bahwa
keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda
atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.
Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum
alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan
hubunganhubunganmanusiayang berbeda dari hukum positif, yang lebih
tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari
penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan
norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum,
norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan
dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu
memperhitungkan akibat dari tindakannya.232
Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi
yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap
hati-hati, sabar dan santun.
Penerapan:
a. Umum:
1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum
lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari

231 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad Adabu al-Qadi,.. Jilid. 2, hal. 395-410.
232 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: 2009), hal. 10.
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situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap
keberpihakan.

3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim
yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang
berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan
perkara tersebut.

4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh
seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau
menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.

5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas
dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk
kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya
dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan
wewenang dan tugas yudisialnya.

8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para
hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan
para hakim.

9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstrayudisial, sepanjang tidak
mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain: menulis,
memberikuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan
yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan,
keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang
dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu
berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak
memihak.

2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai
substansisuatu perkaradiluar proses persidangan pengadilan, baik
terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara
lain.

3) Hakim vyang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat
menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di
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4)

5)

6)

pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan
substansi perkara dari suatu perkara.

Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam
surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi
lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada
masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara
umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansiperkara
tertentu.

Hakim tidak boleh memberiketerangan, pendapat, komentar, kritik
atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan
pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.

Hakim tidak boleh memberiketerangan, pendapat, komentar, kritik
atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah
forumilmiah yang hasilnyatidak dimaksudkan untuk dipublikasikan
yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.

. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

1)

2)

3)

Hakim dapat menulis, memberikuliah, mengajar dan berpartisipasi
dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai
hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum,
selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk
memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara.
Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi
nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum,
administrasi  peradilan, lembaga pendidikan dan sosial
kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap
kemandirian hakim.

Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai
politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah
satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat
menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut
mendukung suatu partai politik.
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4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan
amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan)
hakim.

Dalam peristilahan agama Islam, orang yang arif disebut <3)l=Jidan
dan orang yang bijaksana disebut .S>JI. Kata al-Hakim ini dalam bahasa
arab artinya orang alim yang memiliki kebijaksanaan berasal dari &>
hakama 33

Betapa pentingnya sifat bijak tersebut, sehingga cerita dalam
AlQurian Allah menampilkan Lugman al-Hakim sedemikian tinggi.
Nasehat-nasehat Lugman harus kita patuhi. Ternyata Lugman bukanlah
seorangrasulullah tetapibeliau adalah seorang bijaksanawan “al-Hakim”.
Kalau Allah memerintahkan kita agar menaati Rasul karena wahyu yang
beliau bawa, maka harus menaati Lugman karena kebijaksanaan yang
beliau miliki.

Seorang hakim harus selalu Berperilaku arif dan bijaksana kerena
dia adalah sosok pundamental dalam upaya mencari keadilan, sehingga
dia harus juga menjaga martabat dan nama baiknya dengan berperilaku
arif dan bijaksan dan menjauhkan diri dari keadaan yang dapat
mempengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam
mahkamah atuapun di luar mahkamah. ltulah sebabnya jumhur fugaha
termasuk al-Mawardi mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang
memiliki sifat al’Addlah, yakni benar percakapannya, dapat dipercaya,
terjaga dari perbuatan munkar, menghindari diri dari perbuatan dosa,
jauh dari kebimbangan, dapat dipercaya dalam keadaan marah dan
senang, bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam
masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan,
kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi
dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari
tindakannya.?3

Berperilaku arif dan bijaksana sangat erat hubungannya dengan
etika dan moral, karenamoral adalah suatu istilah yang digunakan untuk
menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau

233 Zainuddin al-Razi, Mukhtdr al-Sihah, (Bairut: al-Maktabh al-‘Asriyyah, 1999)
hal. 78.
234 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad Adabu al-Qadr,.. Jilid. 1, hal. 634.
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perbuatanyang secara layak dapat ditakar benar, salah, baik atau buruk.
Berperilaku arif dan bijaksana merupakan perbuatan baik yang akan
mendapat pujian individu yang melakukannya, juga merupakan objek
yang sama dari kajian etika dan moral. Sebagaimana Veithzal Rivai Zainal
berpendapat etika dan moral membahas tentang perbuatan manusia
selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau buruk.?** Berperilaku
arif dan bisaksana akan muncul dari hakim yang bermoral baik, begitu
juga sebaliknya.

Dalam kode etik di atas pada poin tiga penerapan umum bahwa
hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang
bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau
sebagaipihak yang memiliki kepentingan denganperkaratersebut, halini
juga telah disepakati para fugaha bahwa seorang hakim dilarang
melangsungkan persidangan dan memutuskan hukum kepada
keluarganya yang mencakup ayah, ibu, anak, cucu, suami/istri, mereka
adalah orangorang yang kesaksiannya tidak berlaku bagi hakim dalam
proses persidangan karena kedekatan hubungannya denganhakim. Sama
halnya seperti hakim, seorang mufti juga tidak boleh memberikan fatwa
untuk mereka dan hendaknya menghindari hal tersebut karena
dihawatirkan akan timbul kecurigaan terhadap hakim atau mufti
tersebut.?3®

Kemudian terkaiat kode etik tentang larangan pemberian pendapat
atau keterangan kepada publik di atas adalah bertujuan agar menjaga
informasi agar tidak bocor dan digunakan oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab sehingga mempengaruhi, menghambat atau
mengganggu keberlangsungan proses peradilan yang adil, independen
dan tidak memihak. Hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi pemalsuan
dokumen atau informasi hakim hingga menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap hasil yang ditetapkan oleh hakim dalam sebuah perkara.

Telah disinggung juga di bab sebelumnya, bahwa para ahli sejarah
menyebutkan sering terjadi pemalsuan terhadapa catatan-catatan para

235 \leithzal Rivai Zainal, Filsafat Hukum: Etika, Moral, Akhlak, dan Nilai, (Jakarta:
Universitas Trisakti, 2014), hal. 218-219.

236 |bnu ‘Abidin, Radu al-Muhtdr ‘alé Dari al-Mukhtdr, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid. 5,
hal. 442.
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raja agar mereka saling menjatuhkan satu samalain, %’ darisini kita dapat
pahami rahasia penitikberatan al-Mawardi dan kehati-hatiannya dalam
masalah ini. Maka dariitu, hakim tidak boleh melakukan sesuatu dengan
berlandasan catatan-catatannya kecuali dia ingat apa yang dicatat, letak
catatannya dan ingat juga kejadiannya. Jika dia tidak ingat hal-hal
tersebut, maka hakim dilarang menjustifikasi dengan catatannya
tersebut?*® dan hal-hal lain yang bersumber dari catatannya itu, agar
lebih berhatihati dan khawatir terjadi pemalsuan.

Lain halnya dengan pemberian informasi atau keterangan kepada
publik bahwa yang bersangkutan saat ini telah diangkat menjadiseorang
hakim di daerah tersebut, maka hal ini tidak dilarang bahkan termasuk
kode etik hakim yang pertamakali harus dilakukan. Sebagaimana
alMawardi telah menjelaskan bahwa kode etik yang pertama harus
dilakukan seorang hakim sebelum memulai tugasnya dan menempati
posisinya adalah memberikan informasi kepada penduduk setempat
tentang mengangkatannya sebagai seorang hakim di tempat tersebut,
baik dengan cara menggunakan selebaran atau utusan agar masyarakat
mengetahuiakan kewajibannyabaik dalam perkara yang dise pakatiatau
diperdebatkan. Apabila penduduk wilayah tersebut setuju untuk
menaatinya, maka diperkenankan bagi hakim baru itu untuk menempati
jabatannya dan menjalankan tugasnya. Akan tetapi, apabila seluruh
warga sepakat bahwa mereka tidak setuju bahwa yang bersangkutan
akan menjadi hakim di daerahnya, maka perkara itu ditangguhkan dan
menunggu keputusan pimpinan tertinggi/lmam.*°

Masih ada kaitannya denga kode etik di atas, dalam konsep kode
etik al-Mawardi seorang hakim harus memberikan informasi kepada
publik yaitu dua ketetapan yang menjadi pedoman bagi para pencari
keadilan ketika membutuhkannya. Pertama, hakim harus menentukan
lokasi persidangan agar warga tidak bertanya ketika ingin menghadiri
acara persidangan. Kedua, hakim harus menentukan waktu untuk
melaksanakan acara persidangan agar pemerkara dapat bersiap-siap dan

237 Ab(G al-Fida ‘Imaduddin Isma’il, al-Mukhtasar fi Akhbdri al-Basyar, (Bairut: Dar Kutub,
T. Th.), Jilid 4. Hal. 11.
238 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qdd,...Jilid. 2, hal. 78.
239 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 192.
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memudahkan warga yang ingin menghadirinya. Hakim disarankan untuk
memilih hari tertentu dalam satu minggu yaitu sabtu, senin atau kamis. 24°

Mengenai kode etik hakim dalam kegiatan keilmuan, sosial
kemasyarakatan, dan kepartaian, hal-haltersebut diperbolehkan -kecuali
menjadi pengurus atau anggota partai- jika tidak ada kehawatiran
terjadinya nepotisme dalam aktivitas seorang hakim, seperti berbisnis,
melakukan sebuah kegiatan atau profesi yang dilakukan di luar tugas
kehakiam, maka harus diperhatikan aspek pengaruh aktivitas tersebut
terhadap tugas kehakiman dan responnya terhadap aduan masyarakat.
Jika didapati bahwa aktivitas ini dapat menyibukkan dia dari tugas
kehakimannya, maka tidak boleh seorang hakim melakukan aktivitas
tersebut, dan begitu juga sebaliknya menurut sebagian ulama. Al-
Samnani berkata: "Seorang hakim adalah pegawai bagi orang-orang
muslim, maka dia tidak diperkenankan menyibukkan diridengan perkara
yang dapat mengganggu tugasnyadalam mengurus perkara orang-orang
muslim, jika aktivitas itu tidak mengganggu tugasnya yang telah diemban,
maka dia boleh melakukannya.?*!

Adapun pendapat yang kuat dalam hal di atas adalah bahwa hakim
dilarang melakukan kegiatan atau memiliki profesi lain walaupun hal
tersebut dilakukan di luar waktu tugas, karena dapat menimbulkan
kecurigaan bahwa hakim akan berpihak kepadaorang yang telah berjasa
kepadanya ketika melakukan acara persidangan dengan yang
bersangkutan. Ditambah lagi bahwa jiwa manusia itu lemah apabila
dihadapkan dengan godaan harta walaupun secara kasat mata metode
yang digunakan sah dan halal sepertimemberikan diskon dan lain-lain,
dan begitu juga kegiatan-kegiatan tersebut pasti akan mengambil waktu
hakim. Tugas seorang hakim membutuhkan pikiran yangjernih dan harus
sering meneliti khususnya di aspek ilmu fikih, berfikir dalam urusan
manusia agar bisa memberikan putusan yang benar. Jika hakim
disibukkan dengan kegiatan lain, maka tugas-tugasnya akan terbengkalai
karena pasti mengambil waktu dan pikirannya, hal ini berbahaya bagi
orang lain. Tapi konsekuensinya adalah ketika hakim dilarang untuk

240 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 1, hal. 195-196.
241 Al-Samnani, Raudatu al-Quddt, (Beirut: Muassasatu al-Risalah, 1983), hal. 432.
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melakukan kegiatan lain atau mempunyai profesi lain, maka pemerintah
harus menjamin kebutuhan hidupnya dan keluarganya.?*?

Dari uraian di atas, bersikap arif dan bijaksana sangat dibutuhkan
oleh hakim, bukan hanya dalam ruang persidangan, tapijugadiluar ruang
persidangan, bukan juga hanya dalam kehidupan pribadi, tapilebih utama
dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hal ini agar mendukung hakim
supaya menjaga martabat jabatan dan lembaga, sehingga kiranya ketika
hakim memutuskan perkara dapat diterima dengan lapang dada tanpa
ada kecurigaan karena hakim tidak bersikap arif dan bijaksana.

Pada umumnya, sikap arif dan bijaksanaterpancar dariorang-orang
yang sudah tidak muda lagi, walaupun tidak menutup kemungkinan yang
masih muda pun bisa bersikap arif dan bijaksna. Hal ini disebabkan orang
yang sudah tua dengan pengalaman hidupnya dia lebih mengerti situasi
dan kondisi kehidupan sehingga bisa bersikap sebagaiman mestinya dan
tidak menuruti ego yang biasanya ada dalam kalangan orang-orangyang
masih muda. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengatur batas usia
bagi yangingin menjadihakim, baik di tingkat pertama, hakim agung atau
hakim konstitusi.

Tidak bisa kita pungkiri, sikap arif dan bijaksana dipengaruhijuga
oleh latar belakang pendidikan seseorang serta lingkungannya. Maka dari
itu, penting juga melihat latar belakang pendidikan calon hakim agar dia
memang pantas menduduki posisi tersebut sehingga dengan dia bisa
bersikap arif dan bijaksana dalam kesehariannya.

Dari uraian di atas pula, penulis dapat menyimpulkan bahwa
terminologi berperilaku arif dan bisjaksana dalam KEPPH di atas sesuai
dengan teori deontologisme etik. Menurut teori ini, manusia itu baik
selama ia tidak melanggar norma-norma yang berlaku, termasuk di
dalamnya norma agama, hukum, kebiasaan-kebiasaan maupun
kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu.

Namun menurut Frans Magnis-Suseno, deontologi etis atau biasa
disebut etika peraturan ini menyingkirkan salah satu pengertian moral
yang paling hakiki, yaitu paham tanggung jawab. Dalam etika peraturan
paham tanggungjawab tidak muncul, karena yang dipertanyakan adalah

242 Abdul karim Zaidan, Nizdm al-Qaddr fi al-Syari*ah al-IslGmiyyah,...hal. 64.
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“apakah orang itu taat terhadap peraturan atau tidak?”.243

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak
lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh
apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang
tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran
sesuaituntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.?** Penerapan:
1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas

dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat
langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga
eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi
mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.

3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap Badan Peradilan.

Mandiri merupakan nilai dasar profesihukum yang mengharuskan
hakim memutus perkara berdasarkan keyakinan hati nurani; merdeka
(berdiridi atas semua pihak); bebas dari pengaruh siapapunjuga. Sebuah
nilai dasar profesitidak harus secara eksplisit disebutkan kata perkata di
dalam rumusan kode etik. Satu kata kunci dapat saja dicerminkan oleh
beberapa kata yang kurang lebih bermakna sama, seperti kata “bebas”
yang bisa dituliskan dengan kata “merdeka” atau “mandiri”.

Merdeka/kebebasan merupakan unsur penting dalam norma
moral. Hal ini sangat esensial, mengingat norma moral itu adalah norma
yang otonom, yang disebut oleh Hans Kelsen dengan regulations of
internal behavior. Jadi, selalu ada pilihan (alternatif) bagi manusia untuk
bersikap dan berprilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.?*®

Dalam tin tindakan manusia baik cara berfikirnyamaupun sifatnya
tidaklah samaterutama dalam segikemandirian dan kebebasan, sehingga

243 Frans Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta:
Kanisius, 1991), hal. 103.

244 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: 2009), hal. 13.

245 Hans Kelsen, General Theory of law and State,...hal. 30.
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dalam implementasinyapun banyak sekali usaha yang baik mendapat
tantangan dan hambatan. Untuk menghindari cara pandang yang liar
diperlukan aturan lain yang tidak disandarkan pada kebebasan pribadi
tetapi juga mengekangnyadalam bentuk paksaan dan sanksi. Inilah yang
disebut dengan hukum. Dari sini kita lihat bahawa hubungan moral dan
hukum sangatlah erat sehingga muncul teori bahwa moral dan hukum
bersatu. Konsep inisesuaidengan pandangan para pakar seperti Hazairin
dalam bukunya DemokrasiPancasila dan tokoh filsafat Barat sepertiKant
dan Fridmann.24®

Dalam Islam maksud kekuasaan kehakiman adalah memberikan
sebuah informasi tentang hukum syar'i dalam bentuk ketetapan yang
harus ditaati, yang bertugas dalam hal ini adalah hakim, makatidak boleh
siapapun untukikut campur dalam tugas hakim ini yang bertujuan untuk
memalingkan hakim dari bemberikan informasi dan hukum syar'i yang
benar.

Kekuasaan kehakiman bagi seorang hakim adalah sebuah hutang
yang akan diminta pertanggungjawabannya, maka apabila ia
memutuskan hukum dengan benar dan sesuai syariat akan masuk surga,
namun jika sebaliknya maka akan masuk neraka. Hakim berhak menolak
siapapun yang ingin ikut campur dalam tugasnya ini yang tujuanya
memalingkan hakim dari kebenaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan
pula dalam bab dua bahwa “Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan
dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan
hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang
mengetahui kebanaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan
kebenaran ia masuk neraka, danhakim yang menetapkan hukumdengan
kebodohannya ia masuk neraka.” (H.R. Abu Dawud.)?*’. Maka dari itu,
hakim harus berhati-hati apabila ada pihak lain yang ikut campur dan
mengintervensinya agar tidak memberi keputusan yang benar dan
memutuskan perkara dengan salah, karena ancamannya adalah neraka.

246 M. Maslehuddin, Philosophy of Islamic Law and The Orientalists, (Lahore:

Islamic Publication Ltd., 1987), hal. 278.

247 Abu Dadd Sulaiman bin al-Asy‘ast, Sunan Abi Dadd, (Beirut: al-Maktabah al’Asriyyah,
t.th) No. 3672, Jilid. 3, Hal. 299.
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Dalam agamalslam pemimpin yangikut campur dalam tugas hakim
dan mengintervensinya termasuk perbuatn maksiat. Ada sebuah kaidah
dalam sayariat Islam berbunyi "Tidak ada ketaatan kepada makhluk
dalam bermaksiat kepadasangpencipta”,begitupun Nabitelah bersabda
dalam riwayat al-Bukhari pada bab ketaatan kepada pemimpin "Seorang
muslim harus mendengarkan dan menaati pemimpin pada perkara yang
dia sukaiatau dia benciselama pemimpin itu tidak memerintahkan untuk
bermaksiat, jika dia memerintahkan bermaksiat, maka tidak ada
kewajiban bagiseseorang untuk mendengarkan dan mentaatipemimpin
tersebut".2*®

Dalam konsep kode etik al-Mawardi, seorang Imam atau pemimpin
tidak boleh mensyaratkan hakim untuk melaksanakan tugas
kehakimannya pada semua perkara menggunakan satu mazhab yang
ditentukan oleh Imam. Seperti dengan berkata Imam tersebut: “Hakim
tidak boleh menetapkan hukum pada semua perkara kecuali dengan
mazhab Syafi‘iyyah atau mazhab Hanafiyyah”. Maka syarat ini tidak sah
atau tidak berlaku, baik mazhab yang ditentukan sesuai dengan Imam
atau berbeda. Halini dilarang karena dengan syarat iniberarti Imam telah
melarang hakim untuk dapat berijtihad padahal berijtihad adalah
kewajiban bagi hakim.?** Ini menunjukan bahwa konsep kode etk
alMawardi juga sangat menjunjung dan mendukung seorang hakim agar
bersikap mandiri bebas dari pengaruh pihak lain apalagi sampai
mengintervensinya.

Bersikap Mandiri merupan kode etik yang harus diterapkan dalam
diri setiap hakim agar tercapainya cita-cita mulia dalam menegakkan
keadilan. Maka dariitu, al-Mawardi menjadikan kemerdekaan diri sebagai
salah satu syarat yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadihakim
agar hakim bisa bersikap mandiri tanpa tekanan dan intervensi pihak
lain.2>°

Merdeka menjadi syarat ketiga dari tujuh syarat yang berlaku
dalam konsep kode etik hakim al-Mawardi. Maka maka dari itu, tidak
boleh menjadi hakim seorang hamba sahaya/budak, mudabbar,

248 |bnu Batal, Syarhu Sahih al-Bukhdrf, (Riyad: Maktabatu al-Rusyd, 2003), Jilid. 8, hal. 214.
249 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 187.
250 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 629.
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mukdtab, atau seseorang yang belum sepenuhnya merdeka. Jika mereka
diangkat menjadi hakim, maka kekuasaannya tidak sah dan hukum yang
ditetapkannya tertolak. Hal ini disebabkan karena hamba sahaya/budak
membutuhkan seorang wali untuk mengatur hidupnya yaitu tuannya,
maka dia tidak bisa menjadi wali bagi orang lain. Ketika hamba
sahaya/budak tidak bisa memberikesaksian atau tidak bisa menjadisaksi,
maka lebih utama dia tidak bisa mejadi hakim. Akan tetapi sebagian
mazhab ada yang membolehkan budak menjadi hakim berlandaskan
perkataan Umar bin Khatab: “Jikalau saja Salin budaknya Abi Hudzaifah
masih hidup, maka aku tak akan ragu untuk menjadikannya seorang
hakim”.?* Dan ini adalah pendapat yang tidak benar dan ditolak oleh
mayoritas ulama.2°2

Masih dalam konteks bersikap mandiri, pada bab tiga telah
dijelaskan bahwa hakim boleh memberi keputusan yang bersumber
bukan dari mazhab yang diyakini hakim. Ini menunjukan bahwa konsep
al-
Mawardi dalam kode etik hakim juga memberikan kebebasan kepada
hakim untuk berijtihad dan bersikap mandiri dalam menjalankan tugas
kehakimannya.?>3

Dalam konsep kode etik al-Mawardi, untuk mendukunghakim agar
bersikap mandiri, maka hukumnya makruh bagi hakim memiliki ajudan,
walaupun ajudan ini bertugas dengan ijin hakim yang tugasnya menjadi
perantara antara hakim dan para pemerkara. Begitu juga Imam Syafi'i
memiliki pendapat yang sama tentang hal ini, beliau berkata: “Dan tidak
diperbolehkan hakim memiliki ajudan”.>>*

Qasim bin Mukhaimirah meriwayatkan dari Abi Maryam sahabat
Rasulullah, bahwasanya Rasullah SAW. bersabda:

251 |ni adalah potongan dari Hadist yang panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad, lbnu

Hiban dan Hakim dari Abi Rafi', lihat al-Burhan Fauri, Kanzu al-‘Ummadl, Jilid. 5, hal. 434-435.

252 pendapat ini keliru dari dua aspek. Pertama; Budak membutuhkan seorang wali dalam

kehidupannya yaitu tuannya, maka dia tidak boleh menjadi wali untuk orang lain. Kedua;
sebagaimana hamba itu adalah barang yang dimiliki, maka dia tidak bisa memiliki sesuatu
walaupun dia boleh menjadi mujtahid dan perawi. Al-Mawardi "AlT bin Muhammad, Adabu al-
Qddi,...Jilid. 1, hal. 630.

253 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 185.
254 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qdadf,...Jilid. 1, hal. 199. Lihat juga
al-Mukhtasar, lilid. 5, hal. 241. al-Umm, lilid. 6, hal. 201. al-Muhazzab, lilid. 2, hal. 295.
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Artinya: “Diriwayatkan bahwa bapaknya Maryam Amr bin Murrah

berkata kepada Muawiyah: saya mendengar Rasulullah

Salallahu ‘alahi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang Allah

telah menjadikannya pengurus sesuatu dari perkara

orangorang Islam kemuadian dia menyembunyikan diri dari

kebutuhan dan kemiskinan mereka (orang-oranglslam), maka

Allah akan menyembunyikan diri dari kebutuhan dan
kemiskinan mereka (yang memiliki tugas)”.(H.R. al-Baihaqi)

Ada sebuah kisah bahwa Umar bin Khattab menjadikan Sa‘ad bin

Abi Waqgas seorang hakim di Kufah dan menjalankan tugasnya sebagai

hakim beberapa waktu tanpa ajudan, kemudian setelah itu ia

menugaskan ajudan untuk dirinya sehingga Umar memecat ajudan-

ajudannya.?*® Hal itu dilarang karena dihawatirkan ajudan tersebut dapat

menghalang-halangi orang yang ingin melapor kepada hakim, dan bisa

juga dia menjadikan hal itu sebagai kesempatan untuk mengambil

keuntungan dengan suap. Semua hal ini dan segala kemakruhannya

berlaku apabila ajudanini bertugas di ruang persidangan, namun apabila

hakim memiliki ajudan di luar perkara persidangan dan di luar ruang
sidang, maka hal itu diperbolehkan dan tidak dimakruhkan baginya. 2%’

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim

harus persikap mandiri jauh dari intervensi pihak lain yang punya

kepentingan. Ketika hakim bersikap mandiri maka segala keputusan

adalah hasil usaha dan pemikiran hakim sendiri, dan hakim juga yang akan

mempertanggungjawabkan keputusannya baik itu benar atau salah,

walaupun begitu hakim tetap mendapatkan pahala selama ijtihadnya itu

memenuhi unsur-unsur dan ketentuan yang berlaku.

255 Fajisal bin abdul Aziz, Tatriz Riyddi al-Salihin, (Riyad: Dar al-‘Asimah, 2002), Jilid. 1, hal.
427, No. 657.

256 Lihat al-Tdrikh karya al-Tabari, Jilid. 1, hal. 2481.
257 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 201.

137



Ketika hakim kehilangan independensinya, maka dia akan menjadi
alat untuk kepentingan pihak yang memanfaatkannya. Karena lembaga
kehakiman sangat penting kududukannya, maka banyak pihak yang ingin
memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, dengan
cara praktik suap dan lain-lain. Terlebih lagi lembaga kehakiman harus
menjaga diri dari intervensi lembaga eksekutif dan legistalif agar tidak
menjadi alat politik dan kepentingan.

Dalam konsep al-Mawardi hakim diberi ruang agar bisa mandiri
dalam bersikap dan berpikir. Maka dari itu hakim mempunyaiwewenang
untuk berijtihad menggali hukum baru dari sumber-sumber utamatanpa
harus mengikuti salah satu mazhab yang ada. Ini menunjukkan bahwa
bersikap mandiri sangat diberi ruang dan diberi perhatian lebih dalam
dunia kehakiman.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa,
jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud
pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-
norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.2>®

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadiyang berani
menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan
tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta
selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk
mencapai tujuan terbaik.
Peneapan:
a. Umum

1) Hakim harus berperilaku tidak tercela.

2) Hakim tidak boleh mengadilisuatu perkara apabila memiliki konflik
kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau
hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga
mengandung konflik kepentingan.

258 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial RIl, Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: 2009), hal. 13.

138



3) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak
langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu
perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.

4) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung
maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di
wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.

5) Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar
dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan
keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal
tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang
disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke pengadilan.

6) Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi
mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya
konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.

7) Hakim  dilarang  melakukan  tawar-menawar  putusan,
memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau
menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di
pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

. Konflik Kepentingan
1) Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

a) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki
hubungan keluarga dengan ketua majelis, hakim anggota
lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani
perkara tersebut.

b) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu
memiliki hubungan pertemananyangakrab dengan pihak yang
berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara
tersebut.

2) Hubungan Pekerjaan

a) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah

mengadili atau menjadipenuntut, advokat atau panitera dalam

perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang
lebih rendah.
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b) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah
menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau
dengan para pihak yang akan diadil, saat menjalankan
pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.

C) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan
kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi
khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar
dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.

d) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu
pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai
politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam
organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

3) Hubungan Finansial

a) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun
beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara
wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota
keluarganya.

b) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim
untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau
siapapun juga dalam hubungan finansial.

C) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan
kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi
khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

4) Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut

telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak

atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu
perkara yang akan disidangkan.
5) Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian,

pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnyayang bersifat rutin atau

terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian
tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

C. Tata Cara Pengunduran Diri
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1) Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur
dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan
mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk
mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk
mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap
lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak
dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

2) Apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban
mengundurkan diri, memeriksa dan mengadilisuatu perkara, wajib
meminta pertimbangan Ketua.

Kata integritas tidak mempunyai padanan kata tertentu atau
terjemahan langsungnya dalam bahasa agama. Tetapi cukup banyak
istilah yang hampir sama meskipun tidak persis sama pengertiannya
dalam konsepsiIslam seperti kata al-Siddiq, al-Amin dan Istigdmah.

Menyimak pengertian istigamah yang disampaikan Imam al-
Qurtub’ di dalam kitab tafsirnya al-Jdmi* liahkdmi al-Qur’én wa al-
Mubayyin lima tadammana mina al-sunnati wa ahkdmi al-Qur’dn, kata
istigamah adalah tegak lurus atau konsisten untuk selalu mentaati Allah
swt, baik dalam keyakinan, perkataan, dan perbuatan, kemudian tetap
dalam kondisi semacam itu secara terus-menerus”.?>® Berdasar kepada
pengertian diatas penulis menganggap kata integritas lebih dekat kepada
makna istigamah di dalam konsep Islam.

Di dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang menyuruh kita untuk
memiliki sikap istiqamah di antaranya adalah surah Fussilat ayat 30:

55335 3 1585 JT a8l agale UFE 19atEaa &5 dul G5 1596 2301 &
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Rabb kami
ialah Allah” kemudian mereka istigomah pada pendirian

mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan
mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah

kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan

259 Muhmmad bin Ahmad al-Qurtubi, al-Jdmi* liahkdmi al-Qur’én wa al-Mubayyin lima
tadammana mina al-sunnati wa ahkdmi al-Qur’dn, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964),
Jilid. 15, hal. 358.
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(memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.
(QS. Fussilat: 30).

Hakim yang punya keistigamahan sudah pasti tidak akan
mencampur adukkan hal-hal yang baik dengan yang buruk, karena sikap
hakim yang berintegritas mempunyai keutuhan dalam perbuatan yang
baik. Tidak akan mencampuradukkannilaiyang jelas bertentangan seperti
antara kebohongan dan kejujuran, kesombongan dan kerendahan hati,
ketidakadilan dan kezaliman dan lain sebagainya. Di dalam Al-Qur'an
sikap orang yang sepertiini dijamin akan mendapatkan keamanan dan
kedamaian sebagaimana telah dijelaskan di dalam surah al-An*am ayat
82:

ipladly Oplade by (A1 ) il elly pailavllgluls oy lyial 001082 ¢

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman
mereka dengan kedholiman, mereka itu yang mendapat
keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang
mendapat petunjuk.” (QS. al-An’am: 82) Lebih tegas lagi
ditekankan Allah SWT dalam surat al-Baqgarah ayat 42:
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Artinya: “Janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil
dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu
mengetahui.” (QS. al-Bagarah: 42)

Ayat-ayat ini jelas sekali mendorong agar mempunyai sikap yang
kokoh dalam memegang nilai-nilai kebaikan dan kebenaran tidak
setengah-setengah.

Hakim adalah jabatan yang mulia tidak hanya dari sudut pandang
kemanusiaan tetapijuga dalam konsepsilslam. Karenaitu begitu jabatan
hakim melekat pada diriseseorang saatitu pulasikap istigamah atau sikap
integritas tinggi sudah harus ada di dalam diri tanpa menunggu jam
terbang yang tinggi. Oleh karena itu mulai dari proses awal perekrutan
hakim hingga diangkat menjadi hakim sangat menentukan terbentuknya
hakim yang berintegritas bersikap istiqamah.
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Tetapi memang menciptakan hakim dan aparat pengadilan yang
mempunyaiintegritas tinggi bukanlah mudah perlu proses yang panjang,
dibutuhkan pendidikan karakter yang membangun kecerdasan spritual
dan emosional.

Dalam kode etik hakim di atas, terdapat larangan terhadap hakim
untuk tidak mengadilisuatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan,
baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-
hubungan
lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik
kepentingan. Halinipun telah diatur dalam konsep kode etik al-Mawardi,
bahwa hubungan kerabat/saudara dapat menghalangi hakim untuk
memberikan putusan terhadap mereka karena dikhawatirkan akan
adanyakecurangan dengan adanya konflik kepentingan diantara mereka,
terlebih lagi terhadap orang tua, kakek dan seterusnya atau anak, cucu
dan seterusnya.

Namun dalam hal ini, al-Mawardi menjelaskan bahwaterdapat tiga
pendapat tentang hakim yang memberikan putusan atau melaksanakan
acara persidangan terhadap keluarganya khususnya orang tua dan
anaknya hakim, yaitu: Pertama, tidak boleh hakim memberikan putusan
kepada mereka sebagaimana hakim juga tidak diterima kesaksiannya
untuk mereka dalam persidangan. Kedua, boleh bagi hakim untuk
memberikan putusan kepada mereka walaupun dia tidak bisa menjadi
saksi untuk mereka dalam persidangan. Hal ini disebabkan karena cara
yang ditempuh untuk menetapkan hukum itu jelas, sedangkan untuk
memberikan kesaksian tersembunyi/tidak nampak, sehingga kecurigaan
dalam kesaksian lebih dominan sedangkan dalam menentapkan hukum
tidak seperti itu. Ketiga, hakim boleh menetapkan hukum terhadap
mereka berlandaskan pengakuan, dan tidak boleh menetapkan hukum
terhadap mereka berlandaskan bukti, karena apabila berlandaskan
barang bukti hakim bisa dicurigai bahwa hakim pantas untuk mengadili
padahal tidak pantas, sedangkan apabila berlandasakan pengakuan,
kecurigaan itu tidak ada.2®°

260 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 2, hal. 70
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Sedangkan selain orang tua dan anak hakim seperti saudara,
keponakan, paman, bibi dan sepupu, maka hakim boleh melakukan
persidangan dan bemberikan putusan untukmereka, sebagaimana hakim
juga boleh menjadi saksi untuk atau atas mereka (para kerabat).2?

Sebagai bentuk kemandirian hakim dan menjaga kenetralitasan
hakim dalam persidangan, maka konsep kode etik hakim al-Mawardi
melarang hakim untuk memiliki hubungan spesial dengan salah satu
pemerkara. Sebagai contoh dalam mazhab Syafitiyyah beliau
berpendapat: “Tidak diperkenankan bagi hakim untuk menjamu salah
satu pemerkara tanpa menjamu lawannya” .**? Ini pendapat yang benar
menurut alMawardi,?®® karena hal itu bisa menimbulkan kecurigaan
bahwa hakim berpihak sebelah.

Adasebuah riwayat bahwa ada seseorang yang datang bertamu ke
rumah Ali bin AbiThalib, kemudian ali berkata kepadanya: “apakah kamu
punya lawan dalam persidangan?” Dia menjawab: “iya, saya punya”, Ali
berkata kembali: “berpalinglah kamu dari kami, karena aku telah
mendengar bahwasanya Rasulullah melarang seorang hakim untuk
menjamu salah satu pemerkara tanpa yanglain/lawannya.”*%* Maka dari
itu tidak boleh menjamu salah satunya saja, boleh menjamu keduanya
atau menolak kedunya.?%°

Dalam kode etik hakim di Indonesia terdapat aturan tentang
prasangka dan pengetahuan atas fakta. Terkait hal tersebut, Hakim
dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki
prasangkayang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahuifakta
atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
Hal ini juga telah diatur dalam kode etik hakim konsep al-Mawardi,
apakah diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atau memberi
hukum hanya berlandaskan pengetahuannya saja tentang perkara yang
sedangdisidangkan?. Tidak ada perbedaan bahkan ulama sepakat bahwa

261 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 2, hal. 414.

262 |ihat al-Mukhtasar, lilid. 5, hal. 245. Al-Umm, lilid. 6, hal. 221. Al-Muhazzab, lilid. 2,
hal. 300.

263 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qadf,...Jilid. 2, hal. 263.

264 Al-Tabrani, Al-Mu'jam al-Ausat, (Kairo: Dar al-Haramain, t.th), Jilid. 4, hal.

183, No. 3922.

265Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2 , hal. 264.
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hakim boleh menetapkan hukumdengan pengetahuannya dalam konteks
al-Jarh wa al-Ta dil (menilai baik buruknya seseorang), namun perbedaan
pendapat di antara ulama terjadiketika hakim memutuskan perkara atau
memberikan hukum yang berkaitan denganhudud dan hak-hak orang lain
berlandaskan pengetahuannya, halitu diperbolehkan atau tidak?, untuk
hal ini ulama berbeda pendapat.

Dalam perbedaan pendapat para ulama dalam permasalah ini,
alMawardi masih setia dan konsisten dalam mengamalkan mazhab
Syafi‘iyyah. Adapun pendapat Imam Syafi'l sendiri dalam hal ini adalah
bahwa hakim boleh menetapkan hukum berlandaskan pengetahuannya
kecuali pada salah satu dari dua pendapat: Pertama, hakim boleh
menetapkan hukum berlandaskan pengetahuannya baik pengetahunnya
itu didapat sebelum dia menajadi hakim atau setelahnya, baik
pengetahunnya didapat diruang persidangan atau di luarnya, dan pada
perkarayang berhubungan dengan hak-hak manusia; Kedua, hakim tidak
boleh menetapkan hukum berlandaskan pengetahuannya baik di ruang
sidang atau di luarnya kecuali ada dua orang saksi yang bersaksi sesuai
dengan apa yang diketahui hakim. Pendapat yang paling kuat dari dua
pendapat dalam mazhab Syafi‘iyyah di atas adalah hakim boleh
menetapkan hukum berlandaskan pengetahuannya, ini juga pendapat
yangdipilih al-Muzani dan al-Rabf*.26¢ Hal ini diperbolehkan berlandaskan
dalil-dalil berikut ini: a. Firman Allah surat al-Isra” ayat 36:

Y14 ;ljmjl%... ple 4 el Ol e 283 Vg
Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu
ketahui...(36)
Ayat ini menunjukan kebolehan mengikuti sesuatu yang
diketahui.

b. Menetapkan hukum dengan sesuatu yang lebih kuat itu lebih utama
dari pada dengan sesuatu yang lebih lemah sebagaimana yang telah
disifati oleh Imam Syafi‘l. menetapkan hukum dengan saksi lebih
condongke arah prasangka, sedangkan dengan pengetahuan daricara
keyakinan dan kepastian. Ketika boleh menetapkan hukum dengan
saksi, maka akan lebih utama menetapkan hukum dengan

266 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qdd,...Jilid. 2, hal. 369-377.
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pengetahuan. Begitu juga ketika boleh menetapkan hukum dengan
khabar al-Wéhid, maka lebih utama boleh menetapkan hukum dengan
Hadist mutawatir.2¢”

Dalam konteks prasangka dan pengetahuan atas fakta di atas, ada
keterkaiatnnya dengan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan John
Rawls yang dikenal dengan “selubung ketidaktahuan” konsep ini
diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada
tertutupnyaseluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk
terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan
adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah
berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk
memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut
sebagai “Justice as fairness”.?®

Masih dalam konteks kode etik hakim tentang kewajiban hakim
harus berintegritas tinggi. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah,
pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat
rutin atau terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian
tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim tidak boleh
menerima hadiah dari siapapun kecuali dengan ketentuan yang berlaku.
Bahkan al-Mawardi menyebutkan bahwa hadiah yang diberikan kepada
hakim itu lebih haram dan lebih berdosa, karena sudah menjadi tugas
hakim untuk menjamin hak-hak seseorang terjaga dan bukan malah
mengambilnya. Abu Hurairah telah meriwayatkan Hadist dari Nabi SAW.
Beliau bersabda: “Allah mengutuk pemberi dan penerima suap dalam
perkara hukum”.2%® Dalam Hadist ini Nabi menekankan perkara hukum
karena hal ini lebih besar dan berbahaya apabila terjadi praktik suap
menyuap.?’°

267 hal. 374.

268 pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, (Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1,
April 2009), hal. 139-140.

269 | afaz Hadist ini diriwayatkan oleh Hakim dari Abu Hurairah, lihat alMustadrak, Jilid. 4,
hal. 108. Dan ada juga riwayat dengan lapaz yang berbeda, lihat Adabu al-Qdadi,... Jilid. 1, hal.
152.

270 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 279.
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Hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri apabila ada konflik
kepentingan dalam proses persidangan. Tapiketika tidak ada alasan yang
bisa diterima untuk mengundurkan diri, hakim harus tetap menjalankan
tugasnya. Begitu juga pemimpin boleh memecat hakim karena dialah
yang memilih orang tersebut menjadi hakim, dan begitu juga boleh bagi
hakim untuk mengundurkan diri dari tugasnya, karena ketika dia
menerima tugas menjadi hakim tidaklah menjadikan itu hal yang wajib
baginya sehingga tidak bisa lepas dan mengundurkan diri. karena hakim
merupakan wakil atau pengganti pemimpin atau atas umat sehingga dia
bisa mengundurkan diridari tugasnyaitu. Akan tetapi lebih baik dia tidak
mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang syari* atau karena ada
konflik kepentingan, karena pilihan dia untuk tetap menjadihakim selagi
dia mampu di situ ada kebaikan untuk masyarakat yang tidak boleh
diabaikan.?”?

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan
sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta
memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan
wewenang dan tugasnya tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong
terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan,
penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang
diamanatkan.?’2

Penerapan:

a. Penggunaan Predikat Jabatan
Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan
pribadi, keluarga atau pihak lain.

b. Penggunaan Informasi Peradilan
Hakim dilarang mengungkapkanatau menggunakan informasiyang
bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim,

271hammad, hal. 399-406.
272 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: 2009), hal. 16.
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untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas
peradilan.

Kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan, pasti menuntut
adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi
keadilan, kebenaran, dan kehendak bebas maka perlu adanya
pertanggungjawaban dalam tindakannya. Secara logis sifat
bertanggungjawab inisangat berkaitan erat dengan aksioma kehendak
bebas. la menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan
oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua vyang
dilakukannya. Dalam surat al-Nisa ayat 85 Allah berfirman:

o5 Bun s ghdy 049 e Cae W oS, A Belad gidy o
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Artinya: “Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan

yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari

(pahala)nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan

dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul

bagian dari (dosa)nya. Allah Mahakuasa atas segala
sesuatu.”(86)

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang
berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan
dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan
dalam masyarakat.?’® Karena manusia yang hidup sebagai mahkluk
sosial, tidak bisa bebas, dan semua tindakannya harus
dipertanggungjawabkan. Dalam surat al-Qiyamah ayat 36 disebutkan:

36 :4 doldlld 1l I of Hlad YT s
Artinya: “Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja
(tanpa pertanggungjawaban)?.”(36)

Semakin tinggi jabatan seseorang, maka akan semakin berat
pertanggungjawabannya. Hakim merupakan jabatan yang mulia dan
tinggi, karena dia sebagaiwakiltuhan didunia, juga sebabagi wakil dari
seorang pemimpin di daerah tersebut. Dengan demikian, tanggung

273 R. Lukman Fauroni, Etika Bisnis dalam Al-Qur'an,( Yogyakarta: Tesis IAIN Sunan Kalijaga
2001), hal. 125.
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jawab hakim sangatlah besar, baik pertanggungjawabannya kepada
Allah di akhirat nanti, atau kepada Pemimpin di dunia ini. Maka hakim
harus memiliki sikap bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-
tugas mulianya agar tercapai cita-cita lembaga kehakiman dalam
mewujudkan keadilan.

Karena tanggung jawab sebagai seorang hakim sangat besar di
akhirat, maka ancamannya juga sangat menakutkan, sebagaimana
sabda Nabi Muhammad SAW. Berikut ini:

BLad) " alas ade D Ao Bl Yooy I 0B cdnl B2 Bloy opl oF
plas 3h3 @l iy (928 G5B (il (3 B 5 Ul @ul.u,ala:u)b
QU (3 @lds el (35a2 GlRls (a3 Y 3h3 (988 518y ¢ LI (3 &S
274) gl olgy( " Azl (3 @3y Il (o83 o8
Artinya: “Dari Ibnu Buraidah, ayahnya berkata: Rasulullah SAW.
Bersabda: “ada tiga senis hakim, dua hakim akan masuk
neraka dan satu hakim akan masuk surga. Pertama hakim
yang memutuskan perakara secara menyimpang
sedangkan dia mengetahui/memahami perkara itu, maka
dia akan masuk neraka. Yang kedua hakim memutuskan
perkara tanpa mengetahui/memahami kebenaran
sehingga menghilangkan hak seseorang, maka dia di
neraka juga. Yang ketiga hakim memutuskan perkara
dengan memahami/mengetahui kebenaran hukum, maka
dia akan masuk surga. (H.R. al-Baihagi)

Dalam konteks hakim harus bertanggung jawab, al-Mawardi
menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan hakim di awal masa
jabatannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas jabatannya itu.
Ada lima hal yang harus dilakukan hakim di awal masa jabatannya,
yaitu:

1. Melakukan serah terima jabatan dari hakim sebelumnya atau dari
orang yang dipercayai mengemban jabatan ini.
Kantor/gedung pengadilan harus diserahkan kepada hakim baru.
Gedung pengadilan sangat penting keberadaannya karenadisinilah

274 Al-Baihagqi, al-Sunan al-Sagir, (Pakistan: Dar al-Nasyr, 1989). Jilid. 4, hal. 136, No. 3268.
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dokumen-dokumen penting disimpan sebagai landasan dan
keputusan hukum yang sudah atau sedang berlangsung. Hakim
yang baru tidak boleh menetapkan keputusan berlandaskan
dokumen-dokumen yang ada kecuali ada dua orang saksi. Hakim
baru juga tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan catatan-
catatan hakim sebelumnya atau catatan-catatannya sendirikecuali
jika dia ingat bahwa memang itu catatannya, hal ini dilakukan
karena sangat berpotensi adanya sabotase.?’®

. Memeriksa keadaan para terdakwa/tahanan.

Hakim tidak perlu langsung datang ke penjara, cukup mengirim
orang terpercaya dan satu orang saksi. Kemudian mereka
melakukan undian, namayangkeluar dari undianitu akanlangsung
diproses hukum dengan memenggil lawan perkaranya. Kemudian
harus ada informasiyang disampaikan ke masyarakat bahwa hakim
yang baru telah memulai agenda persidangan terhadap para
terdakwa/tahanan, siapapun yang merasa punya hak atas mereka,
maka dia harus hadir pada agenda persidangan diwaktu yangtelah
ditentukan.?’®

. Meninjau perkara wasiat.

Termasuk tanggung jawab hakim yang baru dilantik adalah
meninjau perkara wasiat yang berhubungan degan hak-hak orang
yang menjaditanggungjawab hakim, sepertianak kecil, orang gila,
dan pada hak-hak orang yang tidak ditentukan sepertifakir miskin.
Hendaknya hakim meninjau hakmasing-masing orang dan memulai
peninjauan terhadap siapa sajayang hakim kehendakitanpa harus
melakukan undian sebagaimana yang ada di poin dua.?”’

. Meninjau keadaan orang-orang yang dipercayai untuk mengurus
perkara wasiat.

Ada tiga hal yang bisa jadi bahan pertimbangan terhadap orang-
orang tersebut, yaitu: kekuatan/kekuasaan dan kepercayaan yang
dimiliki; apa yang merekalakukan dengan kekuasaannyaterhadap

275 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 1, hal. 220-221.
276 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 221-230.
277 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 230-234.
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anak kecil dan peninjauan harta; dan apa yang mereka telah
lakukan dan apa yang akan mereka lakukan dengan wasiat itu.2’®
5. Meninjau perkara wakaf, baik yang umum atau khusus.
Pada wasiat umum tidak harus melakukan peninjauan pada
pemintanya, karena orang yang berhak tidak ditentutakan siapa
yang berhak. Sedangkan pada wasiat khusus, karena yang jadi
objek tujuan orang yang tidak tentu dari kalangan fakir miskin,
maka dalam hal ini harus dilakukan peninjauan apakah orang
tersebut berhak menerima wasiat khusus ini atau tidak sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan pemberi wasiat.?”®

Konsep kode etik al-Mawardi juga memberikan ruang kepada
hakim untuk mengundurkan diri dan disahkan oleh pimpinan, apabila
hakim tersebut merasa bahwa kinerjanya kurang baik dan
mobilitasnya rendah dalam tugas. Ini merupakan bentuk sikap
tanggung jawab yang ditunjukan oleh seorang hakim.?2°

Dalam teori deontologisme etis atau sering juga disebut etika
peraturan (dalam kutub yang ekstrim). Menurut teori ini, manusia itu
baik selamaia tidak melanggar norma-normayang berlaku, termasuk
di dalamnya norma agama. Namun Menurut Frans Magnis-Suseno,
deontologi etis atau biasa disebut etika peraturan ini menyingkirkan
salah satu pengertian moral yang paling hakiki, yaitu paham tanggung
jawab. Dalam etika peraturan paham tanggung jawab tidak muncul,
karena yang dipertanyakan adalah “apakah orang itu taat terhadap
peraturan atau tidak?”.28?

Jika manusia hanya ditakdirkan untuk mendasarkansemua sikap
dan perilakunya pada ketaatan buta terhadap peraturan, berarti
manusia didegradasi kehidupannya dan peranannya menjadi mesin.
Manusia telah kehilangan harkat kemanusiaannya, juga kehilangan
semua unsur-unsur moralitasnya: kebebasan, berkreasi atau berbeda

278 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 234-236.
279 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddr,...Jilid. 2, hal. 236-237.
280 Al-Mawardi "AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddr,...Jilid. 2, hal. 401.
281 Frans Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta:
Kanisius, 1991), hal. 103.
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pendapatdengan orang lain. Semua berada dalam keseragaman yang
menyesakkan.

Maka dari itu, deontologis etis ini tidak sesuai dengan KEPPH
butir ke enam ini. Karena hakim harus mempunyaisikap bertanggung
jawab baik secaravertikal kepada Tuhan dan secara horizontal kepada

sesama manusia.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri
Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat
dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh
setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim,
akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh,
sehinggaterbentuk pribadiyang senantiasa menjaga kehormatan dan
martabat sebagai aparatur peradilan.?®? Penerapan: a. Umum
Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga
peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
b. Aktivitas Bisnis
1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksikeuangan dan transaksi
usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya
tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan
hakim tersebut.
C. Aktivitas lain
Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang
berhubungan dengan perkara.
1) Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai
layaknya seorang advokat, kecuali jika:
a) Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
b) Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota
keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi
masalah hukum.

282 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: 2009), hal. 17.

152



2) Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam
kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara
tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang
atau peraturan lain.

3) Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau
kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota
keluarga hakimtersebut, dan hanyadiperbolehkan jika kegiatan
tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi
pelaksanaan tugasnya sebagai hakim.

4) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan
oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

d. Aktivitas Masa Pensiun.

Mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan

pekerjaan sebagaiadvokat yang berpraktik dipengadilan terutama

di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan. Memberikan

nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman

sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

Menjunjung tinggi harga diri sangat erat kaitannya dengan
kewibawaan hakim, dan kewibawaan hakim sangat berpengaruh juga
dengan kewibawaan lembaga peradilan. Maka dari itu, untuk
mewujudkan lembaga peradilan yang berwibawa harus terbentuk
terlebih dahulu hakim yang berwibawa pula. Hakim yang berwibawa
akan terwujud dari mereka yang menjaga martabat dan menjunjung
harga dirinya sebagai seorang hakim.

Menjunjung tinggi harga diri yang merupakan asas terwujudnya
hakim yang berwibawa disimbolkan dalam dunia kehakiman dengan
CANDRA, yaitu bulan yang menerangisegala tempat yang gelap, sinar
penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan
berwibawa.?83

Dalam kode etik hakim di atas, telah diatur bahwa hakim harus
menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi
baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini sangat penting

283 Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Rl dan ketua Komisi Yudisial RI, Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: Mahkamah Agung Rl dan Komisi Yudisial R,
2009), hal. 5.
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sebagai modal utama hakim dalam menjalankan tugasnya, dia adalah
figure central bagi setiap orang yang ingin mencari keadilan, maka
hakim sangat harus menjunjung tinggi harga dirinya. Untuk
mendukung hal di atas, konsep kode etik al-Mawardi juga mengatur
etika hakim sehingga dapat menjaga kehormatan dan harga dirinya
sehingga para pemerkara mautunduk dan patuh terhadap keputusan
hakim tanpa ada yang menentang.28

Seorang hakim hendaklah bersikap zuhud tidak terlalu
mementingkan urusan duniawi, memiliki sopan santun dan
kekhusyuan dalam ibadah, hal-haltersebut dapat meningkatkan harga
diri dan kehormatan hakim di mata orang banyak. Akan tetapi, apabila
hakim masih belum bisa bersifat zuhud dan masih mementingkan
urusan duniawi seperti orang lain, maka hakim harus membedakan
dirinya dengan merekadari segipakaian yang berbeda dengan orang-
orang biasa sehingga bisa menambah kehormatan hakim, tempat
duduk dan sikap yang berbeda juga dari orang-orang biasa.

Hakim harus memiliki pakaian khusus untuk setiap hari
persidangan, serta menambahkan asesoris-asesoris yang sesuai bagi
hakim seperti memakai jubah, imamah dll seperti yang sudah
dilakukan oleh hakimhakim terdahulu. Sebagaimana Nabi Muhammad
SAW. juga memakai imamah ketika hendak memasuki Mekah pada
hari pembebasan kota Mekah, imamah Nabiberwarna hitam ketika itu
yang berbeda dari para sahabat yang lain.?®> Tubuhnya bersih,
rambutnya rapih, kukunya sudah digunting, menghilangkan bau yang
tidak sedap dari tubuhnya, hendaknya juga memakai parfum yang
tidak memiliki warna hanya aromanya saja, kecuali pada waktu
persidangan ada wanitanya, maka tidak boleh menggunakan parfum
yang sangat wangi aromanya. 2

Kemudian makruh hukumnya bagi hakim bergesekan langsung
dengan masyarakat dalam hal jual beli. Selain dikhawatirkan akan
terjadinya nepotisme sehingga membuat condong hatihakim ke salah

284 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddr,...Jilid. 2, hal. 242
285 |bnu al-Hibban, Sahih Ibnu al-Hibbdn, (Beirut: Muassasatu al-Risadlah, 1993), Jilid. 9, hal.
37, No. 3722.
286 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 243.
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satu pemerkara ketika sedang menjalankan tugas sidang disebebkan
karena jasanya ketika jual beli, kegiatan itu juga dapat menurunkan
pamor dan kehormatan hakim, sehingga menghindarinya lebih baik. 2’

Terkait aktivitas lain bagi seorang hakim, telah diatur dalam
kode etik bahwa hakim dilarang menjadiadvokat, atau pekerjaan lain
yang berhubungan dengan perkara. Hal inipun dilarang dalam konsep
kode etik al-Mawardi bahwa hakim tidak boleh memiliki dua posisi
dalam satu perkara. Sebagaimana al-Mawardi mengutip sebuah
riwayat dari Umar bin Khatab dalam pembahasan tentang keputusan
hakim berdasarkan pengetahuannya.?®® Suatu saat ada dua orang
yang datang ke Umar untuk menyelesaikan pertikaian di antara
keduanya, salah satu dari mereka berkata: “Wahai Umar engkau
adalah saksiku” Umar berkata: “jika kalian berdua setuju aku bersedia
menjadi saksi tapi tidak akan memutuskan perkara, atau aku akan
memutuskan perkara tapi tidak akan jadi saksi”.28°

Menjunjung tinggiharga diri dan menjaganya harus dimilikioleh
hakim dan mampu mengimplikasikannya terhadap Allah, diri sendiri
maupun orang lain. Menjaga kehormatan dan menjunjung tinggiharga
diri di hadapan Allah adalah dengan cara merasa malu kepada Allah
dengan segala perbuatan, dan agar tidak membalas kebaikan dan
nikmat Allah dengan keburukan dan tanpa rasa sukur. Menjaga
kehormatan dan menjunjung tinggi harga diri terhadap diri sendiri
adalah dengan cara bersikap dan bertingkahlaku yang dapat menghiasi
dirinya dengan akhlak yang baik, dan menghindaridari perbuatan yang
dapat mencoreng nama baik, dan berusaha untuk menjadi pribadi
yang bijaksana. Sedangkan menjaga kehormatan dan menjunjung
tinggi harga diri terhadap orang lain adalah dengan cara berusaha
memenuhi kebutuhan mereka, selalu berwajah riang, perkataannya
lembut, lapang dada, bersih hatinya dan menyukai apa yang mereka
sukai serta membeci apa yang mereka benci.

287 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddr,...Jilid. 1, hal. 239.
288 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddr,...Jilid. 2, hal. 372.
289 |nj diriwayatkan oleh lbnu Hazm yang disampaikan dari jalur al-Dahak, alMuhallé, Jilid.
9, hal. 427.
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Menjunjung tinggi harga diri sangat erat kaitannya dengan etika
dan moral. Sesuai dengan teori etika yaitu idealisme etis. Teori ini
memandang manusia sebagai makhluk etis, yang memiliki kesadaran
moralitas. Manusia adalah makhluk yang senantiasa memberikan
penilaian terhadap sikap dan perilaku. Nilai-nilai yang dianggap baik itu
kemudian dijadikan norma untuk menuntun sikap dan perilaku
manusia.?*°

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-
kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban
amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.?°?

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadiyang tertib
di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha
untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak
menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
Penerapan:

a. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses
peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara
sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasisegala
hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

C. Ketua Pengadilan atau Hakim vyang ditunjuk, harus
mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan
merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim
yang memiliki konflik kepentingan.

Hakim bukanlah profesi biasa. Menjadi hakim berarti melakoni
pekerjaan mulia yang tidak semua orang bisa melakukannya. Karena
itu seorang hakim tidak hanya dituntut memiliki kualitas intelektual
yang baik, tetapi juga harus mempunyai kepribadian yang disiplin.

290 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum,...hal. 58.
291 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: 2009), hal. 18.
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Semua bertujuan untuk mewujudkan cita-cita peradilan yang agung,
menjunjung tinggi nilai kedisiplinan sehingga terbentuknya moralitas
warga peradilan yang baik.

Dalam ajaran Islam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist yang
memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah
ditetapkan antara lain surat al-Nisa ayat 59:

109 4 cluddld .. 1SGe LT 975 Usley M gauboly il gmdol lgia I 2T GT G

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan

taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang
kekuasaan) diantara kamu...(59).

Selain disiplin dalam arti menaati aturan, Islam juga
mengajarkan umatnya untuk berdisiplin dalam penggunaan waktu.
Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin dapat kembali lagi. Demikian
pentingnya waktu sehingga berbagai bangsa menyatakan
penghargaan terhadap waktu. Orang Inggris mengatakan Time is
money (waktu adalah uang), pribahasa Arab mengatakan al-waqtu ka
al-saifi (waktu sepertipedang) atau waktu adalah peluangemas, dan
kita orang Indonesia mengatakan: “sesal dahulu pendapatan sesal
kemudian tak berguna”.

Dalam surat al-Jumu‘ah ayat 9-10 tersirat bahwa Allah
memerintahkan agar hambanya untuk bersikap disiplin:

1 33 ) 152006 danal o (pe B3LEN G398 13] Igiale oG 6
ly 516 BELANT B 1316 £ 9§ Ooalas aud o (84S 805 2l 19,33
Aanzdl P Oo3hs o8Ua) | 38 19,530 0T Lad cye 194305 (239 3
£)--9

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru
untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka
segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual
beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu
mengetahui(9) Apabila salat telah dilaksanakan, maka
bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan
ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung(10).

Menurut ayat di atas, keberuntungan akan kita raih dengan
disiplin memenuhi panggilan ibadah ketika datang waktunya dan
kembalibekerja ketika sudah menunaikan ibadah. Bukan hanya urusan
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dagangyang harus ditinggalkan ketika sudah tiba waktu shalat. Sebab,
menurut para mufassir, ungkapan “tinggalkanlah jual beli” dalam ayat
itu berlaku untuk segala kesibukan selain Allah.2°2 Dengan kata lain,
ketika azan berkumandang, maka kaum beriman diserukan untuk
bergegas memenuhi panggilan Allah itu.

Dalam kode etik konsep al-Mawardi, ada aturan untuk
mendukung hakim agar bersikap disiplin yaitu dengan cara
menentukan tugasnya baik darisegi lokasi tugas, masyarakat yang jadi
tanggungjawabnya hingga waktu yang telah ditentukan kapan hakim
harus bertugas. Hal ini dilakukan agar hakim mengtahui kapan harus
melaksanakan kewajibannya dan selalu berdisiplin dalam menjalankan
tugas-tugasnya.?®3

Sebagaimana disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma
atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk
mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencarikeadilan,
maka pengertian ini sesuaidengan teori deontologietis (dalam kutub
yang ekstrim) sering juga disebut etika peraturan, sebagai lawan dari
pengertian etika situasi. Menurut teori ini, manusia itu baik selamaia
tidak melanggar normanorma yang berlaku, termasuk didalamnya
norma agama. Sebagai contoh, orang membunuh dianggap buruk
bukan karena perilaku membunuh itu secara objektif buruk, tetapi
karena perilaku itu dilarang oleh normanorma yang ada.?%*

292 Muhammad bin Umar al-Razi, Mafétihu al-Gaib, (Beirut: Dar Ihya Turdst al-‘Arabi,
1420 H), Jilid. 30, hal. 543.

293 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddr,...Jilid. 1, hal. 155-166.

294 Menurut Frans Magnis-Suseno, etika peraturan tersebut menyingkirkan salah satu
pengertian moral yang paling hakiki, yaitu paham tanggung jawab. Dalam etika peraturan
paham tanggung jawab tidak muncul, karena yang dipertanyakan adalah “apakah orang itu
taat terhadap peraturan atau tidak?”. Lihat Frans Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-
Masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 103.
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9. Berperilaku Rendah Hati
Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan
kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap
bentuk keangkuhan.?%>
Rendah hati akan mendorongterbentuknyasikap realistis, mau
membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain,
menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan
kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban
tugas. Penerapan:
a. Pengabdian.
Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian
yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata
pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan

materi, melainkan sebuah amanat yang akan
dipertanggungjawabkan kepada masyarakatdan Tuhan Yang Maha
Esa.

b. Popularitas
Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan
tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan
dari siapapun juga.

Rendah hati atau dalam bahasa agama dinamakan Tawddu'
merupakan sikap merendahkan diri kepada yang berhak yaitu Allah
SWT. Yang maha suci lagi maha tinggi juga kepada orang-orang yang
Allah perintahkan kita untuk bersikap rendah diri kepada mereka.
Maka pada hakikatnya tawddu' adalah lebih umum dari khusyd',
karenatawddu* mencakup padasesamahamba dan pada sang pemilik
hamba, sedangkan khusyd* tidak boleh dilakukan kecuali hanya pada
sang pemilik hamba saja yaitu Allah.

Sifat rendah hati menimbulkan rasa persamaan, menghormati
orang lain, toleransi, rasa senasib, dan cinta pada keadilan. Tetapi
sebaliknya sifat sombong membawa seseorang kepada budi pekrti
yang rendah seperti dengki, marah, mementingkan diri sendiri, serta
suka menguasai orang lain. Orang-orang berakal sudah tentu

295 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: 2009), hal. 19.
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menjauhkan diri dari sifat sombong apalagi seorang hakim yang
menjadi panutan dan tujuan orang untuk mencari keadilan, maka
dengan berprilaku rendah hati akan disenangi banyak orang dan
merekapun tidak enggan untuk mengadukan permasalahannya.
Allah telah memerintahkan kita untuk berprilaku rendah hati,
salah satunya dalam surat al-Sy(ara ayat 215 dan surat al-Najm ayat
32:
Y10 & eladdld aredal oo Gladdl o) Glslis (aads
Artinya: “dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang
beriman yang mengikutimu(215).

€YY smly (BT ay el (ST 1585 5.

Artinya: “..Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia
mengetahuitentang orang yang bertakwa.(32)

Adapun sabda Nabi yang memerintahkan kita untuk berprilaku

rendah hati adalah Hadist yang diriwayatkan ‘lyad bin Himar, yaitu:
B &) :plag adle bl o 01 Jgds U U Wl jlaz o (o lis 32
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Artinya: “Dari lyad bin Himar dia berkata: Rasulullah Salallahu ‘alahi
wa sallam bersabda: sesungguhnya Allah telah
mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan
diri sehingga salah seorang dari kalian tidak saling
menganiaya dansalah satu kalian tidak berbangga kepada

yang lain. (HR. Abu Daid)

Konsep kode etik hakim al-Mawardi juga mengatur tentang
masalah ini, bertujuan agar hakim tidak angkuh dan tidak terlalu
percaya diri sehingga segala sesuatu yang dia perbuat dan putuskan
akan dikembalik kepada Allah sang pencipta.

Maka dari itu dalam konsep kode etik al-Mawardi, hakim
dianjurkan untuk mendirikan shalat dua rakaat sebelum memulai

296 Sulaiman bin al-Asy‘ast, Sunan AbT Dadd,.. Jilid. 4, hal. 274, No. 4895.
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proses persidangan. Kemudian dianjurkan juga untuk berdoa setelah
shalat dengan do‘a yang diajarkan Nabi, yaitu riwayat ‘Asim bin
Salman:
QU ptuy ok dih o 7,5 13) vy dule 01 Lo il gy OE
" e U 31 JasT 5T ol 3T el 5T Chd 51U O el 356l 31
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Artinya: “Rasulullah ketika keluar dari rumahnya selalu berdoa:
((dengan nama Allah, ya Allah aku berlindung kepada-Mu
darikesalahan, kesesatan, dariakuberbuat menzalimiatau
terzalimi, dari aku berbuat bodoh atau aku dibodohiorang
lain)) (HR. Abu DGaid). Sya'bi selalu mengucapkan doa ini
dan menambahkannya dengan ucapan: ((atau aku
menganiaya atau dianiaya, ya Allah bantulah aku dengan
ilmu dan hiasilah aku dengan kemurahan hati dan
muliakanlah aku dengan takwa, sehingga aku tidak
berkata kecualiyang benar dan tidak memutuskan perkara
kecuali dengan cara yang adil.

Do‘a di atas disunahkan dibacanya ketika hakim mulai duduk
dalam persidangan dan melakukan pendalaman kasus setelah
menghadap kiblat, apalagi ketika persidangan dilakukan di dalam
masjid, hal ini berlandaskan sabda Nabi “sebaik-baiknya majlis adalah
yang menghadap kiblat”.?%°

Berperilaku rendah hati juga merupakan sebuah sikap yang
menumbuhkan keyakinan bahwa keadilan mutlak bukanlah berasal
dari penalaran manusia semata, namun juga dapat berasala dari
kehendak tuhan. Hal ini sesuai dengan pandangan positivisme Hans
Kelsen yang menyatakan bahwa keadilan mutlak lahir dari hakikat
suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau

297 Sulaiman bin al-Asy‘ast, Sunan Ab7 Daid,...Jilid. 2, hal. 91, No. 1544.

298 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 219.

299 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qdadr,...Jilid. 1, hal. 219. Lihat
juga Bahjatu al-Majdlis, Jilid. 1, hal. 41,
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kehendak Tuhan. Pemikiran tersebutdiesensikan sebagai doktrin yang
disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada
suatu keteraturan hubunganhubungan manusia yang berbeda dari
hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena
berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.3%°

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh
tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan
kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan,
keterampilan dan wawasan luas.3%!

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang
senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta
berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga
tercapai setinggitingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Dalam Islam, profesoinalitas semakna dengan ihsdn dan itqdn
yangsangat dianjurkan dalam Islam. Ajaran Islam memotivasiumatnya
agar bersikap profesional dalam mengerjakan berbagai tugasnya dan
dalam menjalani berbagaisisi kehidupan. Rasulullah pernah bersabda:
“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang jika melakukan sesuatu
dengan cara profesional”. Seorang hakim yang ikhlas dan profesional
adalah ciri ihsdn yang cerdas dan ahli dalam melakukan sesuatu dan
ahli dalam dalam pekerjaannya, mampu menunaikan tugas yang
diberikan kepadanya secara profesional dan sempurna dan diiringi
adanya perasaan selalu diawasi oleh Allah dalam setiap pekerjaannya,
penuh semangat dalam meraih keridaan Allah di balik pekerjaannya.

Bersikap profesional sangat diperlukan untuk keberhasilan
suatu perusahaan, organisasi dan lembaga. Lembaga, organisasi dan
sejenisnya tersebut kalau ingin berhasil program-programnya, maka
harus melibatkan orang-orang yang mampu bekerja secara
profesional. Tanpa sikap dan prilaku profesional maka lembaga
organisasi tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal,

300 Hans Kelsen, General Theory of Law and State,...hal. 7.
301 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: 2009), hal. 20.
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bahkan bisa mengalami kebangkrutan dan kegagalan. Hal ini sesuai

dengan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

130» :plas 4 QU1 Lo 01 Yoy I8 0 e LI o280, 4] 2

B U S0 Jgey b 2L i U A Lal 1 Bl conss

302 ) gyl ol y( «delidl Hablo albl 42 J) 391 dusd

Artinya: “Dari Abu Huraira R.A. berkata, Rasulullah SAW bersabda:

((Jika sebuah amanah/kepercayaan telah disia-siakan,

maka tunggulah waktu kehancurannya)) sahabat

bertanya: bagaimana amanah itu disia-siakan wahai

Rasulullah?, beliau menjawab: ((jika suatu perkara diserah

kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu
kehancuran))”. (HR. alBukhari)

Masih dalam konteks bersikap profesional dalam menjalankan

tugas, Allah SWT berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 30:
Ay o0 b JaSl 1B Lais (39T 3 Usls ) aSadall aly, YB3l
T el 31 U6 QU {putfsy Bty freed Sy 2ol iy ged
Y. 4 Badly Gealis
Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para
malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi."
Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan
orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana,
sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan
nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa

yang tidak kamu ketahui." (30)

Ayat di atas menegaskan bahwa manusia adalah makhluk
berketuhanan sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk
berketuhanan, wajib baginya mengabdi, tunduk dan patuh, serta
berpegang teguh pada ajaran agama Allah yakni Islam. Sementara
sebagai makhluk sosial yang merupakan sebagian dari aktualisasi
sebagai makhluk berketuhanan, mereka harus menjalani silaturahim
dan kerjasama yang baik, jujur, amanah, yang dilandasi dengan
keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

302 Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,...Jilid. 8, hal. 104, No. 6496.
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Dari kondisi tersebut, manusia berkembang secara dinamis,
sehingga kebutuhan hidup manusia juga semakin berkembang, begitu
juga tantangan hidupnya pun berkembang pesat. Sehingga
ketergantungan manusia kepada sesamanyajuga semakin tinggi. Dari
sini kemudian, lahirlah lapangan pekerjaan yang dapat memenuhi
kebutuhan hidup manusia. Dengan bersikap profesional dalam
melaksanakna pekerjaan, maka keberhasilan hidup dan lembaga akan
tercapai.

Dalam surat al-Isra ayat 36:3%3

£ Y7 Ll Vo5 &z OF clalyl 53150019 5a4ly anidl &) fle 4 @l Gud s Ca55 Yy

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu
ketahui. Karena pendengaran, penglihatandan hatinuranj
semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”.(36)

Maksud dari ayat di atas adalah manusia dilarang mengikuti
sesutau yang mereka tidak tahu, akan tetapi harus ditelaah dan
dipastikan terlebih dahulu, karena manusia akan dimintai
pertanggungjawabannya daripanca inderadan anggota tubuh yangia
miliki. Jika digunakan pada perkara yang baik, maka akan mendapat
pahala. Namun jika digunakan pada perkara yang buruk, maka akan
mendapat hukuman. Ayat di atas juga memerintahkan agar manusia
selalu melakukan suatu pekerjaan secara profesional.

Dalam konsep kode etik al-Mawardi, salah satu syarat untuk
menjadi hakim adalah mampu mengetahui dan memahami
landasanlandasa utama hukum syariat yang mencakup Al-Quran,
Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Tidak cukup hanya itu, hakim juga harus
mengetahui permasalah yang bercabang dari sumber-sumber hukum
utama di atas yang telah disepakati oleh ulama, atau permasalahan
yang masih jadi perdebatan di kalangan ulama, sehingga di bisa
berijtihad dalam hal itu dan menjadi seorang mujtahid dalam agama,
dengan itu dia boleh untuk memberi fatwa dan putusan serta boleh

303 Ayat ini telah dikutip juga oleh al-Mawardi dalam kitabnya ketika memaparkan
perdebatan antara ulama terkait masalah apakah hakim boleh memutuskan perkara
berdasarkan pengetahuannya?. Lihat al-Mawardi ‘Al bin Muhammad, Adabu al-

Qad,...Jilid. 2, hal. 373.
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meminta fatwa dan meminta putusan juga dari orang lain.3%* Hal ini
disyaratkan agar hakim bisa bersikap profesionaldalam tugasnyayang
beratdan dapat mempertanggungjawabkan juga hasil pekerjaannya.

Dari seluruh uraian di atas tentang 10 kode etik hakim Indonesia
yang dikomparasikan dengan konsepkode etik hakim al-Mawardi, penulis
dapat menyimpulkan bahwa kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis
yang harus dipedomanioleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan
tugas profesi sebagai hakim. Etika profesi hakim dan kode etik hakim,
merupakan bentuk penuangan konkret dari pada aturan etika, moral dan
agama. Etika profesihakim dan kode etik hakim tidak hanya mengajar apa
yang dia ketahui (pengetahuan) atau apa yang dapat ia lakukan (teknik),
tetapi bagaimana yang seharusnya (ought to be) seorang hakim yang
berkepribadian baik itu.

Hal ini akan mendorong dirinya untuk bekerja dengan penuh
tanggung jawab dengan mengutamakan kualitas hasil pekerjaannya
berdasarkan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan dan kepastian
hukum. la bekerja tanpa pamrih dengan mendahulukan kepentingan
pencari kliennya daripada kepentingan dirinya. Sikap seperti ini akan
menghalangidirinya menjadicalo atau broker hukum yang membisniskan
profesinya. Profesional hukum yang mencintai profesinya sebagai tugas
mulia akan menjunjung etika profesi. la merasa yakin, bahwa melalui
profesihukumia bersedia mengabdipadasesama sebagai idealismenya.

Kode etik ini mengikat para pelaku profesi hukum agar
senantiasa menaati kode etik tersebut. Kode etik itu menjadi ukuran
moralitas anggota profesi hukum, motivasi tindakan, dan ruang lingkup
tindakan itu dilakukan. Kode etik iniditetapkan sendiri oleh pelaku profesi
hukum, sehingga menjadiself inposed atau beban kewajiban bagi dirinya
sendiri untuk senantiasa dilakasanakan dalam keadaan apapun. Ini
dimaksudkan agar setiap anggota profesi hukum mewujudkan nilai-nilai
moral yang dianggap hakiki yang dituangkan dalam kode etik, dan tidak
pernah dapat paksaan dari luar.

Kode etik ini bukanlah hukum, melainkan nilai dan norma
sebagai tolok ukur bagi profesional hukum dalam menegakkan

304 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qdd,...Jilid. 1, hal. 636-637.
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kewibawaan hukum yang berprikemanusiaan dan berkeadilan. Pada
gilirannya, kode etik akan membentuk etos kerja pada setiap anggota
profesihukum agar menjadiprofesionalhukum yangberbudiluhur, yang
menjalankan profesinya sebagai perwujudan komitmen tanggung jawab
keilmuan, danintegritas moral individu pada pengabdian kepada sesama,
dengan mencintai dan menjunjungtinggi kebenaran dan keadilan di atas
uang dan jabatan.

Melalui kode etik ini, para profesinal hukum diharapkan
memiliki beberapa kualitas diri yang menjadiacuan penilaian dan sikap
moralnya dalam melaksanakan profesinya. Kualitas moral tersebut adalah
kejujuranterhadap hatinuranisendiri, Tuhan, dan klien/p encarikeadilan.

Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi profesi hukum,
sepertilkahi (Ikatan Hakim Indonesia), Persaja (Persatuan Jaksa), Peradin
(Persatuan Advokat Indonesia), dan AAl(Asosiasi Advokat Indonesia), IPHI
(Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), SPI (Serikat Pengajara Indonesia),
HAPI (Himpuanan Advokat dan Pengacara Indonesia). Setiap organisasi
profesi hukum memiliki kode etik masing-masing. Dengan adanya kode
etik tersebut, para penegak hukum dapat dikontrol dan sekaligus juga
menjamin mutu moral profesinya di tengah masyarakat.

Masih dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa
alMawardi mengusung konsep Islam dalam kode etik hakim. Hal ini
terlihat jelas dari pendapat-pendapatnya dalam berbagai masalah selalu
berlandaskan dengan Al-Qur’an, sunnah, ijma dan qiyas, serta ijtihad-
ijtihad al-Mawardi sendiri. Ditambah lagi al-Mawardi adalah seorang
ulama abad ke lima Hijriyah, dan sistem pemerintahan pada waktu itu
adalah Khilafah Islamiyyah yang pimpin oleh kekhalifahan Abbasiyah.

Seperti halnya kode etik hakim Indonesia, kode etik hakim
konsep al-Mawardijuga bukanlah sebuah aturan hukum, melainkan nilai
dan norma sebagaitolok ukur bagiprofesional hukum dalam menegakkan
kewibawaan hukum yang berprikemanusiaan dan berkeadilan. Maka dari
itu, ketika hakim melanggar norma-norma yang berlaku dalam konsep
kode etik ini, tidak ada pidana yang dijatuhkan kepada hakim selayaknya
pelanggaran yang sudah ada aturan hukum yang tertulis, akan tetapi
hukumannya berbeda seperti pencopotan jabatan dan lain-lain. Namun
ketika pelanggaran kode etik itu sudah masuk ranah hukum pidana, maka
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hukuman pidanapun siap menanti, sepertihakim yang menerima hadiah
atau janji yang dapat mempengaruhi putusannya. Selian itu, putusan
hukum yang dihasilkan hakim tetap berlaku meskipun hakim melanggar
kode etik. Contohnya sepertilarangan hakim memutuskan hukum dalam
keadaan marah, lapar, haus dan lain-lain, maka keputusan yang dihasilkan
berlaku dan harus dijalankan oleh semua pihak.

B. Implementasi Kode Etika Hakim Konsep al-Mawardi dalam
Rangka Mewujudkan Hakim yang Berwibawa

Sebagaimanatelah dipaparkan dibab IV bahwa disusunlah Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertujuan sebagai pegangan bagi para
Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung Rl dan
Komisi Yudisial Rl dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal
maupun eksternal. Hal ini sesuai dengan Pasal 32A juncto Pasal 81B
Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Disusunnya KEPPH juga sebagai cara agar terwujudnya hakim yang
berwibawa yang pada akhirnya akan terwujud juga lembaga peradilan
yang berwibawa, sehingga tujuan dan citacita dibentuknya lembaga
peradilan dapat tercapai yang tidak lain adalah tercapainya keadilan dan
kepastian hukum.

Namun faktanya di masyarakata, pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan hakim masih banyak terjadi sebagaimana telah
dipaparkan pada bab I. Dari kasus yang terjadi pada tahun 2018 laporan
masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial adalah sebanyak 2.970
laporan yang terdiri dari 1.722 laporan masyarakat yang disampaikan
kepada Komisi Yudisial, dengan rincian sebagai berikut: laporan langsung
329; laporan via pos 1109; laporan viaonline 188; informasi96; dan 1.248
surat tembusan.

Melihat realita yang terjadi, terindikasi bahwa ada beberapa
faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Pertama, KEPPH belum
sepenuhnya direalisasikan oleh para pemanggku tugas hakim; kedua,
belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan lembaga yang
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berwenang; masih adanya kekurangandalam KEPPH itu sendiri. Maka dari
itu perlu adanya formula lain sebagai solusi untuk keterpurukan yang
terjadi saat ini.

Dalam kode etik hakim konsep al-Mawardi, terdapat aturan-
aturan yang dibentuk bertujuan untuk menjaga moralitas hakim sehingga
sosok hakim yang berwibawa dapat terwujud. Konsep al-Mawardi ini
mungkin bisa menjadisolusi untuk broblematika yang terjadidalam dunia
peradilan, di samping itu sebagai penyempurna KEPPH yang telah ada di
bawah pengawasan Komisi Yudisial. Adapun konsep-konsep kode etik al-
Mawardi adalah sebagai berikut:

1. Etika Hakim Terhadap Diri Sendiri305
a. Pakaian Hakim
Hendaklah hakim berprilaku zuhud dan tidak terlalu bergelimang
harta agar lebih terlihat berwibawa dan disegani oleh orang lain.
Namun jika belum bisa bersikap zuhud hendaklah hakim
membedakan penampilannya dan posisinya dalam suatu tempat
dari orang bisa agar ada perbedaan antara hakim dan orang biasa.
Hakim juga harus memperhatikan kebersihan pakaian dan
badannya, dianjurkan menggunakan asesoris yang sesuai dengan
hakim seperti jubah, imamah dll. Juga memperhatikan
penampilannya seperti kerapihan rambut, kuku dan
menghilangkan bau badan dari tubuhnya. Hendaknya hakim
menggunakan wewangian yang tercium aromanya tapi tidak
nampak warnanya, kecuali bila hakim hendak melaukan proses
persidangan di kalangan wanita, maka lebih baik ia tidak
menggunakan wewangian yang aromanya semerbak atau
menyengat.
b. Tempat Duduk Hakim

Ruang persidangan harus luas begitu juga tempat duduk hakim,
sehingga setiap orang merasa leluasa dan tidak merasa sempit
apalagi para pemerkara, serta disusun dan dihiasiagar tidak mudah
membuat bosan orang-orang yang ada di dalamnya. Hakim boleh

305 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 242-244.
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menggunakan karpet, alas duduk khusus untuk dirinya yang tidak
diggunakan oleh oranglain. Posisiduduk hakim ada di depan ruang
sidang sehingga mudah untuk disaksikan oleh orang-orang yang
hadir, dan menghadap kiblat lebih utama baginya. Hakim
dianjurkan juga sebelum memulai persidangan untuk
melaksanakan shalat dua rakaat dan berdoa agar diberi
kemudahan dan kebenaran. Kemudian hakim duduk bersila, boleh
sambil menyender atau tidak.

. Karakteristik Hakim

Dalam melangsungkan persidangan hakim harus menjaga matanya,
lebih banyak tenang, sedikit berbicara, meminimalisir pembicaraan
ketika bertanya atau menjawab, tidak mengangkat suara kecuali
untuk menegur dan memperingati, tidak terlalu banyak gerak dan
isyarat, di sekelilingnya ada pembantunya, merapihkan kursi-kursi
agar teratur, aman dan terlihat bermartabat, agar menjadinilai plus
bagi hakim dan menyempurnakan martabat dan wibawannya.

. Keadaan Hakim Ketika Persidangan

Hendaknya agenda persidangan umum dilaksanakan pada waktu
dan tempat yang sudah ditentuakan dan diketahui, melaksanakan
agenda persidangan pada pagi hari lebih baik dari pada sore hari.
Sebaiknya setiap minggu harus ada agenda persidangan yang
dilaksanakan, sehinggatidak ada hari dalam 1 minggu yang kosong
dari persidangan. Jika terdapat kasus baru yang bersifat khusus,
maka tidak boleh ditunda. Apabila perkara tersebut sangat penting
dan tidak bisa ditunda, maka hakim mempunyai dua pilihan:
Pertama, hakim harus mencari penggantinya untuk melaksanakan
persidangan; atau Kedua, hakim melaksanakan persidangan yang
dipimpin oleh dirinya sendiri, dengan syarat hakim sudah cukup
istirahatnya dan menyelesaikan keperluannya. Hal tersebut
dilakukan agar hakim tidak mudah jenuh dan bosan.
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2. Etika Hakim Terhadap Para Saksi3°®

Hendaklah hakim memberikan para saksi tempat khusus yang
terlindungi dan berbeda dari orang lain, tidak boleh ada yang
menyerupainya baik dari aspek tempat duduk dan penampilannya,
sehingga hakim dapat membedakan antara saksidan pemerkara. Saksi
boleh mengucapkan salam kepada hakim dengan kalimat
penghormatan dan hakim menjawab sesuaidengan ucapan salamnya
saksi dan boleh jugadilebihkan, bahkan hakim boleh mengucap salam
terlebih dahulu kepada para saksi.

Dalam memberikan kesempatan duduk dan berbicara, hakim
boleh mendahulukan/mengistimewakan salah satu saksi tergantung
status sosial yang membuat dia lebih istimewa dari saksi yang lain,
sepertilebih unggul dalam aspek keilmuan atau jabatan. Lain halnya
sikap terhadap para pemerkarayang harus diperlakukan secara sama
dan adil walaupun mempunyaikelebihan atau keistimewaan dariyang
lain.

Jika hakim dihadirkan oleh para saksi bukan di ruang sidang,
maka saksi harus duduk di tempat yang jadi pilihan hakim, kemudian
menyelesaikan pertikaian mereka karena pertikaian dapat mengurangi
‘Addlah (kualitas saksi). Jika mereka saling berebut atau saling
menghalangi untuk memberikan kesaksian, maka ‘Addlah mereka
tercemar/rusak. Lain halnya apabila mereka saling berebut tempat
duduk siapa yang lebih depan, maka ‘Addlah tidak tercoreng selama
tidak saling mencela. Selain di ruang sidang hakim dan saksi boleh
saling berbincangbincang selama tidak membuat malu dan
menghilangkan wibawa serta terjamin keselamatannya. Sedangkan
jika ada di ruang sidang, maka hakim dan para saksi harus menjaga
sikap dan lebih serius.

Hendaknya hakim menahan diri untuk berbicara dengan saksi
dan begitu juga sebaliknya, sehingga pembicaraan hakim hanya
sebatas izin untuk menyampaikan kesaksian dan pembicaraan saksi
hanyasebatas untuk itu juga sambil menundukkan pandangan mereka
dari hakim. Hakim tidak boleh mengajarkan atau membantu para saksi

306 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 245-249.
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ketika menyampaikan kesaksian, juga tidak boleh bertanya kepada
saksi alasan mereka mau memberikan kesaksian.

Dalam proses persidangan pihak penggugat atau tergugat harus
meminta izin kepada hakim untuk menghadirkan saksinya. Jika
diizinkan oleh hakim, maka pemerkara boleh manghadirkan saksi.
Kemudian hakim bertanya kepada saksi: ((dengan apa kalian akan
memberikan kesaksian?)) dalam bentuk pertanyaan dan tidak boleh
dalam bentuk perintah, seperti: ((Bersaksilah kalian!)).

Hakim boleh mimilih kepada siapa perktaan itu ditujuakan,
maka siapaun saksiboleh maju untuk memberikan kesaksian, dan saksi
kedua tidak membutuhkan izin lagi dari hakim untuk itu. Boleh juga
hakim menunjuk salah satu saksi untuk memberikan kesaksian terlebih
dahulu, apabila keadaannya seperti itu, maka saksi kedua harus
mendapat izin dari hakim untuk itu.

Jika saksi pertamatelah menyelesaikankesaksiannya, kemudian
saksi kedua berkata: ((saya bersaksi seperti apa yang telah
disampaikan oleh saksi pertama)), maka kesaksiannya tidak sah
sehingga saksi kedua mengulang kalimat yang diucapkan saksi
pertama, karena ini adalah ranah untuk memberikan kesaksian dan
bukan ranah untuk bercerita.

Masih dalam konteks etika hakim terhadap saksi. Dalam teori
kode etik hakim yang diusung al-Mawardi, seorang hakim
dilarang menyudutkan saksi dalam sebuah persidangan. Hal ini
berlandaskan dengan perkataan Imam Syafi'i berikut ini:

1307100 8 Eual Yy " rdie Al o) 8ladl JB
Artinya: “Imam Syafi'i R.A berkata: ((dan (hakim) tidak boleh
menyudutkan saksi))”
Hakim bisa dikatakan telah menyudutkansaksidengan tiga cara, yaitu:
a. Dengan menunjukkan pengingkaran dan kecurigaan terhadap saksi,
sementara kesaksiannya jelas dan masuk di akal.
b. Dengan bertanya: “dari mana kamu mengetahui hal tersebut?,
bagaimana kamu mendapatkannya?”’ atau dengan pernyataan
yang meragukan seperti: “mungkin kamu lupa”.

307 Al-Muzani, Mukhtasar al-Muzani,..Jilid. 5, hal. 245. Lihat juga AlUmm,..Jilid. 6, hal.
221. Nihéyatu al-Muhtdj,..Jilid. 8, hal. 248.
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C. Selalu mengikuti, mengkritisi dan menentang perkataan saksi.

Hal ini dilarang karena menyudutkan saksi merupakan bentuk
pencederaan kepadanya dan menyebabkan dia tidak mau lagi untuk
bersaksi. Begitu juga hakim dilarang menunjukan sikap jenuh atau
membentaknya, karena kejenuhan dan bentakan termasuk dari sikap
menyudutkan.

Kemudian Imam Syafi‘i melanjutkan perkataannya:
308 Falg 2 dala ... "

Artinya: “..dan tidak mengajari saksi untuk memberi kesaksian”

Hal ini dilarang karena akan timbul kecurigaan bahwa hakim
berpihak kepada salah satu pihak dan bisa jadi dengan itu hakim
memberikan informasi yang tidak saksi miliki sebelumnya.

Berkaitan dengan saksi, dalam hukum positif ada yang dinamkan
saksi ahli. Saksi ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan
pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman,
diterima oleh hakim sebagai ahli. Hakim dapat mempertimbangkan
opini khusus saksi(ilmiah, teknis atau lainnya) tentang bukti atau fakta
sebelum pengadilan sesuai keahlian ahli, disebut sebagai "pendapat
ahli". Saksi ahli juga dapat memberikan "bukti ahli" dalam bidang
keahlian mereka. Kesaksian mereka dapat dibantah oleh kesaksian
dari para ahli lainnya atau dengan bukti atau fakta lain. Hukum
Indonesia menyatakan bahwa keterangan saksi ahli adalah alat bukti
yang sah.3%

Berkenaan dengan keterangan ahli, pada Pasal 306 ayat 1 H.I.R
diberikan ketentuan bahwa,

“berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk

menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang keadaan

suatu perkara, hanya boleh dipakaiuntuk memberiketerangan
kepada hakim” 31°

Keterangan ahli mempunyai kewajiban datang di persidangan,
mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan menurut

308 Al-Muzani, Mukhtasar al-Muzani,..Jilid. 5, hal. 245. Lihat juga AlUmm,..lJilid. 6, hal.
221. Nihéyatu al-Muhtdj,. Jilid. 8, hal. 248

309 Pasal 184 Ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

310 R, Tresna, Komentar HIR, (Jakarta: Pradaya Paramita cet. Ke 6. 1976), hal. 264.
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pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal itu diterangkan oleh
seorang ahli adalah merupakan keismpulan-kesimpulan dari suatu
keadaan yang diketahuisesuai dengan keahliannya, atau dengan kata
lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu
keadaan.

Contoh kasus yang membutuhkan keterangan ahliadalah kasus
korupsi. Dalam artikel berjudul Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli
Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dibuat
berdasarkan pengkajian studi kepustakaan dan diskusi di antara
anggota tim pengkaji Kejaksaan Rl dikatakan bahwa seorang ahli
memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat,
didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenaihal-hal yang menjadi
atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara
yang sedang diperiksa.3!!

Keterangan ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan
dan/atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahliannya.
Apabila keterangan ahli diberikan pada tingkat penyidikan, maka
sebelum memberikan keterangan, ahli harus mengucapkan sumpah
atau janji terlebih dahulu.

Lebih lanjut dalam artikel tersebut dikatakan bahwa KUHAP
tidak menyebut kriteria yang jelas tentang siapa itu ahli. Dengan
perkembangan teknologi yang semakin pesat maka tidak terbatas
banyaknya keahlian yang dapat memberikan keterangan sehingga
pengungkapan perkara akan semakin terang, terutama menyangkut
tindak pidana korupsi. Seorang ahli umumnya mempunyai keahlian
khusus di bidangnya baik formal maupun informal karena itu tidak
perlu ditentukan adanya pendidikan formal, sepanjang sudah diakui
tentangkeahliannya. Hakimlah yang menentukan seorangitu sebagai
ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya. Keterangan ahli
mempunyai visi apabila apa yang diterangkan haruslah mengenai
segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya yang
diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat
dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

311 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It52770db2b956d/syaratdan-
dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana/
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kedudukan keterangan saksi ahli sebagai salah satu alat bukti
menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia ialah setelah alat
bukti akta/alat bukti tertulis, karena dalam hukum acara perdata
atupun hukum acara peradilan agama yang berlaku menyebutkan
dengan jelas bahwa keterangan saksimemiliki kedudukan setelah alat
bukti surat. Hal itu juga sesuai dengan hukum Islam, yaitu keterangan
saksi berada di posisi setelah alat bukti pengakuan. maka dapat
disimpulkan kedudukan keterangan saksiahlibukan sebagaialat bukti
utama, melainkan sebagaialat bukti pendukung darialat buktilainnya.
Tetapi tidak menutup kemungkinan kedudukan alat bukti keterangan
saksiahli bisa saja menjadialat bukti penentu apabila tidak adanyaalat
buktilain yang dapat digunakan dalam mencari kebenaran dari suatu
peristiwa hukum yang terjadi.

3. Etika Hakim Terhadap Dua Belah Pihak yang Bertikai3*?

Hakim memulai pemeriksaan terhadap orangyanglebih dahulu
melapor, tidak boleh mendahulukan yang belakangan kecuali itu
pilihan dari pihak yang pertama. Hakim memerintahkan kepada para
pemerkara untuk masuk berbarengan dan tidak boleh memanggil
salah satunya sebelum yang lain juga dipanggil sehingga tidak ada
kecurigaan bahwa hakim lebih condong ke salah satu pihak yang bisa
membuat pihak lain kecewa, akan tetapisemua disama ratakan ketika
masuk ke hadapan hakim baik itu orang bisa atau orang terhormat,
budak atau orang merdeka juga antara muslim dan non muslim.

Ketika kedua pemerkara telah menghadap hakim, maka harus
diperlakukan secara adil, baik dari aspek pemilihan kata ketika
berbicara, ketika memandang, ketika menghadap harus menghadap
kepada mereka berdua, dan begitu juga sebaliknya jika berpaling,
harus berpaling dari keduanya. Jika hakim berbicara, maka
pembicaraan itu harus ditujukan kepada keduanya, dan jika diam maka
harus diam untuk keduanya juga. Hakim tidak boleh mempersilahkan
salah satu pemerkara untuk berbicara sementarayang lainnya dilarang

312 Al Al-Mawardi ‘Ali bin Muhammad, Adabu al-Qddi,...Jilid. 2, hal. 249-254.
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walaupun secara status sosial mereka berbeda, agar tidak ada sikap
lebih condong ke salah satu dari para pemerkara.

Hakim tidak diperkenankan mendengarkan aduan dari kedua
pemerkara dalam keadaan berdiri, mereka harus dalam keadaan
duduk dihadapan hakim. diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwa
Rasulullah Shalallahu “alahi wa sallam bersabda:

3.1 ool (500 (o Olasasdl ulad O - olig dule Ll Lo - L1 Ugly (923"

Artinya: “Rasulullah Shalallahu “alahi wa sallam telah menetapkan
bahwa para pemerkara harus duduk di hadapan hakim
(ketika mengadukan perkaranya)”.

Hendaknya posisi duduk pemerkara lebih jauh dari hakim
dibandingkan posisi orang lain sehingga terlihat perbedaan antara
kedua belah pihak dan orang lain. Begitu juga posisi duduk mereka
harus sama tidak boleh berbeda.

Biasanya para pemerkara apabila laki-laki ketika duduk dalam
persidangan adalah dengan cara melipat dua kaki ke arah belakang
dan duduk di atas keduanya, itu merupakan adat orang arab ketika
berdiskusi atau berdebat dan juga sebagai tradisi seorang hakim. Jika
para pemerkara adalah perempuan semua, maka mereka posisi
duduknya harus sila melipat dua kaki dan memasukan satu sama
lainnya, karena posisi seperti itu lebih melindungi dan menutupi
mereka.

Sebaiknya hakim tidak mengumpulkan antara laki-laki dan
perempuan pada saat persidangan tapi mengkhusukan waktu untuk
lakilaki dan waktu lain untuk perempuan. Laki-laki juga dilarang hadir
dalam persidangan khusus wanita jika tidak dibutuhkan.

Hakim harus mendengarkan aduan keduanya tanpa rasa jenuh
dantanpaharus membentak, karena kejenuhan hakim menghilangkan
hak bagi para pemerkara dan bentakan hakim akan melemahkan jiwa
mereka berdua, kecuali jika terjadi keributan, maka boleh hakim
membentak semuanya atau salah satunya yang menjadi profokator
saja. Jika merekatelah berhentibertengkar dan kembali duduk, maka

313 Al-Baihaqi, Sunan al-Baihagr,...Jilid. 10, hal. 135. Ab( Dadd, Sunan AbT Dadd, ...No. 3588.
Al-Hakim, Mustadrak al-Hdkim,..Jilid. 4, hal. 94.
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hakim boleh berkata: ((silahkan berbicara terlebih dahulu bagi yang
berkehendak!)). Jika mereka masih berebut untuk berbicara, maka
hakim harus mencegahnya sampai mereka setuju siapa yang akan
memulai pembicaraan. Namun jika mereka tidak menemukan kata
sepakat, maka disiniada duaopsi: pertama, mengundisiapayang akan
memulai terlebih dahulu; kedua, membiarkan mereka sampai
menemui kesepakatan.

Dalam kode etik hakim monsep al-Mawardi, hakim dilarang
mengajari salah satu pemerkara untuk berargumentasi. Hal ini
berlandaskan dengan perkataan Imam Syafi'i berikut ini: 314" J&
452 e 1313 3ab Gk Yy e Y 2 (@dLad)

Artinya: “Imam Syafi‘i berkata: ((dan tidak diperkenankan bagi hakim
untuk mengajarisalah satu dari  pemerkara
untuk berargumentasi))”.

Hal ini dilarang karena dapat menimbulkan kecurigaan bahwa
hakim berpihak kepada salah satu pemerkara dan merupakan upaya
memberikan informasiyang belum tentu dimiliki oleh pemerkara. Lain
halnya jika pemerkara lalai akan salah satu materi laporan, maka
hakim boleh mengingatkannya agar gugatannya selesai, hanya
mengingatkan.

4. Tidak Menghadiri Undangan Pesta (walimah)

Menurut terminologiilmu fikih di kalangan para fugaha maksud
dari kata walimah secara khusus adalah pesta pernikahan. Namun
Imam Syafii berpendapat bahwa semua pesta yang dilaksanakan
dalam rangka menunjukan kebahagiaan karena nikmat yang Allah
berikan bisa dinamakan walimah. Hukum menghadiri pesta secara
umum adalah sunah, sudah sebaiknya bagi setiap muslim menghadiri
undangan pesta dari saudara atau kerabatnya sebagai bentuk
silaturahim, kecuali pesta pernikahan maka hukumnya wajib untuk
mengahadiri undangan tersebut.3'®

314 Al-Muzani, Mukhtasar al-Muzani,..Jilid. 5, hal. 245. Lihat juga AlUmm,..Jilid. 6, hal.
221. Nihéyatu al-Muhtdj,...Jilid. 8, hal. 249.
315 Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm,...Jilid. 6, hal. 195.
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Artinya: “Imam Syafi'i berkata: “saya tidak suka apabila ada orang
yang berpaling dari undangan pesta, sebaiknya dia
mersepon semua undangan atau meninggalakannya
secara keseluruhan, kemudian mengemukakan
alasan dan memohon untuk diperbolehkan”

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Imam al-Syirazi dalam kitabnya al-Muhazzab menukil teks al
umm di atas untuk menguatkan pendapat bahwa wajib hukumnya
hadir apabila diundang dalam acara pesta pernikahan. Pendapat ini
pun dikuatkan oleh lbnu Hajar dalam Fathu al-Bdridan Ibnu Qudamah.
Landasan hukum bagiyang mewajibkan adalah Hadist WahsyTbin Harb
Nabi bersabda: “pesta pernikahan benar adanya dan merupakan
sunnah, siapa orang yang diundang dalam acara tersebut dan dia
tidak menghadirinya, maka sesungguhnyadia telah berbuat maksiat”.
Ahmad juga meriwayatkan Hadist dari Abu Buraidah: ketika Ali
melamar Fatimah Rasulullah bersabda: “sudah seharusnya bagi
pengantin untuk mengadakan pesta”. AbG Hamid al-Isfrayini juga
menguatkan pendapat ini dengan mengutip Hadist: “buatlah pesta
pernikahan walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”.
Pendapat kedua adalah sunah menghadiriundangan pesta pernikahan
sebagaimana Hadist Nabi: “tidak ada hak yang harus ditunaikan dari
harta seseorang kecuali zakat”, namun yang lebih kuat adalah
pendapat yang pertama menurut ulama Syafi‘iyyah.3!’

Dalam konsep kode etik al-Mawardi, beliau mencantumkan
pendapat bahwaseorang hakim diperbolehkanmenghadariundangan
pesta pernikahan atau pesta sejenisnya. Hal ini berlandaskan Hadist
Nabiyang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:31#

316 Al-Mawardi ‘Ali bin Muhammad, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub al‘llmiyyah,
1999), Jilid.16, hal. 43.

317 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmd* Syarh al-Muhazzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),
Jilid. 16, hal. 394.

318 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 241.
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Artinya: “Dari Abi Hurairah RA. Nabi SAW bersabda: ((Jika saya

diundang hanya untuk hidangan betis hewan, maka saya

akan memenuhi undangan tersebut. Dan jika saya diberi

hadian betis hewan, makasaya akan menerimanya))”. (HR.
al-Bukhari)

Hadist di atas menyebutkan kaki/betis hewan secara umum,

W

namun dalam riwayat yang lain maksudnya adalah kaki/betis kambing
bukan yang lain. Kaki/Betis kambing adalah sesutau yang tidak
berharga di kalangan bangsa Arab pada saat itu, dan Nabi memberi
isyarat dari Hadist ini bahwa beliau akan hadir apabila diundang dalam
suatu acara walapun hidangannya tidak mewah dan juga akan
menerima hadiah walaupun barang biasa.

Ulama dari kalangan Syafi‘iyyah berbeda pendapat perihal para
pemimpin dan hakim yang punya kaitan dengan urusan-urusan
orangorang Islam dalam menghadiri undangan pesta, apakah mereka
dalam menghadiri undangan hukumnya sama seperti yang lain yaitu
sunah ataukah tidak?. Dalam hal ini ada tiga pendapat, yaitu:32°
1. Para pemimin dan hakim dianjurkan untuk mengadiri undangan

pesta seperti orang lain, hal ini berlandaskan dengan keumumam
Hadist Rasulullah SAW.:
odaog dde il o dll Jguny JB 108 Lagie dll (92 ya ol &
321 ) (gl ol (" Bgghe AL (1l lgpl"
Artinya: “Dari Ibnu Umar R.A. dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: Hendaklah kalian memenuhi undangan seseorang, jika
tidak maka dia akan bersedih”. (H.R. al-Bukhari) Begitu juga Hadist
Mutafaqun “alahi, Rasulullah SAW. bersabda:

319 Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhdri,...Jilid. 7, hal. 25, No. 5178.

320 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 242.

321 Banyak Hadist yang arti dan maksudnya sama dengan Hadist ini, seperti Hadist

yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari lonu Umar. Lihat Sahih al-Bukhdri,...Jilid.
7, hal. 25, No. 5179. Sahih Muslim,... Jilid. 2, hal. 1053, No.1429.
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Artinya: “Dari Abu Huraira R.A. dari Nabi SAW. Bersabda: Siapa
orang yang tidak menghadiriundangan, maka dia telah
bermaksiat kepada Abd Qdsim (Nabi Muhammad)”

2. Para pemimpin dan hakim tidak wajib memenuhi undangan pesta
seperti orang lain, karen mereka punya tugas khusus untuk
mengurus perkara orang-orang muslim, maka gugurlah keajiban
mereka. Makadari itu, maksud hukum dari perkataan Imam Syafi'i
“Saya tidak suka apabila ada orang yang berpaling dari undangan
pesta”adalah sunah dan bukan wajib, karena perintah Nabi dalam
Hadist memiliki dua arti, bisa berlaku secara umum dan juga bisa
secara khusus padaselain pemimpin. Inijuga merupakan pendapat
Ibnu Abi Hurairah3?3

3. Jika para pemimpin dan hakim mendapat gaji dari
pemerintah/baitul mal, maka mereka tidak boleh menghadir
undangan. Karena mereka dipekerjakan untuk kepentingan orang-
orang Islam, maka hak orang Islam tidak boleh terbengkalai dan
hilang dari waktu para pemimpin dan hakim. Akan tetapi, jika para
pemimpin dan hakim tidak digaji penerintah/baitul mal, tetapi
hanya sebagai relawan, maka merekaboleh menghadiri undangan
pesta seperti orang-orang pada umumnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim
yang mendapat insentif dari pemerintah/baitul mal yang seharusnya
tidak memenuhi undangan pesta, namun dia tetap menghadirinya,
maka dalam hal ini akan dilihat dari aspek waktu yang dia gunakan
untuk itu. Jika hanya sebentar seperi sehari, maka dia tidak harus
mengembalikan gajinya itu. Namun jika waktu yang digunakan untuk
menghadiri pestatersebut lamasepertitiga haridan seterusnya, maka

322 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan makna yang sama. Lihat Sahih al-Bukhdri,.. Jilid
4, hal. 255.

323 |bnu Abi Hurairah adalah Abu ‘Alf al-Hasan bin Husain al-Baghdadi, salah

satu ulama masyhur dari kalangan Syafi‘iyyah, belajar fikih dari Ibnu Suraij dan Abi Ishaqg
al-Marwazi, wafat di Baghdad tahun 345 H. Lihat Tdrikh Baghddd,...Jilid. 7, hal. 298.
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hakim harus mengembalikan jumlah yang sesuai dengan waktu yang
digunakan dengan cara dikurangi gajinya.

Jika hakim memaksakan diri untuk hadir ke acara pesta
khususnya pesta pernikahan dan bukan pesta yang lain, maka dalam
hal ini harus dipertimbangkan dari aspek apakah hakim tersebut akan
terganggu tugasnya dalam urusan orang-orang Islam, atau acara
tersebut terlalu padat dan memaksa dia untuk berpenampilan yang
tidak sesuai, maka hakim dilarang menghadiri acara tersebut sebagai
bentuk profesionalitas jabatan dan untuk menjaga kehormatan/harga
diri, lalu meminta pengertian dan permohonan maaf kepada tuan
rumah yang mengundang. Namun jika acaranya sedikit dan tidak
menggangu tugas hakim serta tidak mengharuskan dia untuk
berpenampilan yang tidak sesuai, maka hakim boleh menghadiri
undangan acara pernikahantersebut sebagaibentuk mengikutisunah
Nabi Muhammad SAW.

Yang harus dititikberatkan dalam hal ini adalah hakim harus
bersikap adil dan konsisten. Jika dia menghadiri salahsatu undangan,
maka dia harus menghadirisemua undangan yang lain juga, dan begitu
juga sebaliknya. Tidak mengistimewakan satu golongan dari golongan
yang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa keberpihakan
dan akan timbul kecurigaan.

Dalam hal ini, al-Mawardi lebih menganjurkan agar hakim tidak
menerima semua undangan tanpa terkecuali, karena pada saat ini

sudah banyak jiwa-jiwa yang kotor dan presepsisetiap orang telah
berubah.3?4

5. Menjenguk Orang Sakit, Menghadiri Jenazah dan Menyambut Orang
yang Baru Datang Setelah Berpergian (Seperti Orang yang Baru
Pulang Berhaji atau Umrah).32°

Imam Syafi'i berkata: “diperbolehkan bagi hakim untuk
menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah dan menyambut orang
yang baru datang setelah berpergian”.32® Menurut al-Mawardi ini

324 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 245.
325 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 241.
326 Lihat Mukhtasar al-Muzani,.. Jilid. 5, hal. 241. Al-Umm...Jilid. 6, hal. 208.
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adalah pendapatyangbenar. Perkara-perkara diatas merupakan salah
satu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dianjurkan
bagi semua orang maka hakim dalam hal ini lebih berhak dari pada
orang lain. Selian itu, perkaraperkara di atas merupakan sebuah
bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengharapkan
ganjaran pahala dari-Nya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW:
“Seseorang yang menjenguk orang sakit ia bagaikan sedang ada di
sebuah ladang dari beberapa ladang yang ada di surga sampai dia
kembali”.*?” Kemudian Nabi juga pernah menjenguk para sahabat
ketika mereka sakit, salah satunya adalah sahabat Sa‘ad dan Jabir, dan
Nabi juga pernah menjenguk tetangganya seorang anak yahudi yang
sedang sakit kemudian menawarkan untuk masuk Islam dan anak itu
menerimanya.3%®

Konsep kode etik al-Mawardi menjelaskan, dalam hal ini hakim
diperbolehkan untuk mengkhususkan sebagian orang atau
diperlakukan sama secara umum. Dalam kata lain, hakim boleh tidak
menyamaratakan semua orang untuk dijenguk atau dihadiri
pemakamannya. Lain halnya dengan undangan pesta pernikahan yang
harus diperlakukan secara adil/seimbang dan tidak boleh
dikhususkan.3?°

Perbedaan kedua hal di atas terlihat dari dua aspek, yaitu:
Pertama, menghadiri undangan pesta adalah haknya tuan rumah,
maka semua orang samarata berhak untuk dihadiri pestanya.
Sedangkan menjenguk orang sakit dan menghadirijenazah merupakan
hak bagihakim yang bertujuan untuk mendapat ganjaran pahala, maka
hakim boleh mengkhususkan perkara tersebut; Kedua, karena dalam
menghadiri pesta terdapat kecurigaan yang tidak terjadi dalam
penjengukan orang sakit atau menghadiri pemakaman, maka secara
umum hal tersebut tidak mengandung kecurigaan publik. Begitu juga
ikut dalam penyambutan orangyang baru datang setelah berpergian,

327 Hadist dari Stauban yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi pada bab al-Janaiz, lihat
Dzakhdiru al-Mawdrist, No. 1083.

328 Kisah ini diceritakan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh para ahli Hadist yaitu:
Bukhari, Ahmad, Hakim dan Ibnu Hibban dari sahabat Anas bin Malik. Lihat alDirdyah, No. 974.

329 pendapat ini disepakati juga oleh Ab( Ishaq al-Syirazi. Lihat al-Muhazzab, lilid. 2, hal.
293.
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maka hakim boleh memperlakukan secara khusus atau
menyamaratakan semua orang, kecuali orang yang disambut itu
mempunyai lawan dalam suatu perkara persidangan, maka hakim
tidak boleh ikut serta dalam menyambutnya agar tidak melemahkan
lawan perkaranya dengan menunjukkan keberpihakan.33°

6. Tidak Memutuskan Perkara dalam Keadaan Marah33!

Sudah semestinya bagihakim agar memperhatikan kondisi hati
dan pikirannya ketika mempertimbangkan masalah sehingga bisa
menjadi pedoman, hal ini diperlukan agar hakim mampu berijtihad
dalam perkaraperkarayang diasedangtanganidan berhati-hatidalam
mengambil keputusan hukum, agar tidak salah atau keliru.

Dalam hal ini al-Mawardi mengutip perkataan Muzani dalam
kitab Mukhtasar al-Muzani, yaitu:

I» - aliy ade A s - 4 Joloy J3d ad )¢_9L“J| UG(
Q3S: & Jb\ ol «ul.«.,a_c}aj uyu\ @al.nJ! @a.m }35 (<SL>:J| (Qiz.)
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o5 bAe by ¢S5 Jaall flansly dadall 98 gd 4l sl YU (5
<35 2lally el A1,8T 55 ASle ol 3Ts% 31 &3 31 52 5
332 b8 4) 57 8353 8 qERN]

Artinya: “Imam Syafi'i berkata: dapat difahami dar/ Had/st Rasullah
SAW. ((hendakalahseorang hakim/Qddrtidak memutuskan
perkara di antara dua orang dalam keadaan marah)),
Rasulullah menginginkan agar seorang hakim ketika
memutuskan perkara dalam keadaan stabil tidak berubah
karakter dan akalnya, hakim lebih memahami dirinya
sendiri, maka ketika datang keadaan yang dapat merubah
akal dan karakternya, dia tidak boleh menetapkan
keputusan sampai keadaannya stabil ke keadaan yang

330 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 247.

331 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 212.

332 Al-Muzani, Mukhtasar al-Muzani,...Jilid. 4, hal. 407. Lihat juga Adabu alQadi,... Jilid. 1,
hal. 213.
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membuat karakternya stabildan akalnya sempurna, maka
ketika itu hakim boleh memutuskan perkara.

Dari perktaan Imam Syafi'i di atas dapat disimpulkan bahwa
apabila keadaan hakim berubah karena amarah atau rasa sedih, maka
karakter dan akal akan berubah, ketika itulah hakim harus rehat
sejenak untuk menenangkan diri barulah setelah itu memutuskan
perkara sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak salah atau keliru
ketika memutuskan perkara. Halini berlandsakan riwayat Imam Syafi‘i
dari Supyan dari Abdul Malik bun Umair dari Abdurahman bin Abi
Bakrah dari Abi Bakrah dari Nabi Salallahu “alahi wa sallam, beliau
bersabda:

333n bw}gj U}‘B‘U'U@""’:’ ul@aLTzU@mﬂ"

Artinya: “Tidak diperkenankan bagihakim untuk memutuskan hukum
diantardua orang sedangkan dia dalam keadaan marah”

7. Hendaknya Memutusakan Perkara dalam Keadaan Tidak Lapar dan
Tidak Haus
Jika hakim merasa keadaannya berubah vyang dapat
mempengaruhi akal, karakter dan kepahaman hakim karena sebab
marah, sedih, senang, sakit, lapar, haus, maka hakim harus
menghentikan persidangan sampai keadaannya kembali normal
dengan jiwa yang tenang, akal dan pemahamannya sempurna serta
perutnya tidak lagi kelaparan, ketika itulah hakim boleh melanjutkan
persidangan dan memutuskan perkara. Hal ini berlandaskan Hadist
riwayat dari Abdullah bin Abdurrahman al-Ansari dari bapaknya dari
Abi Sa'id al-Khudri berkata, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:
3¢ 5B) Hlasd 3hy J) 92 (o2 In

Artinya: “Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali dia dalom
keadaan tidak lapar dan tidak haus”

333 |bnu Hajar berkata bahwa Hadist ini disepakati oleh al-Bukhari dan muslim riwayat dari
Abi Bakrah dengan substansi arinya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan lafaz yang
sama. Lihat Talkhis, 2091, al-Baihagf, Jilid. 10, hal. 105, a/l-Umm, Jilid. 6, hal. 201.

334 Al-Baihadqfi, Sunan al-Baihagi,...Jilid. 10, hal. 106.
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Hadist di atas selaras dengan riwayat Abu Awanah dari Abdul
Malik bahwa Rasullah bersabda:

Pz 59 9ak Vg 097e Clias Vg psage Olat 929 (2 al (g2 Y
Artinya: “Hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan

marah, galau,bersedih dan dalam keadaan lapar”.

Dalam hukum Islam, Rasulullah SAW. melarang seorang muslim
melaksanakan shalat dalam keadaan menahan buang air kecil dan air
besar, sedangkan shalat tidak membutuhkan berijtihad, maka seorang
hakim lebih utama agar tidak menahan kedua perkaratersebut ketika
akan memutuskan perkara karena hakim saat itu butuh untuk
berijtihad lain halnya shalat.33®

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum
menghadairi pesta terbagi tiga pendapat. Pertama wajib hukumnya
menghadiriundangan dan dosa apabila meninggalkannya. Kedua sunnah
menghadiri undangan dan makruh meninggalkannya tapi tidak berdosa.
Ketiga tergantung keadaan pemimpin dan hakim dalam aspek apakah
mereka pegawai atau hanya relawan saja.

Apabila dibandingkan dengan kode etik hakim di Indonesia, hal
ini tidak diatur dan bukan sebagai kode etik hakim yang harus dijalankan
dan diimplementasikan dalam kehidupan dan dalam mejalankan tugas
hakim. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu: berbedaan situasi dan
kondisi sekarang dengan zaman al-Mawardi, baik dari bentuk
pemerintahan serta keadaan sosial dan budaya masyarakat padasaatitu;
teknologi yang mulai berkembang serta sarana dan prasarana yang saat
ini memudahkan untuk berkunjung ke suatu tempat hingga tidak
mengambil banyak waktu; jabatan hakim dalam konsep al-Mawardi
adalah merupakan jabatan yang tidak ada batas waktunya, bahkan
seseorang bisa menjadi hakim seumur hidupnya selama tidak ada faktor
yang mengharuskan hakim mengundurkan diri atau dipecat, sedangkan
jabatan hakim dalam konsep Negara Indonesia adalah merupakan jabatan
yang sementara mempunyai batas waktu. Oleh karena itu, hakim dalam
konsep al-Mawardi harus lebih menjaga martabat, harga diri dan
kewibawaanya sehingga ada larangan untuk tidak menghadiri pesta,

335 Lihat Musnad Abi Awdnah, lilid. 4, hal. 15-17.
336 Al-Mawardi ‘AlT bin Muhammad, Adabu al-Qddf,...Jilid. 1, hal. 216.
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namun di Indonesia ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai hakim,
seseorang kembali menjadi masyarakat biasa yang membutuhkan
hubungan sosial dalam kehidupannya.

Maka dari itu, hal ini tidak lagi relevan untuk diterapkan dimasa
sekarang khususnya Indonesia, karena budaya dan kondisiyang berbeda,
serta akan hakim apabila dilarang untuk mengadiri pesta.

Adapun terkait masalah menjenguk orang sakit, menghadiri
jenazah dan menyambut orang baru datang, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa hakim juga adalah manusia dan hamba yang
merupakan makhlus sosial, perlu untuk menjalin hubungan baik kepada
sesama manusia dan hubungan baik kepada sang pencipta hablu minallah
wa hablu minannds. Dalam konteks menjenguk orang sakit dan
menghadiri pemakaman, mencakup dua aspek sekaligis antara hubungan
kepada Allah yang merupakan ibadah dan hubungan kepada manusia
yang merupakan bentuk kepedulian sosial. Maka dari itu, dalam hal ini
hakim boleh menghadiriacaracara di atas, tanpa ada aturan pelik seperti
yang terjadi ketika menghadiri undangan pesta. Adapun perbedaannya
sudah dijelaskan di atas. Secara garis besar, menjenguk orang sakit dan
menghadirijenazah lebih aman bagi hakim untuk menjaga wibawa, harga
diri dan kepercayaan masyarakat dari pada menghadiri undangan pesta.

Hal ini tidak perlu dibandingkan anatar kode etik hakim
Indonesiadengan kode etik konsep al-Mawardi. Karena prilaku-prilaku di
atas adalah sebuah anjuranyang disunnahkan kapanpun dan dimanapun
sehingga relevan untuk diterapkan. Bahkan dalam menghadiri je nazah
hakim lebih diharuskan dari orang lain, karena dia yang lebih faham
tentang agama dan tata cara megurus jenazah.

Terkait masalah di atas, penulis perlu menyinggung secara
singkat tentang konsep Islam terkait istilah hablu minallah wa hablu
minannds yang mempunyaikaitan erat dengan etika hakim. Sebagaiman
hakim adalah hamba Allah, dia juga adalah bagian dari makhluk sosial di
masyarakat.

Secarabahasa, hablu minallah artinya adalah hubungan dengan
Allah dan hablu minannds adalah hubungan dengan manusia. Kedua
istilah ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Ali Imron: 112
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Artinya: "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali
jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali
(perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat
kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang
demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan
membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang
demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui
batas."

Secara istilah syara‘, makna hablu minallah sebagaimana yang
dijelaskan di dalam tafsir at-Tabari, al-Baghawi, dan tafsir lbnu Katsir
adalah "Perjanjian dari Allah, maksudnya adalah masuk Islam atau
beriman dengan Islam sebagaijaminan keselamatan bagi mereka didunia
dan di akhirat"

Hablu minallah dilaksanakan dengan ibadah. Dengan kata lain,
hablu minallah adalah aspek ‘ubudiyah (4594¢) atau ritual ibadah kita
kepada Allah SWT. "Ibadah" atau "ubudiyah" sering diartikan sebagai
"penghambaan" dengan melaksanakan perintah Allah  SWT,
menghambakan diri kepada-Nya, atau menyembah Allah SWT.

Pengertian hablu  minannds: Mu‘amalah, pengertian
populernya, hablum minannas yaitu hubungan dengan sesama manusia
dalam bentuk mu'amalah. Muamalah adalah hubungan manusia dalam
interaksi sosial, termasuk masalah harta, waris, dan jual-beli.

Muamalah mempunyai banyak cabang, di antaranya politik,
ekonomi, dan sosial. Secara umum muamalah mencakup dua aspek, yakni
aspek adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah yakni kegiatan
muamalah yang berhubungan dengan akhlak, seperti kejujuran, sopan-
santun, dan sebagainya. Sedangkan aspek madaniyah adalah aspekyang
berhubungan dengan kebendaan, seperti halal haram, syubhat,
madaratan, dan lainnya.

Hablum minallah dikenal juga denganistilah kesalehan individu
atau ibadah mahdhah . Hablum minannas dikenal dengan istilah
kesalehan sosial atau ibadah ghair mahdhah . Keduanya harus seimbang.
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Kesalehanindividu harus sama baiknya dengan kesalehan sosial. Jika rajin
sholat, zakat, puasa, dzikir, doa, alias hubungan dengan Allah baik, namun
hubungan dengan sesama manusia buruk, maka bisa-bisa jadi "orang
bangkrut" di akhirat nanti.

Dalam konteks ini, manusia itu ada empat macam: pertama,
Orang yang beramalritual dan tidak berdosasosial. la disebut orang yang
beruntung (QS 28:67); kedua, orang yang tidak beramal ritual dan tidak
pula berdosa sosial, ia disebut orang merugi (QS 18:103-104); ketiga,
orang yang tidak beramal ritual, tetapi beramal sosial, ia disebut orang
yang tertipu (QS 4:142); keempat, orangyang beramalritual, tapi banyak
mela ku kan dosa sosial, ia disebut orang yang bangkrut secara ha kiki
(49:11-12).

Hakim juga dilarang menjalankan persidangan dan memutuskan
perkaradalam keadaan marah. Tugas hakim adalah menggali hukum dan
menetapkannya. Aktivitas inimembutuhkan ketenangan jiwa, pikiran dan
hati, apabila hakim sedang tidak stabil kondisinya, dikhawatirkan akan
mengganggu proses penggalian hukum sehingga ketetapakan hukum
yang dihasilakn tidak sesuai atau salah. Maka dari itu, hakim tidak boleh
menjalankan proses persidangan sampai kondisinya stabil.

Termasuk kode etik hakim konsep al-Mawardi adalah hakim
dilarang menjalankan proses sidang dan menetapkan hukum dalam
keadaan lapar dan haus, karena dapat mengganggu konsentrasi hakim
dalam menggali hukum. Ketika konsentrasi hilang disebebkan keadaan
tidak stabil baik karena lapar, haus, marah, senang, lelah, maka
dikhawatirkan putusan yang dihasilkan tidak sesuai dan menyimpang.

Setelah panjang lebar menjelaskan etika hakim konsep al-
Mawardi yang tidak diatur dalam kode etik hakim di Indonesia di atas,
maka akan timbul pertanyaan. Apabila hakim memutuskan perkara dalam
keadaan yang telah kita sebutkan di atas, apakah keputusannya itu sah
dan harus dijalan?.

Jawabannya adalah: “iya” sah dan harus dijalani apabila sesuai dengan
kebenaran. Hal ini sesuai dengan sebuah kejadian pada zaman Nabi,
ketika sahabat Zubair berselisih dengan salah satu orang ansor tentang
hak penyiraman ladang, Rasulullah SAW. bersabda: ((siramilah ladangmu
wahai Zubair, setelah itu kirimkanlah air kepadatetanggamu orangansor
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itul)), kemudian orang ansor itu berkata: “apa karena Zubair itu anak
pamanmu wahai Nabi, Sehingga engaku berpihak padanya?!, kemudian
raut muka Nabi berubah seraya berkata: ((siramilah ladangmu wahai
Zubair, setelah itu biarkan air memenuhi kolammul!)). putusan pertama
dan kedua jelas berbeda, namun Zubair tetap melaksanakan putusan
yang terakhirwalaupun Nabi memutuskan itu dalam keadaan marah, hal
ini sebagai bukti sahnya putusan hakim walaupun diputuskan dalam
keadaan-keadaan di atas.

Untuk memudahkan dalam mengetahui persamaan dan
berbedaan antara Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan
kode etik konsep al-Mawardi, penulis akan menyajikan komparasidalam
bentuk tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Persamaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
dengan Kitab Adabu al-Qadi Karya al-Mawardi

No | Konteks Persamaan Perbedaan
Komparasi
1 Tujuan disusunnya | Sebagai pedoman bagi

kode etik hakim hakim dalam
menjalankan tugas
yudisial khusunya dan
menjalankan kehidupan
sosial pada umumnya. | .
Untuk mengontrol
sekaligus upaya
pencegahan terhadap
praktik mafia-mafia
peradilan.
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Objek yang

kode etik hakim

dijadikan landasan
dalam penyusunan

Mengadopsi aturan
yang sudah ada
sebelumnya tentang
kode etik hakim dan
memodifikasinya
dengan sesuatu
pemikiran baru yang
sesuai dengan situasi
dan kondisi.

Adabu al-Qadr
Berlandaskan
pendapat ulama-
ulama mazhab dan
ijtihad al-Mawardi
sendiri.

KEPPH Berlandaskan
keptusan bersama
Ketua MA dan KY
yang merujuk kepada
prinsip kode etik
Internasioanl seperti
Bangalore Principles
of Juducial Conduct

Daya ikat kode
etik terhadap
hakim dalam

ranah hukum
(positif/fikih)

KEPPH merupakan
aturan moral sehingga
tidak memliki daya ikat
yang kuat terhadap
hakim dalam ranah
hukum , kecuali dalam
konteks tindak pidana
korupsi

Walaupun merupakan
aturan moral juga,
akan tetapi Adabu al-
Qadrlebih memiliki
daya ikat yang lebih
kuat terhadap hakim
dalam ranah hukum,
dalam konteks ini
adalah hukum fikih,
karena bersumber
dari pendapat para
ulama mazhab
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Situasi dan
kondisi pada saat
penyusunan kode
etik hakim

Disusun dalam situasi
dan kondisi di mana
lembaga kehakiman
mulai kehilangan
jatidirinya sebagai
lembaga yang
diharapkan dapat
menegakkan keadilan

Pedoman perilaku
profesi hakim dibentuk
pada tahun 2009 (abad
21 M./14 H). Dibentuk
berdasarkan perintah
undang-undang, yang
ditetapkan dalam surat
keputusan bersama
(SKB) oleh Ketua
Mahkamah Agung
(MA) dan Ketua
Komisi Yudisial (KY).
Diterapkan pada
bentuk pemerintahan
demokrasiyang
berasaskan pancasila.
Sedangkan Adabu al-
Qddrdisusun oleh
alMawardi pada abad
5 H. diterapkan di
dalam bentuk
pemerintahan
Khiléfah Islamiyyah
yang berasaskan
syari‘at Islam.
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Rekrutmen hakim

Harus ada lembaga atau
individu yang
mempunyai wewenang
dalam perekrutan
hakim, mulai dari
seleksi hingga
pelantikan

Dalam KEPPH MA
adalah lembaga utama
yang berwenang dalam
perekrutan hakim
didampingi oleh KY
dan lembaga-lembaga
lain, dalam kata lain
hal ini pemerintah
mengikutsertakan
berbagai lembaga.
Sedangkan Adabu
alQdadipemilihan dan
perekrutan hakim
hanya wewenang
kepala negara

Pengawasan
terhadap hakim

Ada lembaga atau
individu yang
berwenang mengawasi
kinerja dan tingkah laku
hakim

Dalam KEPPH KY
adalah lembaga yang
berwenang dalam hal
ini, KY hanya
melaporkan dan
eksekutornya adalah
MA.

Sedangkan yang
mengawasi kinerja
hakim dalam Adabu
alQddridinamakan
Qddrial-Qudit,
eksekutornya adalah
kepala negara
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Honor hakim

Hakim merupakan abdi
Negara yang bertugas
dalam bidanag
kehakiman sehingga
honor yang diberikan
berasal dari uang
Negara

Semua hakim dalam
KEPPH adalah PNS,
mendapatkan honor
dari Negara. Sehingga
tidak boleh mengambil
upah dari pemerkara.
Sedangkan Adabu al-
Qdadrtidak semua
hakim mendapat
honor dari
Negara/baitul mal,
karena ada hakim yang
bertugas secara
sukarela tanpa diberi
honor dari pemerintah.
Dalam hal ini, hakim
boleh meminta upah
dari pemerkara
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Masa jabatan
hakim

Hakim memiliki masa
jabatan yang telah
ditentukan dan dapat
menjadi hakim selama
masa jabatannya belum
berakhir lain halnya
apabila ada
pelanggaran, maka
hakim bisa
diberhentikan

Dalam KEPPH

Lamanya jabatan para
hakim hingga pensiun.
Hakim Konstitusi 5
tahun, Hakim Agung
70 tahun, Hakim
Tingkat Banding

67 Hakim Tingkat
Pertama 62

tahun.

Dalam Adabu al-Qadi
tidak ada batasan usia,
hakim
dibebastugaskan ketika
sudah tidak lagi bisa
menjalankan tugas
atau melanggar kode
etik.

Berperilaku adil
kepada para
pemerkara dan
saksi

Harus berperilaku adil
terhadap pemerkara
tanpa membedakan
suku, ras, jenis kelamin,
agama, status sosial,
warna kulit, jabatan,
nasab, dll.

KEPPH Harus
berperilaku adil
terhadap pemerkara
dan saksi. Adabu
alQadrberperilaku adil
hanya kepada
pemerkara, sedangkan
kepada saksi boleh
mengistimewakan
salah satunya
tergantung status
sosial saksi tersebut
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baik itu sanksi ringan,
sedang, atau berat,
tergantung jenis
pelanggarannya

hukuman terberat
bagi hakim. lain
halnya apabila sudah
masuk ke ranah
pidana seperti
korupsi, maka hakim
bisa dipenjara juga.
Sedangkan Adabu
alQddisanksiyang
diterima hakim yang
melanggar
tergantung
keputusan kepala
Negara yang
mengangkatnya

10

Imbalan dan atau
kompensasi biaya
untuk kegiatan
ekstra yudisial

Hakim boleh
melakukan kegiatan di
luar tugas yudisial
selama tidak
mengganggu tugas
yudusialnya

Dalam KEPPH hakim
boleh menerima
imbalan dari kegiatan
ekstra yudusial.
Sedangkan hakim
dalam Konsep
alMawardi tidak
boleh memiliki
kegiatan lain selain
menjadi hakim di
tempat yang sudah
ditentukan
pemerintah.
Sehingga hakim didak
bisa menerima
imbalan apapun
selain honor dari
pemerintah.
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11

Melangsungkan
persidangan
terhadap anggota
keluarga

Hakim dilarang
melangsungkan
persidangan dan
memutuskan hukum
kepada keluarganya

Larangan dalam
KEPPH lebih luas,
hingga mencakup
kerabat atau otang
yang memiliki
hubungan dekat
walaupun bukan
keluarga. Sedangkan
Adabu al-Qadr
larangan berlaku
hanya kepada ayah,
ibu, anak, cucu,
suami/istri,
selebihnya boleh

12

Mengeluarkan
pernyataan/informas
i terkit putusan
hakim

Dari setiap agenda
persidangan pasti ada
hasil putusan yang
menjadilandasan
hukum dalam
memberikan sanksi

Dalam KEPPH hal
tersebut dilarang
bertujuan agar
menjaga informasi
agar tidak bocor dan
digunakan oleh pihak
yang tidak
bertanggung jawab
sehingga
mempengaruhi,
menghambat atau
mengganggu
keberlangsungan
proses peradilan
yang adil,
independen dan
tidak memihak.
Sedangkan dalam
konsep al-Mawardi
hal itu
diperkenankan agar
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terciptanya
transparansi putusan
hakim yang
merupakan hasil
ijtihadnya.

13

Profesi lain bagi
hakim

Profesi hakim adalah
tugas yang
diamanatkan Negara
dalam bidang
kehakiman

Dalam KEPPH hakim
memiliki ruang dan
waktu yang lebih luas
sehingga bisa
melakukan kegiatan
diluar tugas
yudisialnya.
Sedangkan konsep
alMawardi
mempersempit ruang
gerak hakim agar bisa
lebih fokus terhadap
tugasnya dan
menghindari
timbulnya kecurigaan
bahwa hakim akan
melakukan
kecurangan karena
sering bersosialisasi
dengan orang banyak
yang bisa jadi di
kemudian hari akan
melangsungkan
proses persidangan.
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14 | Hubungan hakin | Hakim harus merdeka Dalam KEPPH hakim
dengan lembaga | terbebas dari intervensi | intervensi dan
eksekutif, pihak lain, hal ini pengaruh datang dari
legislatif dan bertujuan agar lembaga eksekutif,
lembagalembaga | keputusan hakim benar-| yudikatif, dan
lain benar hasil ijtihadnya lemabag-lembaga lain.

sendiri yang bisa Dalam Adabu al-Qadi

dipertanggungjawabka | intervensidan

n. pengaruh datang dari
kepala negara yang
memilihnya dengan
cara mensyaratkan
harus mealakukan
ijtihad dengan mazhab
tertentu atau yang
sesuai dengan mazhab
pemimpin tersebut

15 | Konflik Hakim tidak boleh KEPPH lebih luas
kepentingan mengadili suatu perkara| jangkauannya dalam

apabila memiliki konflik
kepentingan, baik
karena hubungan
pribadi dan
kekeluargaan, atau
hubungan-hubungan
lain yang beralasan
(reasonable) patut
diduga mengandung
konflik kepentingan.

pelarangan
melakasanakan agenda
persidangan apabila
ada konflik
kepentingan, baik itu
saudara atau kerabat
yang tidak ada
hubungan darah.
Pelarangan dalam
Adabu al-Qédihanya
terhadap orang tua,
kakek dan seterusnya
atau anak, cucu dan
seterusnya
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16 | Hubungan baik Hakim harus
hakim dengan menghindari hubungan,
orang baik langsung maupun
lain tidak langsung dengan
advokat, penuntut dan | -
pihak-pihak dalam suatu
perkara tengah
diperiksa oleh hakim
yang bersangkutan.
17 | Informasiyang Informasi bisa Dalam KEPPH hakim

dimiliki hakim
tentang perkara

didapatkan oleh siapa
saja tentang hal-hal
yang bermacam-macam

dilarang mengadili
suatu perkara apabila
hakim tersebut telah
memiliki prasangka
yang berkaitan
dengan salah satu
pihak atau
mengetahui fakta atau
bukti yang berkaitan
dengan suatu perkara
yang akan
disidangkan. Adabu
al-Qdadrhakim boleh
menetapkan hukum
dengan
pengetahuannya
dalam konteks al-Jarh
wa al-
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Ta'‘dil (menilai baik
buruknya seseorang),
namun perbedaan
pendapat di antara
ulama terjadi ketika
hakim memutuskan
perkara atau
memberikan hukum
yang berkaitan
dengan hudud dan
hak-hak

orang lain
berlandaskan
pengetahuannya
18 | Tanggung jawab | Hakim dilarang Dalam KEPPH hakim
hakim menyalahgunakan mempertanggungjaw

jabatan untuk
kepentingan pribadi,

keluarga atau pihak lain.

Hakim juga dilarang
mengungkapkan atau
menggunakan
informasi yang bersifat
rahasia, yang didapat
dalam kedudukan
sebagai hakim, untuk
tujuan yang tidak ada
hubungan dengan
tugas-tugas peradilan.

ab -kan tugasnya
kepada
pemerintah/badan
peradilan yang ada di
atasnya di akhir masa
jabatan yang telah
ditentukan.
Sedangkan dalam
konsep alMawardi
tidak ada batas waktu
untuk menjadi hakim,
maka hakim bisa
melaporkan hasil
kerjanya kepada
pemimpin di akhir
masa jabatannya
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19 | Kewibawaan dan | peradilanHakim harus Dalam hal ini konsep
martabat menjaga kewibawaan kode etik al-Mawardi
lembaga serta martabat lembaga | lebih kompleks dalam

peradilan dan profesi rangka mewujudkan
baik di dalam maupun | hakim dan lembaga
di luar pengadilan. peradilan yang
Seorang hakim berwibawa. Oleh
hendaklah bersikap karena itu, banyak
zuhud tidak terlalu peraturan yang harus
mementingkan urusan | dilaksanakan hakim
duniawi, memiliki baik dalam
sopan santun dan persidangan ataupun
kekhusyuan dalam diluar persidagan.
ibadah, hal-hal tersebut | Baik dari segi
dapat meningkatkan penampilan dan
harga diri dan tingkah laku. KEPPH
kehormatan hakim di lebih universal dan
mata orang banyak. tidak merinci
poinpoin yang
berkaitan.
20 | Transaksi Hakim dilarang terlibat | Dalam KEPPH dilarang

keuangan dan
transaksi usaha

dalam transaksi
keuangan dan transaksi
usaha yang berpotensi
memanfaatkan posisi
sebagai hakim.

karena dikhawatirkan
akan terjadinya
nepotisme. Adabu al-
Qddiada
kemungkinan rekan
bisnisnya akan
menjadi pemerkara
dalam persidangan
yang hakim lakukan.
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21 | Rangkap jabatan | Hakim dilarang bekerja | Dalam KEPPH
hakim dan menjalankan fungsi | Dualisme posisi tidak
sebagai layaknya boleh terjadi dalam
seorang advokat, proses persidangan.
arbiter, mediator, Hal ini bertujuan agar
eksekutor, hakim fokus
administrator. Hakim terhadapa tugasnya.
dilarang melakukan Sehingga tidak
rangkap jabatan yang terganggu ketika
ditentukan oleh meputuskan perkara.
peraturan Dalam Adabu al-Qadi
perundangundangan tugas dari pimpinan
yang berlaku. adalah menjadi
hakim. Apabila
merangkap kepada
jabatan lain, maka dia
telah melanggar
pemimpin.
22 | Proses Hakim harus Dalam Adabu al-Qadr

persidangan

menghormati hak-hak
para pihak dalam
proses peradilan dan
berusaha mewujudkan
pemeriksaan perkara
secara sederhana,
cepat dan biaya ringan.
Hakim harus
membantu para pihak
dan berusaha
mengatasi segala
hambatan dan
rintangan untuk
mewujudkan peradilan
yang sederhana, cepat
dan biaya ringan sesuai

ada aturan untuk
mendukung hakim
agar sersikap disiplin
yaitu dengan cara
menentukan tugasnya
baik dari segi lokasi
tugas, masyarakat
yang jadi
tanggungjawabnya
hingga waktu yang
telah ditentukan
kapan hakim harus
bertugas. Hal ini
dilakukan agar hakim
tau kapan harus
melaksanakan
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dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.

Ketua Pengadilan atau
Hakim yang ditunjuk,
harus mendistribusikan
perkara kepada Majelis
Hakim secara adil dan
merata, serta
menghindari
pendistribusian perkara
kepada hakim yang
memiliki konflik
kepentingan.

kewajibannya dan
selalu berdisiplin
dalam menjalankan
tugas-tugasnya

23

Kerendahan hati
seorang hakim

Hakim harus
melaksanakan
pekerjaan sebagai
sebuah pengabdian
yang tulus, pekerjaan
hakim bukan
sematamata sebagai
mata pencaharian
dalam lapangan kerja
untuk mendapat
penghasilan materi,
melainkan sebuah
amanat yang akan
dipertanggungjawabka
n kepada masyarakat
dan Tuhan Yang Maha
Esa.

Dalam Adabu al-Qadr
hakim dianjurkan
untuk mendirikan
shalat dua rakaat
sebelum memulai
proses persidangan.
Kemudian dianjurkan
juga untuk berdoa
setelah shalat dengan
doa yang diajarkan
Nabi
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24 | Profesionalitas Berujuannya agar Dalam Adabu al-Qadr
hakim terbentuknya pribadi hakim harus
yang senantiasa menguasai Al-Qur-an,
menjaga dan Sunnah, Ijma” dan
mempertahankan mutu | Qiyas, juga harus
pekerjaan, serta mengetahui
berusaha untuk permasalah yang
meningkatkan bercabang dari
pengetahuan dan sumbersumber
kinerja, sehingga hukum utama, atau
tercapai permasalahan yang
setinggitingginya mutu | masih jadi
hasil pekerjaan, efektif | perdebatan di
dan efisien. kalangan ulama, agar
bisa berijtihad dalam
memutuskan perkara
25 | Saksiahli Saksi adalah seseorang | Dalam hukum

yang mempunyai
informasi mengenai
suatu kejahatan atau
kejadian memalui
indara mereka dan
dapat menolong
memastikan
pertimbanganpertimba
ngan penting dalam
suatu kejahatan atau
kejadian.

Indonesia saksi ahli
adalah orang yang
pendapatnya
berdasarkan
pendidikan, pelatihan,
sertifikat,
keterampilan atau
pengalaman, diterima
oleh hakimsebagai
ahli. Sedangkan dalam
konsep al-Mawardi
tidak dikenal yang
namanya saksi ahli,
karena tidak
memenuhi kualifikasi
sebagai saksi dalam
konsep

Islam
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26

Menghadiri
undangan pesta

Menghadiri undangan
pesta merupakan
bentuk kepedulian
sosial dalam
bermasyarakat

Dalam KEPPH hakim
boleh menghadiri
undangan pesta
selama tidak
mengganggu tugas
yudisialnya.
Sedangkan dalam
konsep al-Mawardi
sebaiknya hakim tidak
menghadiri undangan
pesta karena dapat
menurunkan
wibawanya dan
dikhawatirkan hal
tersebut mengganggu
tugas yudisialnya,
apalagi hakim yang
mendapat honor dari
pemerintah

27

Menjenguk orang
sakit dan ta'ziyah
mayit

Merupakan sunnah
yang menghasilkan
ganjaran pahala. Dalam
dua konsepe sepakat
bahwa hakim boleh
melakukan kedua hal
tersebut, bahkan lebih
dianjurkan dari pada
yang lain, karena hakim
lebih paham dalam
pengurusan jenazah

Dari urian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kode etk

hakim harus diimplementasikan dalam diri hakim dan ketika melakukan
persidangan. Maka hal-hal diatas, walaupun tidak diatur dalam 10 prinsip
kode etik hakim Indonesia, akan tetapi telah diatur dalam peraturan
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hukum acara. Hukum acara (dikenal juga sebagai hukum prosedur atau
peraturan keadilan) adalah serangkaian aturan yang mengikat dan
mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun
tata usaha Negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah
proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara
berbeda dengan hukum materil yang mengatur mengenai substansi
hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara
perdata. Masing-masing Negara yang memilikiyurisdiksi dan kewenangan
mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda pula.

Hal tersebut diatur dalam kode etik konsep al-Mawardi agar
dapat mewujudkan hakim yang berwibawa sehingga fungsi hakim dan
Lembaga Peradilan berjalan semestinya dan kepercayaan masyarakat
kembali tumbuh. Di mana dewasa ini masyarakat sudah mulai luntur
kepercayaannya dengan hakim dan lembaga kehakiman, hal itu
disebabkan hakim sudah tidak lagi mempunyai wibawa, bahkan malah
menjadioknum yang menjual belikan perkara demi keuntungan pribadi.

Kode etika al-Mawardi bisa menjadi solusi dalam
mengembalikan wibawa hakim pada saat ini. Walaupun situasi dan
kondisi yang berbeda, akan tetapi etika dan norma-norma yang diatur
oleh al-Mawardi masih relevan untuk diimplementasikan pada saat ini
dan di berbagai jenis lembaga kehakiman yang ada.

Selain konsep yang diusung al-Mawardi di atas, kita juga harus
menerapkan konsep yangtelah dipaparan pada bab Il demimewujudkan
hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa. Yaitu: Bahwa seluruh
hakim harus menegakkan dan menerapkan kode etik dan pedoman
perilaku hakim secara totalitas; Bahwa seluruh hakim harus mampu
mengubah paradigma lama ke paradigma baru; Bahwa seluruh hakim
harus berupaya mengharmonisasikan keadilan berdasarkan ketentuan
undang-undang (legal justice), keadilan berda-sarkan moralitas (moral
justice) dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat (social justice).

Konsep pertama, adalah menerapkan kode etik dan pedoman
perilaku hakim secara totalitas. Agar sikap tindak hakim sesuai harapan
banyak orang yakni memutus berdasarkan atas hukum, undang-undang,
kebenaran, keadilan, dan keadilan masyarakat, maka seorang hakim
terikat pada aturan undang-undang dan kode etik. Undang-undang yang
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dimaksud di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2004 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB-/1V /2009
dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi
Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/ PB/MA/IX/2012 dan
02/PB/P.KY/09/2012.

Konsep kedua, adalah mengubahparadigmalama ke paradigma
baru. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berusaha mengubah paradigma lama
yang sering menganggap perilaku koruptif itu merupakan hal yang wajar
dan biasa, sehingga seringkali menerapkan dalil lama, “Membenarkan
yang biasa”. Dari konsep ini kita mencoba menyampaikan dalil baru
dengan membalik dan menggugurkan dalil lama bahwa, “Semua bangsa
Indonesia (termasuk hakim) sudah saatnya (seharusnya sejak dulu)
melaksanakan dan menegakkan kewajiban membiasakan yang benar,
bukan membenarkan yang biasa”. Seseorang yang tadinya menganggap
bahwa perilaku koruptif itu sebagai hal yang biasa (memaklumi bahkan
membenarkan), sekarang saatnya kita mempunyai rasa malu apabila
melakukan korupsi. Sekecil apapun dan korupsi apapun, stop mulai
sekarang. Dengan demikian, hakim yang berperan sebagai pembaru
hukum dalam mewujudkan pengadilan yang bersih idealnya menerapkan
“budaya malu untuk korupsi” (a shame for corruption).

Konsep ketiga, adalah mengharmonisasikan keadilan
berdasarkan ketentuan undang-undang (legal justice), keadilan
berdasarkan moralitas (moral justice), dan keadilan berdasarkan
keinginan masyarakat (social justice). Dari urian di atas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa adanya larang hakim menghadiri acara pesta
dalam konsep kode etik al-Mawardi, sematamata untuk menjaga
martabat hakim dan menjaga hak-hak masyarkat yang ada dalam
tanggungan hakim agar tidak terbengkalai. Dalam kata lain, bagi seorang
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hakim kepentingan orang banyak lebih diutamakan dari pada

kepentingan pribadi atau golongan.

Tabel 5.2 Persamaan dan Perbedaan KEPPH dan Adabu al-Qddi Secara

Umum

Hal-Hal yang Diatur dalam KEPPH dan Tidak Diatur dalam Kitab
Adabu al-Qadi

1 Pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan
Pelarangan hakim terkait penggunaan keterangan vyang

2 diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak
terkait dengan wewenang dan tugas yudisial

3 Keikutsertaan hakim dalam organisasi para hakim atau turut serta
dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim

4 Memberi pendapat atau keterangan kepada publik

5 Konflik kepentingan dalam konteks hubungan pekerjaan

6 Hubungan finansial

7 Aktifitas masa pensiun hakim

Hal-Hal yang Diatur dalam Kitab Adabu al-Qddidan Tidak Diatur dalam

KEPPH

1 Pengertian, syarat, dan hukum lembaga peradilan

2

Keabsahan dan rusaknya Taqlid

Keharusan dalam mempelajari sumber hukum syariat dan bidang
ilmu yang berkaitan dengannya

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa menjadi
hakim

Hukum acara pidana

Pembagian harta/barang hasil sengketa

Honor hakim

(N OO U

Hakim menyerahkan tugas yudisial kepada orang lain
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Permasalahan apakah disyaratkan mazhab hakim sesuai dengan
mazhab Imam/Pemimpin

10 | Menghadiri undangan pesta

Hak sosial hakim terhadap orang lain dalam konteks menjenguk
11 | orang sakita atau menyambut orang yang baru datang setelah
berpergian jauh.

12 | Pemecatan hakim

Hal-Hal yang Diatur dalam KEPPH dan Diatur juga dalam Kitab Adabu al-
Qddr

Pelantikan dan pemberian informasi kepada masyarakat terkait

! pengangkatan hakim baru

Aturan tentang interaksi langsung hakim dengan orang lain dalam
konteks jual beli

3 Menggali  hukum/berijtihad dan  menyimpulkan sebuah
masalah/istinbdt

4 Hubungan hakim dengan hakim yang lain

Kewajiban hakim terhadap orang yang bertikai dan para saksi

6 Pemberian hadiah kepada hakim dan keluarganya

Kode etik dan pedoman perilaku hakim baik dalam tugas yudisial
ataupun di luar tugas yudisial
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BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil pemaparan dan komparasi mengenai kode

etik dan pedoman perilaku hakim Indonesia dan konsep kode etik al-
Mawardi dalam kitabnya Adabu al-Qddi maka dapat ditarik kesimpulan

untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Adabu al-Qddi karya
alMawardi merupakan ketetapan/kesepakatan yang mengatur nilai-
nilai moral, kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang
seharusnya dan seyogianya dipegang teguh oleh seorang hakim
dalam mejalankan tugas profesinya. Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim Indonesia ditetapkan pada tahun 2009 M. atau abad
XV H. dan disusun untuk diterapkan pada lembaga peradilan di
Negara demokrasi yang berasaskan Pancasila. Sedangkan Adabu al-
Qa4dr al-Mawardi disusun pada abad V H. untuk diterapkan dalam
sebuah pemerintahan yang berbentuk khildfah isldmiyyah
(pemerintahan Islam) yang berasaskan hukum syariat Islam. Akan
tetapi, walaupun kedua aturan itu disusun dengan tenggang waktu
dan keadaan yang berbeda, masih ada korelasi diantar keduanya
karenasama-sama mengatur kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Walaupun Indonesia bentuk pemerintahannya Demokrasi, akan
tetapitidak menghilangkan ciri khas bahwa Indonesia adalah Negara
mayoritas muslim terbesar dunia, sehingga peraturan lembaga
kehakiman khususnya pengadilan agama di Indonesia banyak
mengadopsiaturanaturan yang berlaku dalam agama Islam. Apabila
diteliti lebih dalam, aturan kode etik dan pedoman perilaku hakim
Indonesia banyak bersumber dari hukum Islam yang juga diusung
oleh al-Mawardi dalam konsepnya tentang kode etik hakim. Dalam
mengkomparasikan dua konsep ini penulis menggunakan teori
keadilan sebagai landasan teori utama, teori etika sebagai teori

209



pendukung, dan teori atau konsep untuk menwujudkan hakim dan
lembaga peradilan yang berwibawa sebagai teori prakteknya. Hasil
dari komparasi menggunakan tiga teori di atas adalah sebagai
berikut: Pertama, bahwa sistem hukum yang diterapkan dalam
hukum nasional bangsa Indonesia dan konsep al-Mawardi sesuai
denganteori keadilan Hans Kelsen dengan konsepnya “keadilan dan
legalitas” yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat
dijadikan sebagai payung hukum (law unbrella) bagi peraturan
peraturan hukum nasionallainnya sesuai tingkat dan derajatnyadan
peraturan hukum itu memilikidayaikat terhadap materi-materiyang
dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut. Yang
membedakan adalah bahwa Indonesi menjadikan Undang-undang
sebagai payung hukum, sedangkan konsep al-Mawardi payung
hukumnya adalah pendapat Imam-imam mazhab yang bersumber
dari hukum syara‘. Lebih lanjut Hans Kelsen berpendapat bahwa
suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan,
sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika
diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain
yang serupa. Kedua, konsep etika KEPPH dan Adabu al-Qddisesuai
dengan teori idealisme etis yang memandang memandang bahawa
manusia sebagai makhluk etis, yang memiliki kesadaran moralitas.
Manusia adalah makhluk yang senantiasa memberikan penilaian
terhadap sikap dan perilaku. Nilai-nilai yang dianggap baik itu
kemudian dijadikan norma untuk menuntun sikap dan perilaku
manusia. Ketiga, untuk mewujudkan seorang hakim dan lembaga
kehakiman yang berwibawa harus menerapakan tiga konsep, yaitu:
seluruh hakim harus menegakkan dan menerapkan kode etik dan
pedoman perilaku hakim secara totalitas; seluruh hakim harus
mampu mengubah paradigma lama ke paradigma baru; seluruh
hakim harus berupaya mengharmonisasikan keadilan berdasarkan
ketentuan undangundang (legal justice), keadilan berda-sarkan
moralitas (moral justice) dan keadilan berdasarkan keinginan
masyarakat (social justice). Dalam konteks hubungan antara moral
dan hukum, kedua konsep menggunakan teori “bahwa hukum dan
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moral bersatu”. Teori ini diusung oleh tokoh muslim Hazairin dan
tokoh filsafat barat Kant dan Friedmann.

Sebagai mana yang telah dijelaskan pada poin pertama, bahwa
Adabu alQddrial-Mawardi disusun pada abad V H. untuk diterapkan
dalam sebuah pemerintahan yang berbentuk khildfah islémiyyah
(pemerintahan Islam) yang berasaskan hukum syariat Islam,
sehingga tidak semua konsep al-Mawardi itu relevan untuk
diterapkan pada situasi dan kondisi saat ini, walaupun kita tidak
pungkiri bahwa Adabu al-Qddi merupakan salah satu rujukan dan
landasan utama dalam penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim di Indonesia. Sebagai contoh aturan yang melarang hakim
menghadiri pesta pernikahan demimenjaga martabat dan harga diri
hakim, dalam konsep al-Mawardi perkarainisangat ketat dan banyak
aturannya, yang pada intinya al-Mawardi berpendapat sebaiknya
hakim tidak boleh menghadiri seluruh undangan pesta, karena
menurut al-Mawardi keadaan dan masyarakat pada zaman al-
Mawardi sudah berubah ke arah yang lebih buruk dari era-era
sebelumnya. Dalam kata lain, walaupun tidak seluruh yang ada
dalam aturan-aturan Adabu al-Qddirelevan untuk diterapkan pada
saat ini, akan tetapi mayoritas apa yang ada dalam Adabu al-Qédi
bisa menjadisolusiuntuk mewujudkan hakim dan lembaga peradilan
yang berwibawa.

Jika Adabu al-Qddi konsep al-Mawardi dibandingkan dengan
keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi
Yudisial Rl Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY.IV/2009.
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka persamaan di
antara keduanya adalah pada perkara menjaga etika dan integritas
moral dari seorang hakim agar cita-cita lembaga peradilan tercapai,
yaitu untuk membentuk pengadilan yang mandiri, netral, kompeten,
transparan, akunteble dan berwibawa, sehingga hukum dan keadilan
bisa ditegakkan yang tidak luput dari penghormatan terhadap
keluhuran nilai kemanusiaan. Bila melihat konsep kode etik al-
Mawardi, dan di sisi lain kita juga melihat sistem Negara Indonesia
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yang merukan Negara republik yang memiliki kultur dan budayayang
berbeda, maka keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan
Ketua Komisi Yudisial Rl  Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-
02/SKB/P.KY.IV/2009. tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim lebih baik dan relevan untuk diterapkan di Indonesia. Tanpa
menutup matabahwakonsep al-Mawardijuga banyak yang diadopsi
dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Rl dan Komisi Yudisial
RI. Di samping itu, konsep kode etik al-Mawardi juga bisa menjadi
obat keterpurukan lembaga peradilaan pada saat ini yang kurang
mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dengan KEPPH dan
ditambah denganimplementasikode etik konsep al-Mawardidalam
dunia kehakiman, serta pengawasan yang lebih ketat, maka ada
harapan terwujudnya hakim dan lembaga peradilan yang
berwibawa,
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